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PRAKATA

Ql‘v

Organisasi Internasional yang dibuat di
Convention on the Law of Treaties

angat cepat, maka sebagai subjek hukum internasional

yang berwenang{inembuat.perjanjian internasional, baik antara negara dan

erjalfjian internasional antar Negara (Konvensi Wina tahun
dian diteruskan dengan perjanjian internasional antar organisasi-

membantu dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat
gi para akademisi, mahasiswa dan pengajar, dan para pemerhati. Semoga Buku II
ukum Perjanjian Internasional antara Negara dan Organisasi Internasional atau
antara Organisasi-Organisasi Internasional (Konvensi Wina Tahun 1986) segera
dapat diselesaikan.

Jakarta, Agustus 2019
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PENDAHULUAN

Ql‘v

l ini mefunjukkan bahwa

3 gan—perkembangan baru

Dalam perkembangan hukum internasional de

peran perjanjian internasional makin menduduki

g penting. Hal ini

dalam kehidupan masyarakat internasi gisalaya pengaturan tentang pema-
kaian ruang angkasa, hukum yan, tentang telekomunikasi, hukum yang
mengatur tentang penamban dan sebagainya. Perkembangan

Dalam suasana internasion ir belum ada hukum yang ditentukan

ana halnya perundang-undangan dalam hukum nasional.
sapa internasional merupakan kesepakatan antara

rjanjian internasional merupakan kesepakatan antara
ternasional untuk menghasilkan akibat hukum tertentu. Akibat

imbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

etentuan-ketentuan hukum tadi dapat berupa treaty contract atau law

aking treaty. Dalam treaty contract, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu
hanya berlaku bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Sedangkan law
making treaty merupakan perjanjian yang melahirkan ketentuan-ketentuan
hukum yang berlaku bagi masyarakat internasional pada umumnya. Namun ada
kemungkinan bahwa yang terkandung dalam treaty contract memuat ketentuan-
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ketentuan/norma-norma yang berlaku umum. Demikian juga apa yang tergolong
dalam law making treaty, suatu perjanjian yang diikuti oleh sebagian besar negara,
setidak-tidaknya oleh negara terpenting di dunia dan/atau negara besar, sehingga
perjanjian itu berlaku sebagai hukum internasional umum. Sebagai contoh, PBB
merupakan law making treaty di mana anggota PBB dan bukan anggota PBB
—dalam Pasal 2 ayat (5) Piagam PBB- harus melakukan atau tidak melakuk
perbuatan-perbuatan sebagaimana ditentukan dalam piagam. Sebenarnya berap
negara yang ikut serta dalam perjanjian itu, tidak dapat dipakai sebagai patokan
untuk penggolongan suatu perjanjian.

Suatu perjanjian internasional bermaksud untuk mendirikan suatu 1s
internasional sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri terlepaghdar a.
Ada yang mengusulkan bahwa perjanjian internasional tegsébut dapat ggap
sebagai perjanjian institusional.

A. ASAS-ASAS DALAM PERJANJIAN INTER

Asas-asas yang terdapat dalam perjanjian
berikut.

1. Asas Jus Cogens

aik (Good Faith)

ini diterima oleh masyarakat baik dalam hukum nasional maupun
m hukum internasional. Hal ini dikenal sebagai general principle of

aw. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas ketiga.

Asas Pacta Sunt Servanda

Bahwa janji itu mengikat bagi yang membuatnya sebagai undang-undang.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata ditentukan: “Semua perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya”.
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5. Asas bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak dan tidak berlaku
bagi pihak ketiga (pacta tertiis nec nocent nec prosunt).

Dalam hukum internasional asas ini ada penyimpangannya. Sebagai
contoh ditentukan dalam Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB menentukan: “Negara
bukan anggota PBB agar bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip ini apabila
dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional”.

Jadi walaupun bukan anggota PBB, tetapi harus bertindak sesuai de
asas-asas yang ada dalam piagam demi perdamaian dan keamanan intefhasion

Contoh lain dalam perjanjian perbatasan, misalnya antara Negara
B telah sepakat yang kemudian dituangkan dalam perjanjian per
dua negara tersebut. Negara lain yang bukan peserta perjanji
hormati perjanjian tersebut.

B. KONVENSI WINA
Mengingat pentingnya perjanjian internasional dal

asional (International Law
Commission - ILC) dalam rencana kerjz anjian ipternasional menjadi salah

pengembangan hukum intern embang secara progresif (sesuai
dengan Pasal 13 ayat (1) butirfa Pi B. ILC mengadakan pengkajian atas

ke-21 mengeluarkamyReés omor 2166 (XXI) tanggal 5 Desember 1966 yang
¢ afgoota PBB untuk mengadakan konferensi internasional.
yang ke-22 tahun 1967, sekali lagi menganjurkan pada

aan dalam konferensi digunakan draf hasil ILC Konferensi
tanggal 26 Maret-24 Mei 1968, kemudian dilanjutkan tanggal 9 April-22
69 di Wina (Austria). Konferensi tersebut berhasil menghasilkan Konvensi
ngan upacara penandatanganan konvensi (dilakukan sejak tanggal 23 Mei 1969).
enurut Pasal 81 Konvensi tahun 1969, penandatanganan sampai November 1969
dilakukan di Kementerian Luar Negeri Austria, dan sesudah itu sampai tanggal
30 April 1970 di Markas Besar PBB di New York. Menurut Pasal 82, Konvensi ini
harus diratifikasi oleh negara yang akan menjadi peserta dan dokumen ratifikasi
diserahkan pada Sekjen PBB.
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Berdasarkan Pasal 84, konvensi ini akan berlaku 30 hari setelah dokumen
ratifikasi yang diserahkan pada Sekjen PBB mencapai 35, ini telah dicapai pada
tanggal 27 Januari 1980 yang kemudian konvensi ini dikenal sebagai Konvensi
tahun 1969.

Pada konferensi yang menyiapkan konvensi tahun 1969 tersebut, terdapat
pendapat di satu pihak bahwa konvensi ini harus mengatur juga ketentuan-keten.,
tuan tentang perjanjian internasional yang diadakan antara negara dan organisas
internasional atau antara organisasi internasional dan organisasi interna,

Namun ada juga pihak yang menghendaki bahwa perjanjian internasional

internasional satu sama lain harus ada konvensi khusus.
kewenangan untuk membuat perjanjian internasional oleh o
berlainan dengan kewenangan untuk membuat perjanjia
dilakukan oleh negara, demikian pula prosedur

internasional berlainan. Pejabat negara yang b mengikatkan negara-
nya dengan subjek hukum internasional oleh Konstitusi atau

Undang-Undang Dasar Negara bersan;

ditentukan dalam anggaran das ersebut atau menurut kebiasaan
yang tumbuh dalam organisasi interffiasi rsebut. Berdasarkan pertimbangan
tersebut sehingga akhir nvensi 1969 hanya mengatur perjanjian yang dibuat
antar negara.

Konvensi tahun sebagaimana halnya konvensi lainnya, terdiri atas
konsiderans d i
ketentuan, Kom: i yang akan menyelesaikan sengketa yang mungkin

timbul.

i samping hal itu ada satu annex yang berisi tentang

jian internasional antar negara diselesaikan, maka ILC meng-
tuk membuat draf perjanjian internasional yang dibuat antara negara
an ofganisasi internasional dan antara organisasi internasional. Draf rancangan
nstini kemudian diserahkan kepada Majelis Umum PBB. Setelah itu Majelis
Umtrm PBB mengeluarkan resolusinya, yaitu Nomor 3986 tahun 1984 tanggal
Desember 1984, isinya menyerukan kepada anggota PBB untuk mengadakan
konferensi yang membicarakan masalah ini. Akhirnya konferensi diadakan tanggal
18 Februari-21 Maret 1986 di Wina. Konferensi bersidang dengan menggunakan
draf yang telah disiapkan oleh ILC sebagai pokok bahasan. Pada tanggal 20 Maret
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1986 para peserta konferensi telah sepakat untuk menyetujui draf akhir konvensi
dan pada tanggal 21 Maret 1986 telah terbuka untuk ditandatangani peserta
konvensi.

Diadakannya konvensi perjanjian internasional antara negara dan organi-
sasi internasional dan antara organisasi internasional, terpisah dengan perjanjian
internasional antar negara, dikarenakan perjanjian internasional antara nega

sifat yang khusus.

Ditinjau dari substansi yang diatur dalam kedua konvensigi
banyak norma-norma yang telah berkembang dalam kebias
dan ada juga norma-norma baru yang merupakan pe ba

dari hukum internasional itu sendiri.

1. Konvensi Wina Tahun 1969

Konsiderans merupakan dasar yang dijadi n untuk pembentukan

konvensi ini. Apa yang tertera dalam erupakan pertimbangan
yang didasarkan pada fakta yang ada 2 kum yang telah dikenal
masyarakat internasional, da iinginkan oleh masyarakat inter-

nasional dengan dibuatnya konvensj
Kita baca konsiderans pe

Considering th mental role of treaties in the history of international

relations.

Ketentuan inijjelas menunjukkan bahwa masyarakat internasional

mengakui janjian internasional dalam sejarah hubungan inter-

¢ the ever-increasing importance of treaties as a source of inter-
jonal law and as a means of developing peaceful co-operation among nations,
hatever their constitutional and social systems.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa masyarakat internasional mengakui
entingnya perjanjian internasional sebagai sumber hukum internasional. Per-
janjian internasional dapat merupakan sarana untuk mengembangkan kerja
sama antara bangsa-bangsa untuk mencapai kerja sama secara damai tanpa
memperhatikan sistem ketatanegaraan atau sistem sosialnya.
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Konsiderans ketiga:

Noting that the principles of free consent and of good faith and the pacta

sunt servanda rule are universally recognized.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip umum hukum seperti
kebebasan berkontrak, iktikad baik, dan pacta sun servanda adalah prinsip-
prinsip umum. Hukum juga dijadikan dasar pada konvensi perjanjian internasion;
tahun 1969.

Konsiderans keempat:

Affirming that disputes concerning treaties, like other internation
should be settled by peaceful means and in conformity withythépiin of
justice and international law.
Pada ketentuan ini masyarakat internasional menghe ahwa penye-

ala diselesaikan

lesaian sengketa sehubungan dengan sengketa inte

secara damai sesuai dengan prinsip keadilan dan hu sional. Hal ini

karena itu, annex dari konvensi i
yang mempunyai wewenang unt
perjanjian internasional.

he peoples of the United Nations to establish
justice and respect for the obligations arising from

jian internasional. Pada konsiderans ini menunjukkan, bahwa
internasional menyadari anjuran ini ditujukan pada rakyat dunia
n Banya kepada negara anggota PBB saja. Hal ini disebabkan karena
perjanjian internasional tidak hanya penting bagi anggota PBB saja, tetapi
1 anggota masyarakat internasional pada umumnya. Hal ini sesuai dengan
konsiderans piagam PBB butir tiga yang menentukan: “Untuk menegakkan
keadaan di mana keadilan dan penghormatan terhadap kewajiban yang timbul
dari perjanjian internasional”

6 Hukum Perjanjian Internasional



Konsiderans keenam:

Having in mind the principles of international law embodied in the Charter
of the United Nations, such as the principles of the equal rights and self-
determinations of peoples, of the sovereign equality and independence of
all states, of non-interference in the domestic affairs of states, of prohibition
of the threat or use of force and of universal respect for, and observan

human rights and fundamental freedoms for all.

Ketentuan ini juga mempertimbangkan prinsip-prinsip huk
nasional yang telah ditentukan dalam piagam PBB, misalny:
samaan derajat, hak menentukan nasib sendiri (Pasal 1 ayat

1 ayat (3) piagam
erjanjian internasional

PBB.

Konsideran ketujuh:

Believing that the codifica andlprogressive development of the law of
the present Convention will promote the purposes of

treaties achieveg
the United 4@

pedce and security, the development of friendly relations and the

orth in the Charter, namely, the maintenance of

eration among nations.

ah menegaskan bahwa kodifikasi dan perkembangan

erjanjian yang ditentukan dalam konvensi ini mendorong

ainya kerja sama antara bangsa-bangsa.

Konsiderans kedelapan:

Affirming that the rules of customary international law will continue to
govern questions and regulated by the provisions of the present Convention.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum kebiasaan internasional akan
tetap berlaku untuk masalah-masalah perjanjian internasional yang tidak
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diatur dalam konvensi ini. Jadi konsiderans kedelapan ini menegaskan bahwa
hukum kebiasaan internasional masih tetap diakui perannya untuk masalah-
masalah yang tidak diatur dalam konvensi ini.

2. Konvensi Wina Tahun 1986
Konvensi Wina tahun 1986 seperti halnya Konvensi Wina Tahun 1969, berisi

konsiderans dan bagian substansi.

Konsiderans konvensi tahun 1986 hampir sama dengan konvensifWina
tahun 1969. Konsiderans pertama sama dengan konsiderans konwensi fahun
1969.

Konsiderans kedua:

Recognizing the consensual nature of treaties and theirgéver increasing
importance as a source of international law.

adalah dasar
semakin bertambah

Ketentuan ini mengakui bahwa kesepakatan
dari suatu perjanjian dan bahwa perjanjian i

&

etiga Konvensi tahun 1969.

penting perannya sebagai sumber huk . Konsiderans ketiga

sama seperti yang terdapat dalam ko

Konsiderans keempat:
Affirming the importance o the process of codification and

progressive development of inte law at a universal level.

Ketentuan ini me an pentingnya proses dan pengembangan progresif

hukum internasiona niversal. Ketentuan ini telah menunjukkan
t internasional telah menyadari pentingnya pengo-
httkum internasional dan pengembangannya secara
enjadi kenyataan terutama saat ini bagaimana dalam era

uhkan norma-norma hukum internasional yang berlaku

ving that the codification and progressive development of the rules
elating to treaties between States and international organizations or between
international organizations are means of enhancing legal order in international
relations and of serving the purposes of the United Nations.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa kodifikasi dan pengembangan progresif
peraturan-peraturan sehubungan dengan perjanjian internasional antara negara

8 Hukum Perjanjian Internasional



dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional merupakan sarana
yang dapat mendorong terbentuknya norma-norma hukum dalam hubungan
internasional dan sarana untuk tercapainya tujuan PBB.

Dari ketentuan ini masyarakat internasional mengakui bahwa perjanjian
antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional
merupakan fenomena yang penting dalam kehidupan masyarakat internasion

Konsiderans keenam sama dengan konsiderans keenam tahun 1969.

Konsiderans ketujuh

Bearing in mind the provisions of the Vienna Convention
Treaties of 1969.

Ketentuan ini menunjukkan bagaimana eratnya h gan antdra konvensi
1986 dan konvensi 1969.

Konsiderans kedelapan:

Recognizing the relationship between the law setween States and

international organizations or betwe
Ketentuan ini mengakui begitu & &

1969 dan konvensi tahun 1986. E

ernational organizations.

e of treaties between States and international
etween international organization as a useful means of

ong nations, whatever their constitutional and social systems.

i menunjukkan bahwa perjanjian internasional antar negara
internasional antara negara dan organisasi internasional atau
anisasi internasional sebagai sarana untuk mengembangkan hubungan
integpasional dan menjamin keadaan-keadaan untuk kerja sama di antara

ngsa-bangsa di dunia tanpa memperhatikan sistem konstitusinya dan sistem
osialnya.

Konsiderans kesepuluh:
Having in mind the specific features of treaties to which international orga-
nizations are parties as subjects of international law distinct from States.
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Ketentuan ini menunjukkan, bahwa masyarakat internasional menyadari
perjanjian internasional di mana organisasi internasional sebagai pihaknya
adalah berbeda dengan perjanjian internasional di mana negara sebagai
pihaknya. Konsiderans kesepuluh ini erat hubungannya dengan konsiderans
kesebelas.

Konsiderans kesebelas:

Noting that international organizations possess the capacity to conclude treatie
which is necessary for the exercise of their functions and the fulfillment
purposes.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa organisasi internasionaljane
kemampuan untuk membuat perjanjian internasional. Perjaftjian m
penting untuk dilaksanakan, pelaksanaan perjanjian yang%angatpenting®tintuk

dapat melaksanakan fungsi, dan untuk mencapai tujuan organisasi.

Konsiderans kedua belas:

Recognizing that the practice of intern
treaties with States or between thems

izations in concluding
accordance with their
constituent instrumens.

Ketentuan ini mengingatkan, b@hwa o
perjanjian internasional harus berpédoman pada anggaran dasarnya.

Konsiderans ketiga belas:

in the present Convention should be interpreted
ween an international organization and its
gulated by the rules of the organization.

oleh peraturan-peraturan hukum dari organisasi yang ber-
sa eraturan hukum dari organisasi internasional itu, selain Anggaran
ar pendirian organisasi, juga dapat berkembang peraturan-peraturan sesuai

engan kebutuhan organisasi internasional itu sendiri.

Konsiderans keempat belas sama dengan konsiderans keempat konvensi
Wina tahun 1969.

Konsiderans kelima belas sama dengan konsiderans ke-8 konvensi Wina
tahun 1969.
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Pada dasarnya kedua konvensi tersebut mengatur proses pembuatan per-
janjian internasional; pengakhiran perjanjian internasional; penghormatan,
pelaksanaan, dan penafsiran perjanjian; perubahan perjanjian bila diperlukan;
perjanjian internasional yang memberi hak kepada pihak ketiga; penundaan
perjanjian; pelaksanaan perjanjian yang keabsahannya dipersoalkan; kewajiban
penyimpanan pada Sekretaris Jenderal PBB dan penempatannya pada UNTS
(United Nations Treaties Series); dan lain-lain.

C. KODIFIKASI DAN PERKEMBANGAN PROGRESIE (PRO
GRESSIVE DEVELOPMENT) HUKUM INT

Dalam konsiderans konvensi Wina tahun 1969 maupunonve in@tahun
1986, telah disebutkan pentingnya kodifikasi dan embanganiprogresif
perjanjian internasional.

Timbul pertanyaan apakah perbedaan antar
progresif perjanjian internasional? Untuk

perkembangan
marilah kita lihat
ion of International Law

hukum internasional adalah draf konvensi untuk suatu subjek yang
ngaturannya dalam hukum internasional belum ada atau sehubungan dengan
rma-norma hukum internasional yang belum banyak dikembangkan dalam
praktik negara.

1 L.M. Sinclair, The Vienna Convention on The Law of Treaties, Manchester University Press,
USA Oceana Publications Inc., 1973, him. 12.
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Sedangkan yang dimaksudkan dengan “kodifikasi” adalah perumusan dan
sistematisasi dari peraturan-peraturan internasional tentang suatu bidang yang
telah banyak dipraktikkan negara-negara, atau merupakan suatu preseden atau
suatu doktrin.

Pembedaan dua konsep tersebut dalam praktik ternyata tidak mudah.
Pengalaman ILC sendiri untuk mengadakan perbedaan yang tegas antara per.
kembangan progresif hukum internasional dan kodifikasi pun tidak mudah)
bahkan untuk hal-hal tertentu pembedaan itu tidak mungkin diadaka

semula ILC telah menjumpai kesukaran dalam membuat perbe
tegas antara kodifikasi dan perkembangan progresif hukum date
Sebagai contoh ketentuan yang merupakan perkembanganprogregif h
internasional, misalnya diterimanya dalam konvensi tentaftg reservas

sistem Amerika (lihat Pasal 20 ayat (1) konvensi Wina tahu ).

?\
X
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Rab
2

LATAR BELAKANG

Ql‘v

Pada konferensi itu dibahas tentang tiga bid um infernasional, yaitu:
1. tentang kewarganegaraan;
2. tentang perairan teritorial;
3. tentang tanggung jawab negara.

Dengan dibubarkan LBB d

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),

studies and make recommendations for
oting international co-operation in the political field
piagressive development of international law and its

the purpose ofufp

and encourd &
an Pasal 13 ayat (1) butir a, Majelis Umum PBB menge-
si; yaitu Resolusi 17 4/11 tentang pembentukan Konvensi Hukum

C-International Law Commission)* yang tugasnya untuk mem-
embangan hukum internasional dan kodifikasinya.

USAHA UNTUK MENGADAKAN KODIFIKASI HUKUM
ERJANJIAN INTERNASIONAL
ebagaimana kita ketahui hubungan antara masyarakat internasional ditandai
adanya saling ketergantungan antara masyarakat internasional, adanya keter-
gantungan antar masyarakat internasional itu mendorong adanya kerja sama dan

2 | Wayan Parthiana, Perjanjian Internasional Bagian I, him. 3-5.
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kerja sama ini dirumuskan dalam Perjanjian Internasional. Makin kompleksnya
hubungan antar masyarakat internasional ini kemudian makin pentingnya peran
Perjanjian Internasional dalam pergaulan masyarakat internasional. Dengan
makin pentingnya peran hukum internasional khususnya Perjanjian Internasional
maka ada usaha untuk mengkodifikasi kaidah-kaidah hukum internasional.
Dalam rangka Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Tahun 1924 telah membentuk Komisi
Ahli (Expert Committee) didasarkan pada Resolusi Majelis LBB tanggal 2

September 1924 dengan tugas pengkodifikasian dan studi yang sistematis t¢htang

perkembangan progresif dari hukum internasional.

LBB tanggal 24 September 1929 mengeluarkan resolusi yan;
diadakan konferensi tentang kodifikasi hukum internasional di
1930. Konferensi ini diselenggarakan tanggal 13 Maret 19
April 1930.

rapporteur khusus. Konvensi ini mengadopsiyg 2akhir tahun 1966. Hal ini
diputuskan dalam Konferensi PBB te Pe
1968 dan 1969. Konvensi ini diputfiskan t

27 Januari 1980.

pjian Internasional di Wina tahun
Mei 1969 dan berlaku tanggal

B. LINGKUP K SI WINA TAHUN 1969
Pasal 1
applies to treaties between States.

s1 111 hanya diterapkan untuk perjanjian internasional

i ditentukan setelah melalui suatu perdebatan yang panjang,
i apakah konvensi tentang perjanjian internasional yang dibuat ini
juga akan mengatur perjanjian internasional yang dibuat oleh subjek hukum
asional lainnya kecuali negara. Misalnya perjanjian internasional antara
negdra dan organisasi internasional atau antara organisasi internasional.
enolakan untuk memperlakukan konvensi ini untuk perjanjian internasional
yang dibuat antara negara dan organisasi internasional atau antara organisasi
internasional disebabkan karena jenis perjanjian demikian mempunyai sifat-

sifat khusus. Walaupun juga disadari bahwa perjanjian yang demikian adalah
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sangat penting. Oleh karenanya, peserta konferensi mengusulkan agar ILC
mengkaji dan mempelajari perjanjian yang dibuat oleh organisasi internasional
dan memasukkan dalam agendanya untuk membuat draf konvensi tentang hal
tersebut.

Konvensi Perjanjian Internasional tahun 1969 tidak mencakup perjanjian

oral (oral agreement). Perjanjian oral jarang dibuat dalam hubungan antar negara

bahkan pada saat sekarang tidak dikenal, tetapi pernah terjadi sengketa an
Denmark dan Finlandia tentang jembatan yang dibangun menyebefangi
Spore Belt (Great Belt) dibuat tahun 1992 hanya dengan percakap
Denmark dan Perdana Menteri Finlandia dan disetujui Denm:
dengan pembayaran dan Perdana Menteri Finlandia memyetujuiy un
membawa sengketanya ke Mahkamah Internasional (IC

Pembatasan lingkup konvensi sebagaimana yang di dalam Pasal 1 ini
harus dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (1a) de a yang dimak-
i. Pasal 1 ini juga

sudkan dengan perjanjian internasional menurut

harus dihubungkan dengan Pasal 3 yang g
tidak termasuk dalam lingkup konven P

janjian internasional yang
pt hanya ingin menegaskan

bahwa ketentuan-ketentuan yan patidalam konvensi hanya berlaku untuk
perjanjian yang dibuat antar negara.

C. PENGERTIAN TEN STILAH-ISTILAH DALAM
TERNASIONAL (TREATY)

asal 2 ayat (1a)

international agreement concluded between States in
overned by international law, whether embodied in a
ment or in two or more related instruments and whatever its
signation.

engertian perjanjian (treaty) dipakai dalam arti umum, meliputi semua
tukfperjanjian internasional tertulis yang dibuat oleh negara. Meskipun
istifah perjanjian dalam hubungannya dengan instrumen formal tunggal,

mun ada pula bentuk lain, seperti exchange of notes yang bukan merupakan
instrumen formal tunggal, juga termasuk perjanjian internasional di mana

hukum perjanjian internasional diterapkan. Termasuk dalam pengertian ini

3 Anthony Aust, Modern Treaty Law and Practice, him. 7.
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juga agreed minute, memorandum of understanding tidak dapat disebut sebagai
instrumen formal, namun diakui sebagai perjanjian internasional. Konvensi
perjanjian internasional ini harus dapat meliputi perjanjian-perjanjian yang
disebutkan tadi.

Dipilihnya istilah treaty dalam konvensi tentang perjanjian internasional
ini karena ada beberapa alasan.

Alasan pertama: istilah treaty telah umum diterima.

Alasan kedua: perbedaan antara perjanjian formal dan perjanjian sedéthana

daan antara bentuk-bentuk perjanjian ini hanya terletak
tersebut. Perbedaan antara perjanjian formal dan
pada metode pembuatan (conclusion) dan berlakun ry‘#ito force) suatu

perjanjian internasional.

Alasan ketiga: dalam perjanjian beberapa klasifikasi
declaration, charter, covenant,

morandum of understanding,

perjanjian: misalnya treaty, conventi
part, act, statute, agreement, exc
agreed minute, dan lain-lain. Me

transaksi-transaksi tertentu dipakai
ataannya tidak ada sistem tertentu untuk meng-

Alasan k : istilah treaty telah dipakai juga dalam statuta Mahkamah
Internasional

2) statuta IC] menentukan negara peserta statuta dapat
i memaksa Mahkamah Internasional (a) penafsiran per-

ayat (1) statuta IC] mahkamah dalam mengambil keputusan harus

bewakukan konvensi-konvensi internasional baik yang bersifat umum,

maupun yang bersifat khusus dengan menunjuk ketentuan-ketentuan yang jelas
ui oleh negara-negara yang sedang berselisih.

Artinya ketentuan ini menentukan bahwa Mahkamah Internasional dalam
mengambil keputusan harus memperhatikan perjanjian-perjanjian internasional
dalam arti umum bukan hanya konvensi saja.
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Dalam konvensi tahun 1969 yang dimaksud dengan treaty hanyalah
perjanjian yang dibuat antar negara. Perkataan “diatur dalam hukum inter-
nasional” (governed by international law) ini dimaksudkan untuk membeda-
kan dengan perjanjian internasional yang diatur oleh hukum nasional. Ada
kemungkinan pihak yang membuat perjanjian internasional setuju bahwa
perjanjian yang dibuat tunduk pada hukum nasional hanya salah satu pihak. Pada
mulanya dalam perumusan ini ada yang mengusulkan untuk menamba
kalimat intention to create obligations under international law.*

Perkataan in written form dimaksudkan untuk menegaskan bahwa
internasional dibuat dalam bentuk tertulis. Timbul pertanyaa
tidak berlaku untuk perjanjian internasional yang tidak tegtul:
berpendapat bahwa perumusan itu tidak berarti meficlak bah ekuatan
hukum dari perjanjian lisan, namun perkataan treaty d vensi tahun 1969
ini adalah perjanjian internasional tertulis.

Perkataan whether embodied in a single i in two or more
suatu instrumen formal tunggal (si
praktik sering perjanjian internasi
formal. Dengan adanya peru
internasional berada dalam li

ance”, ‘approval” and “accession” mean in each case the
d-whereby a State establishes on the international

dkan untuk menekankan bahwa istilah-istilah tersebut

ubungan dengan tindakan internasional sehubungan dengan

t) negara untuk terikat dalam suatu perjanjian internasional

'm internasional. Pencantuman ketentuan ini diperlukan, sehu-

dengan konstitusi dari kebanyakan negara menentukan persyaratan

terténtu menurut hukum nasionalnya. Hal ini sehubungan dengan keikutsertaan
gara dalam suatu perjanjian internasional.

Ratifikasi (ratification) dan pengesahan (approval) ditentukan oleh hukum
nasional suatu negara, alat perlengkapan mana dari negara itu mempunyai

4 United Nations Conference on the Law of Treaties, Official Records, Document of the
Conference, New York, 1971, him. 9.
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hak untuk melakukan ratifikasi atau pengesahan suatu perjanjian interna-
sional. Persyaratan yang ditentukan dalam hukum nasional itu harus dipenuhi
dulu sebelum suatu negara ingin mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian
internasional. Dalam hukum internasional menetapkan bahwa kehendak
negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional itu adalah dengan
penukaran dokumen ratifikasi atau mendepositkan pada suatu lembaga terten

atau pemberitahuan (notification). Cara tersebut merupakan cara yang dianu
dalam hukum internasional untuk menyatakan suatu negara menjadi fpihak
dalam perjanjian internasional.

Pasal 2 ayat (1¢)

“Full powers” means a document emanating from the co
a State designating a person or persons to represent th negotiating,
adopting or authenticating the text of a treaty, for expre. the consent of
the State to be bound by a treaty, or for accom her act with

respect to a treaty.

Kuasa penuh (full power) diperluka gan perbuatan suatu
perjanjian/conclusion of treaties (Pasal 6, -Ada kemungkinan juga
dalam hubungan dengan tindaka@tun enti menjadi pihak dari suatu

perjanjian internasional (Pasal 5@ ayat (
Pasal2 a d)

“Reservation” mea nilateral statement, however phrased or named,

ighing, ratifying, accepting, approving, or acceding
to a treaty, whereby“ipurports to exclude or to modify the legal effect of certain
1 their application to that State.

rlukan sehubungan dengan kenyataan bahwa negara-negara

pada saat m gani, ratifikasi, ikut serta (acceding), menerima (accepting),
en ving) suatu perjanjian internasional tidak jarang membuat
d entang suatu ketentuan atau penafsiran suatu ketentuan dalam

perja internasional. Deklarasi itu dimaksudkan untuk menunjukkan posisi
ertehtu dari suatu negara yang bersangkutan terhadap ketentuan-ketentuan dalam
jian internasional.

Pasal 2 ayat (1e)

“Negotiating State” means a State which took part in the drawing up and
adoption of the text of the treaty.
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Pasal 2 ayat (1f)

“Contracting State” means a State which has consented to be bound by the
treaty whether or not the treaty has entered into force.

Pasal 2 ayat (1g)

“Party” means a State which has consented to be bound by the treaty and for
which the treaty is in force.

Negara perunding (negotiating State) harus dibedakan dengan neg

terikat pada perjanjian, apakah perjanjian itu sudah b
Negara pihak adalah suatu negara yang tela at
perjanjian yang telah berlaku.

“Third State” means a State not a
Negara pihak ketiga dipakai
pihak suatu perjanjian inter
Bab III Seksi 4 (Treaties and

Meskipun ko
dan tidak atur'perjanjian internasional yang dibuat oleh organisasi

anya untuk perjanjian internasional antar negara

internasion:

da kemungkinan perjanjian internasional yang dibuat
empunyai dampak terhadap peraturan-peraturan organisasi

Pasal 2 ayat (2)

provision of paragraph 1 regarding the use of terms in the present
onvention are without prejudice to the use of those terms or to the meanings
which may be given to them in the internal law of any State.

Ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 2 ayat (2) ini dimaksudkan untuk
menjaga posisi negara dalam kaitannya dengan hukum nasional dan kebiasaan
internasional, dan lebih khusus dalam kaitannya dengan ratifikasi suatu perjanjian
internasional.
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Pasal 3

International agreements not within the scope of the present Convention. The

fact that the present Convention does not apply to international agreements

conluded between State and other subjects of international law or between

such other subjects of international law, or to international agreements not

in written form, shall not affect:

(a) the legal force of such agreements;

(b) the application to them of any of the rules set forth in the
Convention to which they would be subject under internati
independently of the Convention;

(c) the application of the Convention to the relations offStates n
themselves under international agreements to whiich otier subjects of
international law are also parties.

Ketentuan dalam Pasal 3 ini menegaskan apa
Pasal 1, bahwa adanya konvensi ini tidak akan clge kekuatan hukum
perjanjian antara negara dan subjek huk
hukum internasional lain atau untuk pe i yanggidak tertulis.

tidak mempengaruhi penerapan
konvensi tahun 1969 terhadap p ng dibuat antar negara di mana

dalam perjanjian tersebutjuga men

Pasal 4

he application of any rules set forth in the present
which treaties would be subject under international law

etentuan ini menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi
tidak berlaku surut (non retroactivity).

Konvensi ini hanya diterapkan pada perjanjian antar negara yang dibuat setelah
konvensi tahun 1969, mempunyai kekuatan mengikat/berlaku menurut Pasal 84.
Ketentuan itu menyebutkan bahwa konvensi berlaku setelah 30 hari setelah 35
dokumen ratifikasi dideposit, persyaratan ini dipenuhi tanggal 27 Januari 1980.
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Pasal 5

Treaties constituting international organizations and treaties adopted
within an international organization
The present Convention applies to any treaty which is the constituent
instrument of an international organization and to any treaty adopted within
an international organization without prejudioe to any relevant rules

organization.

Ketentuan ini menegaskan bahwa konvensi tahun 1969 berlaku
janjian internasional yang menjadi anggaran dasar suatu perjanjia
dan suatu perjanjian yang ditentukan dalam rangka organisasi i

Perjanjian bilateral adalah perjanjia
dan perjanjian multilateral terdiri

LDAN HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL

konsiderans ketujuh Konvensi Wina tahun 1969 menunjukkan bahwa
mtkebiasaan internasional akan tetap berlaku. Bila ketentuan ini kita
bungkan dengan Pasal 38 ayat (1b) Statuta Mahkamah Internasional di mana
tentukan: internasional custom, as evidence of a general practice accepted as
law (kebiasaan-kebiasaan internasional sebagai terbukti telah merupakan praktik-
praktik umum yang diterima sebagai hukum). Dari perumusan tersebut harus
dibedakan antara praktik-praktik umum atau disebut dengan kebiasaan (usage)
dan hukum kebiasaan internasional (custom).
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Menurut Brownlie:® a usage is general practice which does not reflect a
legal obligation. Jadi kebiasaan internasional adalah praktik-praktik umum
yang dipraktikkan dalam hubungan internasional tetapi tidak merefleksikan
kewajiban hukum. Sebagai contoh misalkan penerimaan tamu negara yang
disambut dengan dentuman meriam, ini merupakan kebiasaan internasional
dan tamu negara pada suatu negara tidak dapat menuntut harus disambut

dengan dentuman meriam.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja® kebiasaan umum menjadi hitkum
kebiasaan. Unsur pertama: perlu adanya suatu kebiasaan, yaitu guatd|pola
induk yang berlangsung lama yang merupakan serangkaian tinda

serupa mengenai hal dan keadaan yang serupa. Serangkai

berkaitan dengan hubungan internasional. Bila unsur-
maka dapat dikatakan bahwa telah ada kebiasaan {
umum. Unsur kedua: adalah unsur psikologis men

harus memenuhi dua unsur, yai
objektif adalah adanya suatu pr

inio juris is sometimes interpreted to mean that

iinng is already law before it can become law.

belum jadi m. Jadi yang penting adalah adanya keyakinan bahwa
a bahwa kebiasaan itu telah menjadi hukum kebiasaan.

nan bahwa beberapa negara telah mengklaim bahwa suatu
elah merupakan hukum dan negara lain tidak menyetujui klaim

tetapi semua negara boleh melihat kenyataan bahwa telah ada permulaan
a peraturan yang akan berlaku.

5 lan Brownlie, Principle of Public International Law, Oxford, Claredon Press, 1973, him. 5.

6 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional, Bandung,
Alumni, him. 144.

7 Akehurst's, Modern Introduction to International Law, London, New York, Routledge, Seventh
Revised Edition, him. 39.
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Berapa lama diperlukan suatu kebiasaan menjadi hukum kebiasaan.
Dalam kenyataan tidak ada periode waktu yang diperlukan suatu kebiasaan
internasional menjadi hukum kebiasaan internasional. Lama atau singkat
waktu yang diberlakukan tidak merupakan persyaratan.

Pada umumnya perjanjian multilateral merupakan kodifikasi dari hukum
kebiasaan internasional. Sebagai contoh Konvensi Wina tentang Hubungan
Diplomatik Tahun 1963. Contoh lainnya, yaitu kebiasaan tentang ketent
landas kontinen yang telah dipraktikkan oleh negara-negara yang Kémudi
dikokohkan dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1958. Namun
norma yang diwujudkan dalam suatu perjanjian internasion

ditandatangani pada 10 Desember 198
merupakan kodifikasi dari huku
diadakan dalam rangka Konve

walaupun hasil akhir diputus emungutan suara Konvensi Hukum
ebelum konvensi itu berlaku banyak

konvensi yang diterima sebagai hukum kebiasaan

gkinan juga ketentuan-ketentuan dalam perjanjian

simpulkan kuatnya hubungan antara Hukum Kebiasaan

Internasiomal Perjanjian Internasional.

8 Anthony Aust, op.cit., him. 10.
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Rab
3

PEMBUATAN DAN BERLAKUNYA
SUATU PERJAN]JIAN INTERNASIONA
(CONCLUSION AND ENTRY IN
FORCE OF TREATY) \

Bab 3 ini terbagi dalam tiga seksi (section) berikut.

Seksi 1: pembuatan perjanjian internasional (Pa asal 18).

ita ketahui bahwa tahap-tahap yang dilalui untuk pembuatan

erjanjiartinternasional adalah:
ndingan (negotiation),
- Jpenandatanganan (signature), dan
bila diperlukan ada tahap ratifikasi.
Tahap perundingan biasanya didahului oleh pendekatan-pendekatan oleh
pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian internasional, pendekatan-
pendekatan ini dalam bahasa diplomatik disebut dengan lobbying. Lobbying
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dapat dilakukan secara formal maupun secara non formal. Bila dalam lobbying
telah ada titik terang tentang kesepakatan tentang suatu masalah, maka akan
diadakan perundingan secara resmi. Perundingan resmi ini akan dilakukan oleh
orang-orang yang resmi mewakili negaranya untuk mengadakan perundingan,
menerima kesepakatan yang telah dirumuskan, dan mengesahkannya.

Konvensi tahun 1969 ini menentukan tentang siapa yang berhak untuk
mewakili negaranya. Hal ini ditentukan dalam Pasal 7.

Pasal 7

Full powers

(1) Apersonis considered as representing a State for the
or authenticating the text of a treaty or for the p
consent of the State to be bound by a treaty if

(a) he produces appropriate full powers; or

(b) it appears from the practice of the
circumstance that the intenti
representing the state for

powers.

consider that person as
nd to dispence with full

(2) In virtue of their func out having to produce full powers
the following are con resenting their State:

(a) Heads of state, vernment and Ministers for Foreign

resentatives accredited by State to international conference or to
international organization or one of its organs, for the purpose of
adopting the text of a treaty in that conference, organization or organ.

Keténtuan dalam Pasal 7 ayat (1) jelas menunjukkan bahwa yang berhak di-
rikan kewenangan penuh (full powers) pada seorang yang berhak mewakili
garanya dan merupakan pengamanan dasar sebagai wakil negaranya dalam

melakukan tindakan-tindakan atas nama negaranya untuk berunding, menerima,
dan mengesahkan suatu perjanjian. Pada saat permulaan perkembangannya, maka
permintaan adanya full powers ini selalu diminta dalam mewakili negaranya,
persyaratan ini masih tetap diperlukan dalam pembuatan perjanjian formal. Dalam
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perkembangan modern banyak perjanjian yang dibuat kurang formal atau lebih
sederhana maka full powers ini tidak diperlukan lagi.

Pada era komunikasi belum canggih, saat itu full powers mempunyai arti
yang penting. Pada zaman dulu, raja-raja dalam mengirim utusannya untuk
berunding selalu melengkapi utusannya dengan full powers, karena wakil-wakil
yang dikirim kesulitan mengadakan komunikasi dengan rajanya. Pada saa
teknologi komunikasi telah canggih seperti saat ini maka utusan-utusan negar.
dengan mudah mengadakan konsultasi dengan negaranya. Utusan negafa bila
hendak mengadakan hubungan dengan pemerintahnya dapat melalui telépon,

telex, email, dan cara-cara canggih lainnya. Setiap saat utus
dapat dengan mudah mengadakan hubungan dengan pemerinta

enunjukkan

surat kuasanya bila hal tersebut telah menjadi pra gara-negara yang
berunding.

Pada saat ini masalah full powers inggapytidak terlalu penting,
disebabkan hal-hal berikut.’

1. Berakhirnya monarchi absoligte (p abad ke-18), di mana ada
kecenderungan mengadakam kontrol diplomatik terhadap politik luar
negeri. Perkembangan ini ter lah revolusi Amerika dan revolusi

yang dib
ran Komunikasi yang mempergunakan sarana elektronik, di
emonitor apakah delegasinya telah melaksanakan tugasnya

a tendensi bahwa negara mengadakan perjanjian dengan cara yang

=

na, misalkan tukar-menukar suatu dokumen (exchange of note).
erjanjian semacam ini tidak diperlukan full powers.

uatu anggota delegasi suatu negara bila akan mengikuti Sidang Umum
BB, menurut Pasal 27 Rules of Procedure of the General Assembly dilengkapi
dengan credential atau surat kepercayaan, dan surat kepercayaan ini diserahkan

9 Sinclair, ibid., him. 28.
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kepada Sekjen PBB sebelum sidang umum dimulai. Tidak diperlukan full powers
untuk mengikuti sidang Majelis Umum PBB dapat dimengerti karena resolusi
Majelis Umum PBB tidak memerlukan tanda tangan negara anggotanya.'

Indonesia dalam praktiknya memisahkan full powers dan credential, untuk
menghadiri konferensi internasional delegasi RI dilengkapi dengan credential.
Credential dikeluarkan untuk delegasi yang akan menghadiri konferensi dan
bukan untuk menandatangani suatu perjanjian. Sedangkan full powers dikel
kan untuk memberi wewenang menandatangani perjanjian internasi

credential maupun full powers dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri (
7 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang tentang Perjanjian Int
24 Tahun 2000).

Pemisahan antara full powers dan credential ini

o

sarkan pada praktik,
bahwa kesepakatan yang dituangkan dalam per]an)l ternasional perlu
dipelajari dulu oleh instansi-instansi terkait, s ditandatangani.
Oleh karena itu, full powers perlu dikeluarka n negara dalam
perundingan tersebut berhak meneri
perjanjian atau mengikatkan diri d
memerlukan surat kuasa (Pasal 7 ndang-Undang Nomor 24 Tahun

ial) untuk merundingkan dan/

enteri Luar Negeri adalah sebagai orang istimewa yang mewa-
anya dalam hubungan luar negeri. Kedudukan Menteri Luar Negeri
bagai pejabat yang dapat mengikatkan negaranya diakui oleh Mahkamah
ternasional Permanen dalam status Greenland Timur sehubungan dengan
HLEN Declaration."

10 BPHN, Naskah Akademi Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembuatan dan Ratifikasi
Perjanjian Internasional, Tahun 1979—1980, him. 35.

11 Legal Status of Eastern Greenland PCIJ (1933), Series A/B Nomor 53, him. 71.
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Kelompok kedua adalah kepala perwakilan yang mewakili negaranya,
sebagai pejabat yang berhak mewakili negaranya dalam hubungan untuk
membuat perjanjian internasional antara negara yang diwakili dengan negara
di mana ia ditempatkan. Bila ini dihubungkan dengan Konvensi Diplomatik
(Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961, Pasal 3 ayat (1c))
fungsi dari seorang diplomat di antaranya mengadakan perundingan denga
negara tuan rumah. Kewenangan diplomat dalam menjalankan fungsinya
dibatasi dalam hal-hal yang ditetapkan dalam hukum internasional.

Kelompok ketiga adalah perwakilan negara yang diakredit
organisasi internasional atau perlengkapannya, fungsinya di a

maksud menerima suatu teks perjanjian yang diadakan olelfforga
nasional tersebut.

Pasal 8

Subsequent conformation of an act performed ization
An act relating to the conclusion of ¢ med by a person who
cannot be considered under article 7 ' represent a State for

ernasional yang dibuat oleh
orang yang disebutkan dalam
punyai kekuatan hukum, kecuali

tahap perundingan biasanya telah ada draf yang diajukan untuk
Dalam pembicaraan tadi timbullah usul-usul, amandemen, dan
aamhandemen. Jika ada kesepakatan maka disusunlah draf perjanjian oleh
panitia perumus, tahap ini diikuti dengan tahap penerimaan naskah. Dalam
rjanjian bilateral, penerimaan naskah secara bulat oleh para pihak akan
mudah dicapai. Demikian pula pada perjanjian multilateral yang pihaknya
tidak terlalu banyak (terbatas), tidak sulit untuk mengambil keputusan
dengan secara bulat. Namun dalam perjanjian internasional di mana pihaknya
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mencapai jumlah yang besar, pengambilan keputusan dengan suara bulat akan
sukar dicapai. Dalam praktik, para peserta konferensi menentukan sendiri cara
pemungutan suara untuk penerimaan naskah.'

Penerimaan naskah harus dibedakan dengan pengesahan teks (authenti-
fication of the text). Bila draf telah diterima oleh para peserta, maka dilanjutkan
dengan pengesahan. Dalam perjanjian multilateral, pengesahan ini didahului
dengan penerimaan teks (adoption of the text). Tahap selanjutnya wakil-
pihak yang ikut berunding akan membubuhkan paraf atau tanda tanga

Naskah tersebut merupakan naskah resmi dan tidak akan diub
dapat pula dilakukan melalui penandatanganan ad referendum
ik
naskah perjanjiannya sendiri maupun terhadap akta dagipkonfepensi yang
dijadikan satu dengan naskah perjanjian tersebut.

memberikan paraf yang dilakukan oleh wakil-wakil nefara,

Mengenai adoption of the text diatur dalam

(1) The adoption of the text of a tre place by the consent of all the
ingup except as provided to paragraph

2

Pasal 10
Authentification of the text

ext treaty is established as authentic and definitive:

procedure as may be provided for in the text or agreed upon by
the States participating in its drawing up; or

failing such procedure, by the signature, signature ad referendum or
initialling by the representatives of those States of the text of the treaty

or of the Final Act of a conference incorporating the text.

12 Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika
Global, Bandung, Alumni, tahun 2000, him. 107.

13 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional, Jakarta, PT Tatanusa, Indonesia,
tahun 2008, him. 53.
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Paraf dan tanda tangan dalam rangka otentifikasi belum mempunyai ikatan
hukum di antara para pihak. Tindakan otentifikasi adalah suatu tindakan formal
oleh para anggota bahwa naskah perjanjian telah diterima oleh para peserta
konferensi dan dengan adanya otentifikasi tersebut naskah perjanjian tidak
dapat diubah lagi.

Dalam praktik kadang-kadang diterima bahwa tahap penerimaan tek
dan otentifikasi teks dijadikan satu. Penggabungan kedua tindakan itu untu
efisiensi. Dalam hal wakil-wakil negara yang menghadiri konferensi juga diberi
wewenang untuk menandatangani perjanjian tersebut, maka ketiga
penerimaan naskah, otentifikasi, dan penandatanganan dapat dij

2. Persetujuan Negara untuk Mengikatkan DitifpadayPerjanjian
Internasional

Jika proses pembuatan perjanjian internasional sa a taraf persetujuan

negara untuk mengikatkan dirinya, maka kita aka api ketentuan
internasional hanya mengatur bagaima
pada perjanjian internasional, sed m nasional mengatur pejabat

be bound by a treaty may be expressed by signature,
onstituting a treaty, ratification, acceptance, approval

ara pertama adalah penandatanganan. Suatu perjanjian yang biasanya
ergolong perjanjian eksekutif (executive agreements), maka perjanjian ini
dapat berlaku setelah penandatanganan. Bila suatu perjanjian dapat berlaku
setelah penandatanganan maka kesepakatan tersebut dapat dicantumkan pada
perjanjian tersebut.
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Pasal 12 mengatur suatu perjanjian yang berlaku setelah penandatanganan.
Pasal 12

Consent to be bound by a treaty expressed by signature
(1) The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by the signature
of its representative when:
(a) the treaty provides that signature shall have that effect;
(b) it is otherwise established that the negotiating States were ag
that signature should have that effect; or
(c) the intention of the State to give that effect to the signat
powers of its representative or was expressed durin n
(2) For the purpose of paragraph:
(a) the initialling of a text constitutes a signdture offthe treaty when it
is established that the negotiating States so agteed;

(b) the signature ad referendum of presentative, if
confirmed by his State constitute nattire of the treaty.

Jadi menurut Pasal 12 ayat (1), pe : t pada suatu perjanjian

(a) perjanjian itu sendiri me aliwa penandatanganan mempunyai
dampak untuk berlakun njian internasional;

(b) bila negara-negara yang i ng terbukti menyetujui hal tersebut;

(c) maksud dari a-negara yang ikut berunding melalui wakil-wakil

an wewenang untuk mengikatkan negaranya dengan
yatakan dengan tegas pada saat berunding.

Pasal 12 ayat (2) menyebutkan:

egdara yang berunding menginginkan demikian;
nandatanganan secara ad referendum oleh wakil suatu negara yang
nding dapat diberikan, asal penandatanganan tersebut dikonfirmasikan
mudian oleh negara yang bersangkutan.
Dalam hal penandatanganan secara ad referendum itu maka berlakunya
perjanjian dapat sah saat perjanjian itu ditandatangani atau pada tanggal ditentukan
dalam perjanjian.'*

14  Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan tentang Pembuatan dan Ratifikasi Per-
Janjian Internasional, BPHN dan Departemen Luar Negeri 1979-1980, him. 52.
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Pernyataan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian biasa dinyatakan
dengan pertukaran instrumen yang membuat suatu perjanjian. Pertukaran
instrumen ini menyebabkan perjanjian itu berlaku bila:

(a) instrumen itu sendiri menetapkan bahwa pertukarannya mempunyai efek
untuk berlakunya suatu perjanjian;

(b) maksud itu disetujui oleh negara-negara yang berunding bahwa pert
karan instrumen mempunyai efek untuk berlakunya suatu perjanjiap.
Hal itu dinyatakan dalam Pasal 13. ;
Pasal 13

Consent to be bound by a treaty expressed by an exchange gfins e
constituting a treaty

The consent of States to be bound by a treaty constit y instruments

exchanged between them is expressed by that e
(a) the instruments provide that their exchange

(b) itis otherwise established that tho
of instruments should have that ¢

at effect; or
reed that the exchange

Pada perjanjian tertentu makdun unya perjanjian tidak cukup
dengan penandatanganan, tetapi dip tindakan lain, yaitu ratifikasi,

penerimaan, atau persetujuan. Hallini ditestukan dalam Pasal 14.

Pasal 14

eaty expressed by ratification, acceptance,

it is otherwise established that negotiating States were agreed that
ratification should be required;

(c) the representative of the State has signed the treaty subject to
ratification; or

(d) the intention of the State to sign the treaty subject to ratification
appears from the full powers of its representative or was expressed
during the negotiation.
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(2) The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by acceptance
or approval under conditions similar to those which apply to ratification.

Menurut Pasal 14 maka pernyataan terikat suatu negara pada suatu
perjanjian internasional dengan ratifikasi, bila:

(a) perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa negara peserta perjanjian akan
terikat pada perjanjian internasional dengan ratifikasi,

(b) apabila negara-negara yang berunding menyetujui perlunya rati

(c) utusan-utusan negara yang telah menandatangani perjanjia
mengisyaratkan perlunya ratifikasi,

(d) maksud dari negara untuk menandatangani perjanjia

tersebut bahwa ratifikasi diperlukan.

Jadi suatu perjanjian internasional yang

penerimaan (acceptance) atau persetuj al) adalah sama dengan

ketentuan-ketentuan pernyataan teri kasi. Pernyataan terikat

dengan aksesi (accession).

Pa
Consent to be boutad by a tre@ty expressed by accession
The consent of a State to be b a treaty is expressed by accession when:
(a) ps that such consent may be expressed by that State by

parties have subsequently agreed that such consent may be
ed by that State by means of accession.

) Perjanjian itu sendiri menyatakan bahwa perjanjian dapat mengikat dengan
aksesi,

(b) bila negara yang berunding menyetujui bahwa penyataan terikat dapat
dilakukan dengan aksesi,

(c) semua pihak menyetujui bahwa pernyataan terikat pada suatu perjanjian
dengan aksesi.
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Aksesi merupakan suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh suatu
negara, bukan peserta asli, suatu perjanjian multilateral untuk terikat pada
perjanjian internasional yang telah berlaku (entry into force).

Berbicara mengenai aksesi ini maka aksesi hanya mungkin untuk perjanjian
yang sifatnya terbuka. Kita membedakan antara perjanjian yang terbuka dan
tertutup. Perjanjian internasional yang tertutup adalah perjanjian yang hany:
terbatas untuk negara yang ikut dalam perundingan dalam proses pembuata

menjadi peserta perjanjian.

Biasanya dalam klausul-klausul penutup suatu perjanjian agultila
butkan negara-negara mana yang kemudian dapat ikut €erta. Sébagai“@entoh
ketentuan dalam Konvensi Ruang Angkasa tahun 1967, Pasall14 menentukan
bahwa negara bukan pembuat konvensi dapat ikut m: i

ihak'dalam konvensi
dengan aksesi. Pasal 4 ayat (1) Piagam PBB yang me negara dapat

menjadi anggota PBB dengan aksesi.

Aksesi harus dibedakan dengan a . Admisi adalah per-

sional. Bila aksesi suatu negara
telah mendepositkan dokumen
dalam perjanjian), maka menurut

gara depositan (yang dinyatakan
lam perjanjian tersebut (mungkin

ditetapkan setelah jeda wa egara tersebut telah dapat diterima

tersebut. Sedangkan admisi dalam suatu organisasi

tau deposit instrumen ratifikasi, penerimaan (acceptance),
(approval) atau aksesi diatur dalam Pasal 16.

Pasal 16

xchange or deposit of instruments of ratification, acceptance, approval,
or accession

Unless the treaty otherwise provides, instruments of ratification, acceptance,
approval or accession establish the consent of a State to be bound by a treaty
upon:
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(a) their exchange between the contracting States;

(b) their deposit with their depositary; or

(c) their notification to the contracting States or to the depositary, if so

agreed.

Dokumen ratifikasi, penerimaan, persetujuan, dan aksesi jika tidak diten-
tukan lain dalam perjanjian, maka persetujuan negara untuk terikat d
perjanjian internasional pada saat:

(a) pertukaran antara para pihak dalam perjanjian;
(b) menyimpan pada pihak penyimpan (depositary), bisa ne
nisasi internasional;

(c) pemberitahuan kepada negara-negara peserta atau ptda pi jian.

Pernyataan terikat pada sebagian atau ketentuanKetentfidn terténtu saja.

Dalam praktik pada perjanjian multilateral kem inan bagi negara-

negara peserta perjanjian untuk menentukan bagi safa yang mengikat
i jian yang tidak berlaku.

eral di mana peserta per-

atau menyatakan ada bagian-bagian terte

apal kesepakatan secara bulat,
ertentu yang tidak akan mengubah

Pasal 17

part of a treaty and choice of differing provisions
dice to article 19 to 23, the consent of a State to be bound
of a treaty is effective only if the treaty so permits or the other
ing States so agree.
The consent of a State to be bound by a treaty which permits a choice
between differing provisions is effective only if it is made clear to which
of the provisions the consent relates.
Pernyataan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian namun

anya ketentuan-ketentuan tertentu saja adalah efektif, hanya bila pernyataan
tersebut dibuat secara jelas ketentuan mana yang dimaksudkan, serta bila
pihak peserta lainnya menyetujui pernyataan tersebut atau bila perjanjian me-
mungkinkan untuk itu.
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Ketentuan ini dapat menimbulkan masalah-masalah berikut.

a. Bagaimana bila pernyataan terikat pada ketentuan-ketentuan tertentu itu
ditolak oleh negara peserta lainnya?

b. Bagaimana bila pernyataan terikat pada ketentuan-ketentuan itu hanya
diterima oleh sebagian peserta perjanjian?

c. Bagaimana prosedur penolakan itu disampaikan kepada pihak yang meny:
takan terikat pada bagian-bagian tertentu perjanjian?
Jawaban dari masalah tersebut adalah sebagai berikut.

a. Bila pernyataan tersebut ditolak, maka berarti pernyataan ters
sah.
b. Bila hanya sebagian negara peserta yang menerima a pgsnyataan tadi

hanya mengikat dalam hubungannya dengan pihak y: enyetujui.
c.  Dalam konvensi tidak disebutkan secara tegas imana paosedur peno-
lakan, penolakan tersebut dapat disampaikan o ak‘deposan kepada

negara yang bersangkutan.

Kewajiban bagi negara peserta pe tidak menggagalkan

ebelum perjanjian itu mem-

the treaty or exchanged instrumens constituting the treaty
atification, acceptance or approval, until it shall have made
jon clear not to become a party to the treaty; or

has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the entry
into force of the treaty and provided that such entry into force is not
unduly delayed.

Kewajiban yang tersebut dalam Pasal 18 ini telah timbul sejak saat negara
menandatangani, meratifikasi, menerima, atau menyetujui untuk ikut dalam
suatu perjanjian sampai menunjukkan maksudnya dengan jelas untuk tidak
terikat dalam perjanjian tersebut Pasal 18 (a).
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Dalam Pasal 18 (b) negara menyatakan untuk terikat dalam perjanjian itu
sambil menunggu perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan penun-
daan berlakunya perjanjian tersebut tidak ditunda secara tidak wajar.

B. RESERVASI

1. Pengertian Reservasi

Pengertian reservasi telah dikemukakan berdasarkan Pasal 2 ayat (1d) Konv
tentang perjanjian tahun 1969. Pasal 2 ayat (1d) menentukan, ba

dimaksud dengan reservasi adalah:

“Reservation” means a unilateral statement, however

yaitu sebagai berikut.
a. Reservasi merupakan pernyataa
dan nama dari pernyataan t

pada saat menandatangani, rati-
n masuk sebagai peserta perjanjian

put harus dikemukakan pada saat suatu negara akan
jamjian internasional. Hal ini demi kepastian hukum,

sejarah pada zaman sebelum adanya pendapat Mahkamah Interna-
ional, (Advisory Opinion)" dalam kaitannya dengan Genocide Convention tahun
48. Sebelum masa tersebut maka praktik reservasi didasarkan pada suara bulat,

15 Wewenang Mahkamah Internasional selain memutuskan perkara yang menjadi wewenang
(Pasal 65 Statuta Mahkamah Internasional) Mahkamah berdasarkan Pasal 96 Piagam
PBB dapat memberikan nasihat (legal opinion) yang diminta oleh Majelis Umum PBB,
Sedangkan organ-organ/alat perlengkapan lain dari PBB dan Badan Khusus PBB dapat
meminta pendapat hukum tentang masalah hukum yang dihadapi dalam tugasnya.
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artinya reservasi yang dikemukakan oleh suatu negara harus disetujui secara bulat
oleh peserta lainnya (unanimity principle). Namun dalam pendapat Mahkamah
Internasional berkaitan dengan Konvensi Genocide berpendapat, reservasi pada
perjanjian multilateral tidak perlu harus disetujui oleh semua peserta perjanjian.

Sistem ini disebut sistem “Pan Amerika”. Mochtar Kusumaatmadja menya-
takan'® bahwa perkembangan ini disebabkan oleh dua hal berikut.

Pertama, keinginan untuk menjadikan perjanjian internasional sebagai
hukum yang lebih penting dalam hukum internasional positif dengan pengertian
sebanyak mungkin permasalahan dalam hukum internasional diselesai

perjanjian multilateral.

Kedua, sistem Pan Amerika menekankan pada kedauldfan ne
turut sertanya negara-negara dalam perjanjian. Hal ini‘®en t dukéingan
dari negara-negara yang baru merdeka dan juga negara-ne sosialis.

Keuntungan diterimanya sistem Pan Amerika i at*sukar adanya

kebulatan pendapat antara para pihak. Dalg
@ tingam mana kadang-kadang
pih Uhkannya aturan umum

uk mengatur hubungan antara

multilateral terhimpun berbagai kepentingg

antara masyarakat internasional
i diadakan modifikasi dengan

Majelis Umum P engenal masalah reservasi ini pernah mendiskusikan-
dengan reservasi pada konvensi Genocide tahun 1948
1 atas. Pada tahun 1959 sehubungan dengan reservasi
India sehubungan dengan Konvensi IMCO (International
n Organization).

Majelis Umum dapat meminta pendapat hukum pada Mahkamah
nasional dalam jawabannya Mahkamah Internasional berpendapat
bahWwa reservasi konvensi Genocide tak perlu mendapat persetujuan dari
ua peserta konvensi Genocide. Keputusan ini meninggalkan prinsip yang
telah lama dikenal, yaitu prinsip kebulatan persetujuan dari semua peserta

16 Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Binacipta, Bandung, him. 126.
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perjanjian. Dalam keputusan Mahkamah Internasional itu ada hakim yang
mengemukakan dissenting opinion, pendapat mereka adalah bahwa kebulatan
suara adalah hukum kebiasaan internasional (customary law). Jawaban Mahkamah
Internasional adalah sebagai berikut."”

a. Jika suatu negara membuat reservasi dan reservasi itu dibolehkan oleh satu
atau lebih negara, maka negara yang mengajukan reservasi dapat menj
pihak dalam konvensi, jika reservasi itu sesuai dengan tujuan dan mak
dari konvensi.

b. Jika suatu negara yang mengajukan reservasi ternyata resefigasi ida
sesuai dengan tujuan dan maksud konvensi, maka negata, tersebut tida
dapat diterima sebagai pihak peserta dalam konve

c.  Di pihak lain bila negara menerima reservasi rgéervasi itu sejalan

dengan maksud dan tujuan konvensi maka negarajyang mengajukan

reservasi tersebut diterima sebagai pihak pe i tersebut.

suatu konvensi, sedang-
kan konvensi itu memerlukan ratifik nya konvensi tersebut,

maka reservasi yang dikem

ataan bahwa prinsip yang terdapat dalam konvensi Genocide adalah

enghukuman (condemnation/punishment) dari kejahatan Genocide, ini
merupakan norma/prinsip yang diakui oleh bangsa beradab dan mengikat
negara bahkan tanpa konvensi.

b. Sebagai konsekuensi dari sifat universal konvensi Genocide.

17  United Nations Conference on the Law of Treaties, him. 23.
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c. Masalah itu merupakan masalah humaniter dan tujuan beradab tanpa
memperhitungkan keuntungan atau kerugian bagi negara peserta.

Walaupun ditekankan bahwa pendapat hukum Mahkamah Internasional
itu hanya sehubungan dengan Konvensi Genocide, namun pendapat tersebut
mengemukakan prinsip baru dalam hukum internasional khususnya tentang
reservasi.

Hal-hal penting dalam perkembangan hukum reservasi tersebut adalah
sebagai berikut.
a. Dalam hubungan antara negara dan perjanjian internasional,
tidak akan terikat pada perjanjian internasional itu tanp

bersangkutan tidak mempunyai dampak tanpa persé ntukterikat

pada perjanjian tersebut.

b. Konsep tradisional bahwa tidak ada reservasi
dari semua negara peserta perjanjian

lagi.

Kenyataan menunjukkan ba

hitungkan dalam kemungkinan membuat konvensi, demikian juga
itannya dengan keabsahan reservasi.

e. 4 Prinsip integritas untuk keutuhan suatu konvensi adakalanya dalam
konvensi itu menyimpang dengan memungkinkan pihak pesertanya untuk
mengadakan reservasi. Hal ini dinyatakan secara jelas atau atas persetujuan
diam-diam dari semua peserta dan belum dituangkan dalam ketentuan
hukum.
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Pendapat Mahkamah Internasional tersebut telah menunjukkan adanya
pendekatan yang lebih fleksibel dan praktis. Pendekatan ini telah diterima oleh
masyarakat internasional.

Permasalahan reservasi ini di Majelis Umum muncul kembali tahun 1959
dalam kaitannya dengan reservasi yang dikemukakan oleh India sehubungan
dengan konvensi IMCO (yang telah dikemukakan sebelumnya).

Dalam menghadapi masalah ini maka ILC berpendapat: bila dalam per
jian internasional telah diatur tentang reservasi, maka masalah itu te

dalam perjanjian itu sendiri dan reservasi dalam perjanjian ters,
untuk mengadakan reservasi. Namun bila dalam perjanjian ter:

dalam perjanjian multilateral/konvensi tergantung pad
ditentukan oleh negara peserta.

1969, yaitu Pasal 19-Pasal 23.

2. Perumusan Reservasi

19

ormulation of reservations
A State may, ratifying, accepting, approving or acceding to a

eservation unless:

rvation in question, may be made; or
) in cases not falling under sub-paragraphs (a) and (b) the reservation is
incompatible with the object and purpose of the treaty.
eservasi boleh diajukan oleh suatu negara ketika menandatangani,

eratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengakses suatu perjanjian kecuali
Jika:
(a) reservasiitu dilarang oleh perjanjian internasional;
(b) perjanjian itu sendiri menentukan bahwa hanya reservasi khusus yang

tidak termasuk reservasi yang dipertanyakan, boleh diajukan; atau
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(c) dalam hal tidak termasuk dalam kategori (a) dan (b) reservasi itu ber-
tentangan dengan tujuan dan maksud dari perjanjian.

Jadi suatu negara yang akan mengajukan suatu reservasi harus memper-
hatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 ini.

3. Penerimaan dan Penolakan Reservasi
Penerimaan dan penolakan reservasi diatur dalam Pasal 20.
Pasal 20

Acceptance of and objection to reservations

(1) A reservation expressly authorized by a treaty does

to provides.
(2) When it appears from the limited number Q
the object and purpose of a treaty that the ap
entirety between all the parties is a e

by all the parties.
(3) When a treaty is constitue, of an international organization

(4) In cases not falli der the preceding paragraphs and unless the treaty

her contracting State of a reservation constitutes
tate a party to the treaty in relation to that other

tidde the entry into force of the treaty as between the objecting and
reserving States unless a contrary intention is definitely expressed by
the objecting State;

c) an act expressing a States consent to be bound by the treaty and
containing a reservation is effective as soon as at least one other
contracting State has accepted the reservation.

(5) For the purposes of paragraph 2 and 4 and unless the treaty otherwise
provides, a reservation is considered to have been accepted by a State if
it shall have raised no objection to the reservation by the end of a period
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of twelve months after it was notified of the reservation or by the date
on which it expressed its consent to be bound by the treaty, whichever is
later.

Pasal 19 harus dibaca bersama-sama dengan Pasal 20 karena ketika mem-
formulasikan reservasi itu tergantung pada penerimaan atau penolakan reservasi
oleh negara-negara peserta perjanjian. Masalah reservasi tidak terdapat pad
perjanjian bilateral. Dalam perjanjian bilateral bila ada suatu perumusan »
tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka hal tersebut akan diperundingkan lag
antara para pihak sehingga para pihak mencapai kesepakatan. S

perjanjian multilateral maka untuk mencapai kesepakatan bula
sukar diperoleh. Untuk mencapai tujuan agar perjanjian ateralgyan:
hubungan antara masyarakat internasional terwujud, maka adagdkelonggaran yang
dimungkinkan dengan mengadakan reservasi.

b. perjanjian menentukan
reservasi yang merupakal

egara peserta perjanjian harus tunduk dan tidak dapat mengajukan
asi. Bila calon negara peserta keberatan atas pasal-pasal tertentu dalam

erjanjian tersebut karena bertentangan dengan kepentingan negaranya,
negara tersebut hanya ada dua pilihan, yaitu ikut sebagai peserta perjanjian
dengan tunduk pada seluruh ketentuan dalam perjanjian atau tidak ikut sama
sekali.

Sebagai contoh dalam Konvensi Hukum Laut tahun 1982. Pada Pasal 309
Konvensi Hukum Laut 1982 menentukan:
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No reservation or exception may be made to this convention unless expressly
permitted by other articles of this convention.

Konvensi Hukum Laut tahun 1982 mulai berlaku pada tanggal 14 November
1994.

b. Ada kemungkinan bahwa perjanjian itu hanya membatasi bahwa pada
ketentuan-ketentuan tertentu dalam perjanjian itu boleh diadakan rese
vasi.

Sebagai contoh Convention on Fishing and Conservation of the Living
Resources of the High Seas, 29 April 1958 dan mulai berlaku pada
Maret 1966. Konvensi tersebut pada Pasal 19 ayat (1) dan2 n

At the terms of signature, ratification, or accession State
reservations to articles of the Convention other than arti 6,7,9,10, 11
and 12."

c. Pembatasan lain bila reservasi yang diajukan n (a) dan (b)
adalah reservasi yang ternyata bertentdfigag)dengan maksud dan tujuan
perjanjian. é

Sebagai contoh konvensi tent an segala bentuk diskriminasi

terhadap wanita (Convention on ion of All from of Discrimination
Against Woman) mulai berlaku eptember 1981 Pasal 28 ayat 2

menentukan:

A reservation j ible with the object and purpose of the present
convention shall noi

Jadi jelasl
tidak b
bertentang; maksud dan tujuan perjanjian.

di a suatu perjanjian internasional bila reservasi itu

(1) Konvensi tahun 1969 dengan tegas mengizinkan bahwa
idak memerlukan penerimaan oleh peserta perjanjian, kecuali bila
al it@dipersyaratkan dalam perjanjian. Pasal 20 ayat (1) ini meliputi suatu
esefivasl yang diperbolehkan secara tegas atau diam-diam dari perjanjian.
Defigan kata lain, para pihak/peserta perjanjian telah memberikan persetujuan
tidak diperlukan lagi apabila ada reservasi.

18 | Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian International, Jilid Pertama, Bandung, Penerbit KKBM,
UNPAR, 1977, him. 118.
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Sedangkan bila para peserta perjanjian itu terbatas, dan dilihat dari maksud
dan tujuan dari perjanjian tersebut bahwa penerapan perjanjian tersebut memer-
lukan kesepakatan bulat para pesertanya, maka suatu reservasi membutuhkan
persetujuan dari semua pihak. Jadi dalam perjanjian multilateral yang terbatas di
mana diperlukan kesepakatan bulat (unanimity), maka prinsip kebulatan suara
diutamakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) Kovensi tahun 1969 ten
Perjanjian Internasional. Prinsip un-animity ini adalah prinsip yang dianut sebe
Perang Dunia I dan II. LBB (Liga Bangsa-Bangsa) menganut prinsip keb

perjanjian yang dibuat di bawah naungannya. Pada PBB prinsip inj
tahun 1950."”

reservasi yang dikemukakan oleh ne
dasar IMCO. Sekjen PBB dalam lapo
berwenang untuk menyimp umengratifikasi (depository institution)

1959 sebagai pihak yang

mengatakan:

... Invariably been treated e eference to the body having authority

to interpret the tion in question.”

al anggaran dasar suatu organisasi internasional,

ng dapat diterima sehubungan dengan integritas instrumen.

entuan dalam Pasal 20 ayat (3) ini merupakan ketentuan sehubungan
d n reservasi dalam kaitannya dengan anggaran dasar suatu organisasi inter-
sional.

19  Mochtar Kusumaatmadja, op.cit., him. 125.

20  United Nations Conference on The Law of Treaties, op.cit., him. 27. Lihat juga Official
Records of the General Assembly, Fourteenth Session, Annexes, agenda items 65,
document A/4235.
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Pasal 20 ayat (4) mengatur tiga aturan dasar dari sistem flexible yang mengatur
hubungan hukum antara negara peserta, dalam hubungannya dengan reservasi
suatu perjanjian multilateral, tidak tercakup dalam ayat sebelumnya. Aturan pada
Pasal 20 ayat (4) adalah sebagai berikut.

a. Bahwa jika suatu revervasi diterima oleh negara peserta lainnya, maka
ada hubungan hukum antara negara yang mengajukan reservasi denga
negara yang menerima reservasi itu bila perjanjian telah berlaku (entr
into force).

b. Mengatur jika suatu reservasi yang diajukan oleh salah satu ne
ditolak oleh negara peserta lainnya, maka perjanjian itu tid

yang menolak reservasi, kecuali bila pihak yang
maksud sebaliknya.

Penolakan atas reservasi dalam keadaan norma
adanya hubungan dalam suatu perjanjia . pada reservasi, namun

k menolak berlakunya
perjanjian antara pihak yangfmengajukamyreservasi dengan pihak yang
menolak reservasi.

c.  Mengatur kapan berlakunya re idReservasi yang diajukan mulai berlaku

secara efektif seg ah satu negara peserta menerima reservasi yang

diajukan.
karena menentukan suatu reservasi yang diajukan

ngkan pada saat suatu negara telah meratifikasi/
meneri gikat pada suatu perjanjian.

) mengatur tentang negara yang tidak menyatakan sikap
ervasi yang diajukan oleh suatu negara.

tu negara peserta perjanjian telah menerima pemberitahuan
ngiadanya reservasi yang diajukan oleh suatu negara peserta perjanjian,

negara tersebut tidak memberikan sikap tegas menerima atau menolak reservasi
ebut, maka menurut Pasal 20 ayat (5) negara tersebut dianggap menerima
reservasi tersebut. Setelah lewatnya waktu 12 bulan sejak saat diterimanya
pemberitahuan tentang adanya reservasi waktu 12 bulan dianggap waktu
yang cukup untuk suatu negara mempelajari reservasi yang diajukan oleh
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pihak peserta perjanjian lainnya, oleh karenanya lewat 12 bulan suatu negara
tidak menunjukkan reaksi terhadap reservasi dianggap menyetujui reservasi
tersebut. Pada beberapa Konvensi, ada yang menentukan batas waktu tertentu,
misalnya 6 bulan. Ada juga yang menentukan 3 bulan, misalnya Convention on
the Declaration of Death of Missing Persons (tahun 1950) dan Convention on the
Nationality of Married Woman (tahun 1957).

Pasal 19 dan 20 Konvensi Wina tahun 1969 didasarkan pada sifat k
pakatan dari suatu perjanjian. Dua masalah yang ditetapkan adalah:

a. suatu keadaan di mana suatu negara yang ingin menjadipih
perjanjian dapat menyatakan reservasi;

b. bentuk dan tingkat penerimaan oleh negara perunding (nego
lainnya yang diperlukan oleh negara yang mengaj reservasi untuk
menjadi pihak dalam suatu perjanjian.

Dalam menentukan kriteria apakah reserva i dengan maksud

dan tujuan dari perjanjian, kedua pas nenentukan ukuran yang
objektif. Metode untuk penerapan k ah terbuka yaitu apakah
kriteria itu ditetapkan oleh masi peserta atau secara kolektif artinya
ditetapkan oleh tindakan be eserta. Dalam menentukan secara

ri suatu organisasi internasional;

eutuhan perjanjian adalah merupakan syarat bagi
uk terikat pada perjanjian.

jian di luar dua kategori di atas, semua pertanyaan
ri oleh para peserta perjanjian. Namun harus diingat,
multilateral tidak mungkin dipisah-pisahkan menjadi perjan-

kibat hukum reservasi dan keberatan atas reservasi ditentukan dalam
sal 21.

Pasal 21

Legal effects of reservations and of objections to reservations
(1) A reservations established with regard to another party in accordance
with articles 19, 20, and 23:
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(a) modifies for the reserving State in its relations with that other party
the provisions of the treaty to which the reservation relates to the
extent of the reservation; and

(b) modifies those provisions to the same extent for that other party in
its relations with the reserving State.

(2) The reservation does not modify the provisions of the treaty for t
other parties to the treaty inter se.

(3) When a State objecting to a reservation has not opposed the ent.
force of the treaty between itself and the reserving State, th
to which the reservation relates do not apply as between
to the extent of the reservation.

Pasal 21 ayat (1) dan (2) adalah ketentuan untuk p sehubungan
Pasal 19 dan
etentuan ini

dengan akibat hukum dari reservasi sebagai telah dit

20, dengan asumsi bahwa perjanjian itu telah berl
tidak menimbulkan pertanyaan karena meng

@ am suatu perjanjian.

al balik antara pihak yang meng-

dalam kaitannya dengan hubungan anta
Pengajuan reservasi merupakan hub
ajukan reservasi dan pihak yang i. Jadi reservasi itu mengubah

ketentuan dalam perjanjian, sehubtingan‘dengan hubungan hukum antara pihak

mengubah ketentuan erjanjian dalam hubungannya dengan pihak yang
menolak reservasi.

lak reservasi, maka ketentuan yang dikenakan reservasi tidak

m hubungan antara mereka. Artinya perjanjian tersebut berlaku
nufipya antara kedua belah pihak.

Penarikan Kembali Reservasi dan Keberatan Atas Reservasi

Penarikan kembali reservasi dan keberatan atas reservasi ditentukan dalam
Pasal 22 Konvensi Wina tahun 1969.
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Pasal 22

Withdrawal of reservations and of objections to reservations
(1) Unless the treaty otherwise provides, a reservation may be withdrawn at
any time and the consent of a State which has accepted the reservation
is not required for its withdrawall.
(2) Unless the treaty otherwise provides, an objection to a reservation
be withdrawn at any time.
(3) Unless the treaty otherwise provides, or it is otherwise agreed
(a) the withdrawal of a reservation becomes operativeéli
another contracting State only when notice of it
by that State;
(b) the withdrawal of an objection to a reservationgbecomesoperative
the State which

only when notice of it has been greceive

formulated the reservation.

menerima reservasi itu, penarikan atas reésefvasi it dapat dilakukan setiap saat.
atu negara. Negara yang berdaulat
mempunyai hak untuk ikut dal jian dan menyesuaikan kepentingan
nasional dengan perjanjian itu. nya negara berdaulat dapat mengaju-

kan reservasi dan juga untuk menarik reservasinya, mungkin

yai h
setelah menjadi pik perjanjian internasional dengan mengajukan reservasi.
kepentingan nasionalnya telah berubah, maka

ajukan tidak sesuai lagi dengan kepentingan nasionalnya,

réservasinya, maka ayat (2) menentukan bahwa keberatan atas suatu
si dapat juga ditarik kembali. Penarikan kembali atas keberatan reservasi
jukan setiap saat. Berbeda dengan ayat (1), maka pada ayat (2) ini tidak

€S

a ketentuan tentang persetujuan dari pihak yang menerima reservasi.

Ayat (3) menentukan kapan penarikan kembali reservasi berlaku, ayat (3a)
menentukan bahwa penarikan kembali reservasi adalah setelah pemberitahuan
tentang penarikan kembali itu diterima oleh negara peserta perjanjian lainnya.
Ayat (3b) menentukan bahwa penarikan kembali penolakan reservasi setelah
pemberitahuan tentang penarikan kembali penolakan telah sampai pada pihak
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negara yang mengajukan reservasi. Ayat (3) tidak menentukan bagaimana bentuk

penarikannya. Namun di Pasal 23 ayat (4) menentukan bahwa penarikan kembali

suatu reservasi atau keberatan terhadap reservasi harus dalam bentuk tertulis.

5. Prosedur Reservasi

Prosedur reservasi diatur dalam Pasal 23.

(1)

(2)

Pasal 23

Procedure regarding reservations

A reservation, an express acceptance of a reservation and dnjgb
to a reservation must be formulated in writing and ¢

the contracting States and other States entitled to bgéome parties tothe
treaty.
If formulated when signing the treaty subje. ific@tion, acceptance
or approval, a reservation must be formally
State when expressing its consent to, the treaty. In such a
case the reservation shall be co ing been made on the
date of its confirmation.
An express acceptance or an, objection to, a reservation made
previously to confirmation of€he Yeservation does not itself require

confirmation.

(4) The withdraw reservation or of an objection to a reservation must
be formul,
Pasal 23 ayat (1) entukan bahwa suatu reservasi, penerimaan, atau

entuk tertulis.

an penerimaan dan penolakan reservasi secara tertulis

ini berarti anya kepastian hukum lebih terjamin. Reservasi itu harus

isa

dala

a negara peserta lainnya atau negara yang menjadi pihak
janjian internasional. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat

asal 102 ayat (1) Piagam PBB, di mana perjanjian yang dibuat oleh

a anggota PBB harus didaftarkan di Sekretariat PBB dan segera harus

diynumkan. Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak ada perjanjian rahasia

ntara anggota PBB yang mungkin akan membahayakan bagi perdamaian

dan keamanan internasional. Pengumuman perjanjian itu dimuat dalam

United Nations Treaties Series (UNTS). Dengan dimuatnya perjanjian pada

UNTS maka masyarakat internasional akan mengetahui perjanjian-perjanjian
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internasional yang dibuat antar negara-negara anggota PBB. Selain perjanjian
itu sendiri maka UNTS akan memuat reservasi atas suatu konvensi dan juga
penerimaan dan penolakan suatu reservasi. Jadi ketentuan Pasal 23 ayat (1)
Konvensi tahun 1969 sejalan dengan ketentuan Pasal 102 ayat (1) Piagam PBB.

Pasal 23 ayat (2) mengatur tentang reservasi yang dibuat oleh suatu negara
pada saat negara menandatangani perjanjian, sedangkan perjanjian itu me-
merlukan ratifikasi, maka reservasi harus dinyatakan kembali pada saat ne
tersebut meratifikasi perjanjian dalam hal ini reservasi dianggap dibuat pa
saat konfirmasinya.

Pasal 23 ayat (4): penarikan reservasi atau keberatan tegha ese
harus diformulasikan secara tertulis.

Pasal 23 ini lebih menekankan bahwa perumusafi resegffasi, peperimaan
reservasi atau penolakan reservasi harus dilakukan secardftertulis.

C. BERLAKUNYA DAN PELAKS
INTO FORCE AND PROV.
TREATIES)

Berlakunya dan pelaksanaan

IAN (ENTRY
PPLICATION OF

onal berlaku pada saat tanggal yang ditetapkan atau
fan antara negara yang berunding. Ketentuan mengenai
laku biasanya dicantumkan dalam ketentuan yang ada
tersebut. Namun apabila tidak dicantumkan dalam perjan-

an suatu perjanjian itu akan berlaku, hal ini dimaksudkan waktu yang
bagi negara untuk memikirkan kesiapan suatu negara untuk ikut dalam

rjanjian internasional.

Pasal 24 ayat (2)

Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force as soon as
consent to be bound by the treaty has been established for all the negotiating
States.
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Dalam hal suatu perjanjian tidak menetapkan berlakunya, maka perjanjian
itu akan berlaku segera setelah ada kesepakatan di antara negara-negara yang me-
lakukan perundingan. Memang negara-negara yang mengadakan perundingan
itulah yang mengetahui dengan pasti, kapan perjanjian tersebut akan berlaku. Pada
umumnya suatu perjanjian tentu akan menetapkan kapan mulai berlakunya. Hal

itu disebabkan karena kapan suatu perjanjian itu berlaku merupakan saat yan
penting. Untuk itu suatu perjanjian internasional yang berlaku merupakan huku
positif yang akan mengatur hak dan kewajiban negara peserta.

Pasal 24 ayat (3)

When the consent of a State to be bound by a treaty is establi a

ang bersangkutan

jian itu sendiri tidak
internasional memuat

ioi shall en o force on the thirtieth day following
thirty-fith instrument of ratification or accession.

ding to the Convention after the deposit of the

ief ratification or accession, the Convention shall enter
day after deposit by such State of its instrument of

Bagi negara yang menyampaikan instrumen ratifikasinya atau

setelah Konvensi ini berlaku maka konvensi akan diperlakukan bagi

negara tersebut pada hari ketiga puluh setelah diserahkannya instrumen rati-
si atau aksesinya.

Pasal 24 ayat (4)

The provisions of a treaty regulating the authentication of its text, the
establishment of the consent of States to be bound by the treaty, the manner
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or date of its entry into force reservations, the functions of the depositary
and other matters arising necessarily before the entry into force of the treaty
apply from the time of the adoption of its text.

Pasal 24 ayat (4) ini mengatur ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang
mengatur tentang otentifikasi naskah, pembuatan kesepakatan untuk meng-
ikatkan diri pada perjanjian, cara dan tanggal berlakunya, reservasi, tugas
depositary dan masalah-masalah lainnya yang timbul dan dianggap p
sebelum berlakunya perjanjian akan diterapkan sejak saat pengesahdh nask
perjanjian.

Pelaksanaan Sementara

Suatu perjanjian internasional dapat dilaksanakan u seiffentarapbila para
pihak yang berunding memandang perlu, hal ini disebabkdn sambil menunggu
perjanjian internasional itu secara definitif berl salahjini diatur dalam
Pasal 25 Konvensi.
Pas
Provisiona ca
(1) A treaty or a part of affreaty is applied provisionally pending its entry
into force if:
(a) the treaty itself to'Providesfor
(b) the neg
(2) Unless
otherwise agteed, the provisional application of a treaty or a part of a

gct to a State shall be terminated if that State notifies the
oth e between which the treaty is being applied provisionally of its

ing State have in some other manner so agreed.

erwise provides or the negotiating States have

t ith re

iizterttion not to become a party to the treaty.

emungkinan suatu perjanjian internasional itu secara semen-
ila dalam perjanjian ada (provisional) ketentuan tentang hal tersebut.
saflaan perjanjian sementara itu bisa seluruh perjanjian atau sebagian

ri perjanjian. Pemberlakuan sebagian dari perjanjian itu haruslah tidak
engganggu maksud dan tujuan dari perjanjian tersebut. Pelaksanaan semen-
tara itu dapat dilakukan oleh seluruh negara yang ikut berunding, atau hanya
beberapa yang ikut berunding, syaratnya asal tidak mengganggu maksud dan
tujuan perjanjian tersebut. Pelaksanaan sementara itu pada saat negara tersebut
belum menyatakan terikat pada perjanjian tersebut. Bila masa pelaksanaan
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sementara itu telah berakhir maka suatu negara dapat memutuskan untuk
ikut atau menolak ikut perjanjian tersebut. Batas waktu pelaksanaan sementara
itu dapat dinyatakan secara tegas dalam perjanjian tersebut atau jika para pihak
menghendakinya.

Ketentuan adanya pelaksanaan perjanjian secara sementara itu dimaksud-
kan memberi kesempatan pada para pihak untuk menentukan sikapnya apaka
keikutsertaan dalam perjanjian tersebut sesuai dengan kepentingannya. Jik
sesuai dengan kepentingannya maka negara tersebut akan memutuska

sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, sebaliknya bila tidak men
bagi kepentingannya maka negara tersebut akan memutuskan u

k
dalam perjanjian. Dalam hal negara tersebut tidak akan ikutdlalamiper;janji
maka akan memberitahukan pada pihak lain bahwa dia akaft mengakhiriypelak-
ut.

sanaan sementara karena tidak akan ikut dalam perjanjian

?\
X
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Rab
4

PENGHORMATAN, PELAKSANAAN,
DAN INTERPRETASI
SUATU PERJANJIAN

Bab ini terdiri dari empat sesi berikut.
a. Sesi I: penghormatan terhadap perjanjian.
Sesi 2: pelaksanaan perjanjian.

b
c.  Sesi 3: penafsiran interpretasi su
d

A. PENGHORMATA AP PERJANJIAN

Asas dasar dari suatuperjanjian asional dalam hukum kebiasaan inter-

Sunt Servanda. Ini merupakan norma dasar. Dalam
Konvensi Wina asas da$a irumuskan dalam Pasal 26.

Pasal 26
Pacta sunt servanda

in force is binding upon the parties to it and must be performed
ood faith.

umusan tersebut ditentukan tanpa perubahan dari draf konvensi,
upth ada sekelompok peserta konvensi yang menghendaki bahwa peru-

usan every treaty in force diganti dengan every valid treaty. Namun usul
ditolak karena akan menimbulkan masalah bahwa perubahan tersebut
akan melemahkan teks Pasal 26 tersebut. Oleh karena itu, masalah kesalahan
suatu perjanjian ditentukan dalam Bab V Konvensi, di samping itu bahwa
perjanjian internasional yang tidak sah tidak akan berlaku (in force) untuk
dapat diterapkan. Pihak yang mengusulkan untuk perubahan itu menyatakan

Bab 4 Penghormatan, Pelaksanaan, dan Interpretasi Suatu ... 55



bahwa pernyataan treaty in force berarti perjanjian yang telah berlaku (in force)
menurut maksud dari konvensi termasuk tentang keabsahan suatu perjanjian
internasional.?!

Persyaratan bahwa suatu perjanjian harus didasarkan pada iktikad baik
(good faith) adalah merupakan asas dasar hukum. Dalam hukum kebiasaan
internasional telah diterima suatu prinsip, bahwa suatu hubungan internasion
yang dituangkan dalam perjanjian internasional, serta kewajiban yang ada ak:
dipenuhi dengan baik oleh para pihak.*

Asas iktikad baik merupakan pusat konsep dari asas pacta su
Asas ini juga dikemukakan dalam preambul Piagam PBB yang

Recalling the determination of the people of the United
conditions under which justice and respect for the o

treaties can be maintained.

Selain dalam preambul Piagam PBB, maka dal aydt (2) piagam
dinyatakan:

Jika kita hubungkan Pasal 2
maka:

1.

suai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam piagam.

aan iktikad baik tidak hanya tertuju pada pelaksanaan suatu per-
, tetapi harus dipertimbangkan adanya keseimbangan antara pemenuhan
kew@jiban secara timbal balik pernyataan perjanjian berlaku (treaty in force) harus

21 L.M. Sinclair, The Vienna Convention on The Law of Treaties, Manchester University Press,
Oceana Publication Inc., USA, him. 53-54.

22 T.O. Elias, The Modern Law of Treaties, 1974, Oceana Publication, Inc-Dobbs Ferry, NY,
A.W. Sijthoff = Leiden, him. 41.
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diartikan sebagai perjanjian yang sah (valid treaty) karena perjanjian didasarkan
pada kesepakatan para pihak dengan sah.”

Di dalam konvensi Wina tahun 1969, ketentuan tentang iktikad baik dise-
butkan sebanyak 5 kali, yaitu:

1. di dalam preambul: noting that the free consent and of good faith and the
pacta sunt servanda rule are universally recognized,

Pasal 26 ..., and must performed in good faith;
Pasal 31 yang menentukan: A treaty shall be interpreted in good

Pasal 46 ayat (2) ... in accordance with normal practice a

A

Pasal 69 ayat (2b) acts performed in good faith ...**

Keadaan ini menunjukkan bahwa asas iktikad b akanjasas yang

penting dalam perjanjian internasional.

Bahwasanya setiap negara yang menjadi pihak jafjian internasional
cbut dan tidak dapat
a itu karena alasan hukum

Internal lgw andfobsegvance of treaties

A party may not invoke th isions of its internal law as justification for
its failure to pe d a treaty. This rule is without prejudice to article 46.

Ini adalah hukum internasional bahwa suatu pihak dalam

alasan hukum nasional. Aturan ini tidak menge-
dalam Pasal 46 konvensi. Pasal 46 mengatur tentang
enang pejabat negara untuk mengikatkan negaranya dengan

ional”yang penting dan mendasar, sehingga sesuai dengan kebiasaan dan
tikad baik Pasal 27 ini merupakan suatu pasal komplemen dari asas dasar
cta sunt servanda. Telah ada ketentuan dalam hukum internasional, bahwa
suatu pihak dalam perjanjian internasional tidak dapat melanggar konstitusinya

23 T.O. Elias, ibid., him. 43.

24  Shabtai Rossenne, Developments in the Law of Treaties 1945—1986, Cambridge University
Press, Cambridge, 1989, him. 117.
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atau hukum nasionalnya sebagai suatu pemanfaatan dari kesalahannya untuk
tidak memenuhi kewajibannya yang timbul dari suatu perjanjian di mana ia
menjadi pihaknya.”

B. PELAKSANAAN PERJANJIAN

Sesi ini dibuka dengan asas tidak berlaku surutnya suatu perjanjian (non;
retroactivity). Asas ini adalah suatu asas yang terkenal dalam hukum pidan
bahwa seseorang tidak dapat dihukum kecuali bila telah ada peraturdhnya.
Asas ini diadopsi dalam konvensi Wina dan ditetapkan dalam Pasa] 28.

Pasal 28
Non-retroactivity of treaties

Unless a different intention appears from the t is otherwise

established, its provisions do not bind a party in_relationife any act or fact

e date of the

which took place or any situation which ceased t.
entry into force of the treaty with respect tQ

erlaku surut, kecuali
tersebut secara tegas
i isi perjanjian tersebut.

nya tergantung pada masalah apa
, kepada siapa hukum itu berlaku, di wilayah
mana hukum itu be n berlakunya. Perjanjian internasional juga

unya perjanjian itu di wilayah negara peserta ternyata
ang kita bayangkan. Kita pasti sepakat bila suatu negara

la ikut serta dalam perjanjian internasional, maka perjanjian itu
a u di wilayah negara peserta. Wilayah suatu negara itu sebagaimana
ita hui berupa wilayah darat, wilayah perairan (wilayah perairan tawar

ungkin wilayah laut) karena ada negara yang tidak mempunyai laut
(la#d locked country) dan wilayah udara di atasnya. Di samping itu negara
mempunyai wilayah di mana negara mempunyai hak berdaulat, yaitu Zona
Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen.

25 T.O. Elias, op.cit.
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Ada perjanjian internasional yang diberlakukan pada suatu negara sebagai
subjek hukum internasional yang oleh I.M. Sinclair disebut sebagai ratione
personae.”® Sebagai contoh perjanjian alliansi, perjanjian yang membentuk
suatu organisasi internasional dan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa
ke Badan Arbitrase atau ke Pengadilan Internasional. Pada dasarnya perjanjian
internasional itu mengikat negara peserta perjanjian sebagai suatu kesatuan
politik (political entities) dan tidak dalam arti wilayah. Ada juga perjan
yang berlaku untuk warga negara suatu negara, apakah dalam wilay:
atau tidak. Perjanjian tersebut adalah perjanjian yang memberikanthak da
kewajiban kepada warga negara peserta tanpa melihat apakah

neg

tersebut bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah negara
ada perjanjian yang mempunyai sifat campuran, sebagai cdntoh per;j tentang
penghapusan visa akan diterapkan pada warga negara n eserta tetapi yang
tinggal di wilayah tertentu.”

Permasalahan timbul bila ada suatu nega mpunyai wilayah

induk (metropolitan territories) dan wij g laut, wilayah jajahan,
wilayah yang dibawah perwaliannya n territories), dalam hal
demikian suatu perjanjian di a tersebut sudah menjadi peserta,
apakah perjanjian tersebut b luruh wilayahnya metropolitan

dan non metropolitan untuk i atyang berbeda. Pendapat pertama

uch a kind that it contains no obvious restriction of
icular geographical area ... in such a case the rule

pada wilayah tertentu dari wilayah negara peserta, maka

ian itu berlaku aturan bila perjanjian tersebut menyatakan secara jelas

ata@ydiam-diam untuk tidak berlaku sebaliknya, sehingga perjanjian tersebut
an diterapkan untuk semua wilayah negara peserta perjanjian, apakah itu
ilayah metropolitannya atau bukan.

26  1.M. Sinclair, op.cit., him. 56.
27 .M. Sinclair, loc.cit.
28 T.O. Elias, op.cit., him. 51 dan seterusnya.
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Pendapat yang berbeda berpendapat bahwa suatu perjanjian yang tidak
menyatakan dengan jelas maka efek dari perjanjian itu tidak diterapkan pada
wilayah koloni dari negara peserta. Pendapat ini sama dengan pendapat
Menteri Luar Negeri Inggris Mr. Godber yang mengemukakan pendapatnya di
hadapan Majelis Umum PBB tahun 1962 yang mengatakan bahwa ia menolak
penerapan UN Convention di dalam wilayah kolonial, dia mengatakan:

... If there is no such provision, it really means that all the people livin

in those territories, including the British inself, will be excluded (fr
convention) until the last one is in a position to accept.”

Jadi bila tidak bermaksud yang demikian, maka perjanjian fany
di wilayah induk (metropolitan territories), kecuali perjanjia sendiri
hendakinya (untuk berlaku juga di wilayah non metropqlitan).

ILC menerima pendapat yang kedua ini dengan meru an dalam Pasal
29 Konvensi sebagai berikut.

Unless a different intention appears fromilg@treaty or is otherwise established,

a treaty is binding upon each of its entire territory.

Kecuali ditentukan lain dalam pefjanjian atau ditetapkan maksud yang
berbeda maka perjanjian itu akan
wilayahnya.

2. Penerapan Per an Suksesi Berkaitan dengan Pokok Perma-
pplication of Successive Treaty Relating to

Pasal 30

Application of successive treaties relating to same subject matter

(1) Subject to article 103 of the Charter of the United Nations the rights and
obligations of States parties to successive treaties relating to the same

29 T.0. Elias, loc.cit.
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subject-matter shall be determined in accordance with the following
paragraphs.

(2) When a treaty specifies that it is subject to, or that it is not to be
considered as incompatible with, an ealier or later treaty, the provisions
of that other treaty prevail.

(3) When all the parties to the earlier treaty are parties also to the later
treaty but the earlier treaty is not terminated or suspended in opera
under article 59, the treaty applies only to the extent that its
are compatible with those of the later treaty.

(4) When the parties to the later treaty do not include al
earlier one:

(a) as between States parties to both treatiesfthe s ruledapplies as

in paragraph 3;
(b) as between a State party to both je State party to
only one of the treaties, the treg States are parties

(5) Paragraph 4 is without prejud , or to any question of the
pegation of a treaty under article 60 or to
ay arise for a State from the conclu-
provisions of which are incompatible

with its obligations towar er State under another treaty.

any question of respo
sion or application o

i perjanjian mengatur permasalahan yang sama
mana yang akan didahulukan penerapannya.
us melihat pada maksud para pihak yang tertuang

bagai contoh dalam Pasal 30 ayat (1) ditentukan dengan menunjuk pada

Piagam PBB hak dan kewajiban negara-negara pihak dari perjanjian
i yang mengatur permasalahan yang sama harus ditentukan sesuai dengan

tentuan ayat (2), (3), (4), dan (5) Pasal 103 Piagam PBB menentukan:

In the event of a conflict between the obligations of the Members of the
United Nations under the present Charter and their obligations under any
other international agreement, the obligations under the present Charter
shall prevail.
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Dari ketentuan itu jelas, bahwa apabila ada pertentangan antara kewajiban
anggota PBB yang timbul dari ketentuan yang ada dalam Piagam dan kewajiban
yang timbul dari perjanjian lainnya maka kewajiban yang didasarkan dari
Piagam PBB harus didahulukan. Hal itu menunjukkan, bahwa kewajiban-
kewajiban yang ada dalam Piagam PBB harus diprioritaskan dari kewajiban
yang timbul dari perjanjian lainnya.

Ayat (2) Pasal 30 ini menentukan, bahwa bila suatu perjanjian secara spesifi
menentukan bahwa hal itu tunduk pada atau tidak dianggap bertentangan déngan
perjanjian yang lebih dulu atau perjanjian yang kemudian, maka etefituan-
ketentuan dari perjanjian tadi tetap berlaku. Apabila ada dua atau lebih ji

yang menentukan hubungan antara perjanjian-perjanji
didahulukan diantara perjanjian tersebut.

a implis gan pembuatan perjanjian berikut-
am Pasal 59 ayat (1): bahwa suatu perjanjian
ithak dalam perjanjian tersebut membuat
enai inti permasalahan yang sama, dan perjanjian

an ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian sebe-
ka dua perjanjian tidak mampu untuk diterapkan dalam waktu

yat (4) Pasal 30 mengatur jika para pihak dalam perjanjian yang

utnya tidak memasukkan semua pihak pada perjanjian terdahulu, maka:
a) di antara para pihak dari kedua perjanjian tersebut maka aturan yang sama
akan diterapkan sebagaimana tersebut dalam ayat (3) tersebut; b) antara para
pihak pada kedua perjanjian tersebut dan pihak pada salah satu perjanjian,
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maka perjanjian di mana kedua negara itu adalah perjanjian pihak saling
mengatur hak dan kewajibannya.

Ayat (5) Pasal 30 mengatur tanpa mengindahkan Pasal 41 atau terhadap
setiap masalah pengakhiran dan penundaan bekerjanya suatu perjanjian
menurut Pasal 60 atau terhadap setiap masalah mengenai tanggungjawab
yang dapat timbul bagi suatu negara dalam rangka pembuatan atau penerapan
perjanjian yang ketentuan-ketentuannya adalah tidak sesuai dengan kewaji
kewajiban terhadap negara lain menurut perjanjian yang lain.

Pasal 41 mengatur masalah persetujuan untuk modifi
multilateral antara pihak-pihak tertentu saja, sedangkan P

tentang pengakhiran atau penangguhan bekerjanya sua@perjanjia
konsekuensi dari pelanggaran.

C. INTERPRETASI ATAU PENAFSIRAI ERJANJIAN
INTERNASIONAL
Masalah penafsiran perjanjian internag i berbeda dengan masalah

penafsiran hukum pada umumnya, dalan
cara, yaitu: a) penafsiran sesuai
tersebut yang disebut dengan atika; b) penafsiran berdasarkan
sejarah pembentukan peratu tersebut; c) peraturan sistematis,
menghubung-hubungkan ketentuan-
ran itu satu sama lain; d) penafsiran otentik adalah

endiri oleh ketentuan dalam peraturan tersebut; e)

embang juga penafsiran lain daripada penafsiran yang telah disebutkan tadj,
itu'penafsiran antisipasi, penafsiran futurology, dan penafsiran interdisiplin.

Penafsiran juga dipergunakan dalam perjanjian internasional. Ada
beberapa cara yang dikenal untuk penafsiran suatu perjanjian internasional.
Cara-cara penafsiran untuk perjanjian internasional adalah: a) maksud dari
para pihak dalam perjanjian (the subjective or intention of the parties); b) pen-
dekatan secara objektif (objective or textual); dan c) pendekatan tujuan atau
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teleology (object or purpose).”® Maksud dari para pihak ini harus dicari dalam
laporan para pihak waktu merumuskan perjanjian internasional tersebut
(travaux preparatoires), pendekatan secara objektif harus dilihat dalam konteks
apa yang dimaksudkan dalam teks perjanjian tersebut, sedangkan pendekatan
secara teleology melihat tujuan dari perjanjian tersebut. Pendapat McNair
sebagaimana dikutip oleh I.M. Sinclair:*'

In an attempts to find a synthesis of all three the approaches, suggests that th
main task of any tribunal which is called upon to construe or apply or inferpret

a treaty is to give effect to the expressed intention of the parties, that i
intention as expressed in the words used by them in the light @f su

circumstances’.

Jadi, menurut McNair yang penting dalam penafsifan s perjanjian
internasional itu adalah pendekatan berdasarkan maksud ara pihak.

Dalam Konvensi Wina tahun 1969, masalah tas tercakup
dalam Pasal 31-Pasal 33.

Dalam perumusan Pasal 31 ayat (1) Ke skan sebagai berikut.

A treaty shall be interpreted ift good accordance with the ordinary

meaning to be given to terms\@f the treatyin their context and in the light of
its object and purpose.

yang dipergunakan oleh mereka; ¢) seperti halnya prinsip
kaitannya dengan suatu perjanjian tidak mempunyai arti

i dalam perumusan tersebut bahwa dalam memberikan interpretasi pada
uatll perjanjian internasional harus dilakukan secara jujur. Dalam perumusan
teg$ebut juga diberikan arti apa yang dimaksudkan dengan konteks suatu

30 I.M. Sinclair, op.cit., him. 70.
31 I.M. Sinclair, ibid., him. 71

32  The American Journal of International Law (AJIL), Januari 1967, Vol. 61, No. 1, Report of the
International Commission, him. 355.
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perjanjian dan elemen lain yang harus diperhatikan bersama dengan konteks
perjanjian serta tujuan dan maksud para pihak pada waktu menyepakati keten-
tuan dalam perjanjian serta ketentuan-ketentuan lain yang terdapat dalam
hukum internasional. Ketentuan dalam Pasal 31 itu didasarkan pada bahwa teks
dari suatu perjanjian merupakan kesepakatan yang otentik yang dikemukakan
oleh para pihak dalam merundingkan perjanjian internasional tersebut. Maksud
(starting point) dari interpretasi suatu perjanjian internasional dimak

adalah: An expression in a treaty is to be interpreted in the w
understood when the treaty was signed; and the intentions ofithe

Penafsiran suatu perjanjian internasional ditafsirkan dengan kehendak
para pihak pada saat menandatangani perjanjian iffeémmasi sesuai dengan
keadaan pada saat itu.

Penerapan prinsip-prinsip dalam Pas inyatakan oleh Mahkamah
Internasional (IC]) dalam memberikan

kasus yang menjawab wewenan

er
nsidering the question before the court upon the language of the treaty

is obvious that the treaty must be read as a whole, and that its meaning
is not to be determined merely upon particular phrases which, if detached
from the context may be interpreted in more than one sense.

33 |.M. Sinclair, loc.cit.
34  O’Connell, International Law for Students, Steven & Sons, London, 1971, him. 109.
35 AJIL, loc.cit.
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Jadi tujuan dan maksud dari suatu perjanjian adalah digunakan untuk
mengadakan penafsiran suatu perjanjian.

Pasal 31 ayat (2)
The context for the purpose of the interpretation of a treaty shall comprise,
in addition to the text, including in preamble and annexes:

(a) any agreement relating to the treaty which was made between all t
parties in connexition with the conclusion of the treaty;

(b) any instrument which was made by one or more parties in confiexion
with the conclusion of the treaty and accepted by the other paiti
instrument related to the treaty.

Dalam menafsirkan suatu perjanjian internasional

perjanjian tersebut. Jadi ada dua

penafsiran suatu perjanjian, nam

tasi masalah keragu-keraguan atau kekaburan, agar

gertian yang asli dari terminologi suatu perjanjian.
Pasal 31 ayat (3)

hall be taken into account, together with the context:
any subsequent agreement between the parties regarding the interpre-
tation of the treaty or the application of its provisions;

(b) any subsequent practice in the application of the treaty which establishes
the agreement of the parties regarding its interpretation;

(c) any relevant rules of international law applicable in the relations between
the parties.
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Otentik elemen yang perlu diperhatikan dalam rangka penafsiran adalah

sebagai berikut.

1.

Persetujuan berikutnya yang dibuat antara para pihak sehubungan dengan
penafsiran dari suatu perjanjian atau penerapan ketentuan-ketentuannya.
Pertanyaan yang timbul adalah apakah saling pengertian yang dicapai
oleh para pihak selama perundingan sehubungan dengan arti dari s
ketentuan, apakah hal tersebut dimaksudkan atau tidak dimaksud
untuk mencapai kesepakatan yang menjadi dasar dari suatu pénafsira

Namun telah diterima bahwa ketika suatu permufakatan y;
tujui sebagai suatu penafsiran dari suatu ketentuan dal

telah membentuk kesepakatan sehubungan d
diperhatikan praktik berikutnya (subse

ctice) dalam penerapan
enafsiran itu adalah jelas,
aling pengertian para pihak
sebagai sarana penafsiran telah
pengadilan (tribunal) internasional.
n Internasional (PCIJ) tentang kasus

mempertimbangkan bahwa praktik berikutnya (sub-
ctice) yang ditetapkan berdasarkan pengertian para pihak

tentik dari suatu penafsiran perjanjian internasional.

etiap peraturan hukum internasional yang dipraktikkan dalam hubungan
antar para pihak. Ini berarti bahwa perjanjian harus ditafsirkan sesuai
dengan peraturan umum (general rules) hukum internasional yang berlaku
pada saat pembuatan perjanjian internasional.

36 AJIL, op.cit., him. 357.
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Ayat (4) arti khususnya akan diberikan pada suatu istilah jika hal itu
dikehendaki oleh para pihak. Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak bila
menghendaki arti khusus dari suatu istilah dalam perjanjian maka hal itu akan
dinyatakan dalam perjanjian. Tentang arti khusus dalam suatu istilah dalam
perjanjian itu biasanya pengadilan yang akan memutuskan. Sebagai contoh:
dalam kasus “Eastern Greenland” yang diputuskan oleh PCIJ menentukan:

The geographical meaning of the word “Greenland’, i, e, the name whic
is habitually used in the maps to dominated the whole Island, mst be

regarded as the ordinary meaning of the word. If it is alleged b
parties that some unusual or exceptional meaning is to be attgibu
lies that party to establish its contention.”

Jadi menurut PCIJ, bahwa suatu arti dari suatu katafdi d pefanjian
internasional harus diartikan sesuai dengan pengertian u dari kata ter-
sebut, kecuali bila para pihak menyatakan arti yan kehendaki.

Pasal 32

Supplementary mean erpretation

Recourse may be had to supplementa
the preparatory work of the
order to confirm the meaningtesulting fr@m the application of article 31, or
to determine the meaning wh

eans of Interpretation, including
stances of its conclusion, in

(a) leaves the me
(b) leads to a

Untuk menolong Beleh juga adanya alat tambahan dari penafsiran, ter-

mbiguous or obscure; or

is manifestly absurd or unreasonable.

masuk peker;j ari suatu perjanjian (travaux preparatoires) dan

enurut I.M. Sinclair dengan mengutip pendapat de Visscher®® yang

gadakan perbedaan antara teknik penafsiran intrinsic dan extrinsic. Metode
penafsiran intrinsic menunjuk pada elemen-elemen yang ada dalam perjanjian itu

37 AJIL, ibid., him. 358.
38 I.M. Sinclair, op.cit., him. 75-76.
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sendiri. Sedangkan metode extrinsic sehubungan dengan elemen eksternal dari suatu
perjanjian internasional. Jelas bahwa teks perjanjian internasional adalah prinsip
elemen intrinsic tetapi juga konteks dari suatu perjanjian, di mana konvensi tahun
1969 memberikan pengertian sebagaimana setiap kesepakatan dalam kaitannya
dengan suatu perjanjian yang dibuat di antara para pihak (conclusion of the treaty)
dan setiap instrumen yang dibuat oleh satu atau lebih pihak-pihak yang dalam
kaitannya dengan pembuatan suatu perjanjian dan diterima oleh pihak lai
sebagai suatu instrumen sehubungan dengan perjanjian internasionalfterseb
Harus dicatat bahwa definisi dari suatu konteks perjanjian adalah pertimbang
yang sempit, dalam arti bahwa itu adalah pembatasan darj d

dinyatakan dalam kaitannya dengan pembuatan suatu perjanji

yang kemudian (subsequent agreements) atau praktik yang'kemudia bsequent
practice) dalam penerapan suatu perjanjian, bersama-s engan peraturan-
peraturan hukum internasional yang diterapkan kaitdnnya dengan para

an maka dapat digunakan dalam perjanjian maka
dapat digunakangPa aitu menggunakan pekerjaan pendahuluan/naskah
persiapan (travaux pigparatoires). Jadi pekerjaan pendahuluan dianggap penting
dalam hal ihak ‘perjanjian mencari apa sebenarnya diartikan dari satu
ketentuan d erjanjian.

Pasal 33

etation of treaties authenticated in two or more languages

When a treaty has been authenticated in two or more languages, the
text is equally authoritative in each language, unless the treaty provides
or the parties agree that, in case of divergence, a particular text shall
prevail.

(2) A version of the treaty in a language other than one of those in which
the text was authenticated shall be considered an authentic text only if
the treaty so provides or the parties so agree.
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(3) The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each
authentic text.

(4) Except where a particular text preveils in accordance with paragraph
1, when a comparison of the authentic texts discloses a difference of
meaning which the application of articles 31 and 32 does not remove,
the meaning which best reconciles the texts, having regard to the object
and purposes of the treaty, shall be adopted.

Menurut Pasal 33 ayat (1), bila satu perjanjian dibuat dengan lebili dari
satu bahasa, misalkan dalam dua atau tiga bahasa, maka naskah dalam bahasa
yang ditetapkan itu sebagai naskah yang sah dan mengikat para iha

contoh kita lihat Pasal 111 Piagam PBB menetapkan: piaga

naskahnya berbahasa Cma Perancis, Rusia, Inggrzs dandpanyal m

Amerika Serikat. Salinan-salinan yang sah Piagam
tersebut kepada negara-negara penanda tangan lain

5 ent

190 L CIa
O

d

sebut adalah sama otentiknya

Jadi menurut Pasal 111 Piagam PBB ahwa piagam dibuat
dalam lima bahasa, yaitu bahasa China,
Kedudukan naskah dalam bahasa-

(equally authentic).

, Rusia, dan Spanyol.

i adalah persamaan derajat antara bahasa-bahasa dan
a bahasa lain (third language) yang disetujui para pihak

njian adalah sama artinya dalam bahasa yang berbeda.

asal 32 ayat (4) mengatur jika ada perbedaan tentang makna dari istilah-
istilah yang dipakai dalam bahasa yang berbeda dalam perjanjian dan telah
dipergunakan Pasal 31 dan 32 tetap masih ada perbedaan, maka akan dicari
arti yang sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak dalam perjanjian ter-
sebut.
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D. PERJANJIAN INTERNASIONAL DAN NEGARA KETIGA
Pasal 34
General rule regarding third States

A treaty does not create either obligations or rights for a third State without
its consent.

Menurut Pasal 34 maka perjanjian internasional tidak menciptakan
dan kewajiban bagi bagi nagara ketiga tanpa persetujuannya. Ketentuan da

hak dan kewajiban bagi pihak ketiga (pacta tertiis nec nocent nec
perkembangannya ternyata asas ini tidak dapat dilaksanak:

Sebagai contoh ketentuan dalam Pasal 2 ayat (6) Piagam BBB, yangiberbumyi:
The organization shall ensure that states which are ers of the United
Nations act in accordance with these principles to for ay he necessary for

the maintenance of international peace and sec

Jadi menurut Pasal 2 ayat (6) Piaga a negara bukan anggota
ian dan keamanan negara

bukan anggota PBB harus bertindak s iagam PBB.

ihak ketiga (negara bukan peserta
perjanjian) oleh piagam PBB s i perjapjian multilateral. Hal yang sama dapat
dilihat juga pada Pasal 93 ayat i PBB yang menentukan bahwa negara
bukan anggota PBB d menjadi pihak dalam statuta Mahkamah Internasional

dm PBB dan Dewan Keamanan PBB. Jadi bila
2BB ada ketentuan tentang pengecualian atas persyaratan

Pasal 35
Treaties providing for obligations for third States
bligation arises for a third State from a provision of a treaty if the

arties to the treaty intend the provision to be the means of establishing the
obligation and the third State expressly accepts that obligation in writing.

Ketentuan dalam Pasal 35 itu menentukan bahwa kewajiban pihak ketiga
itu timbul dengan dua syarat berikut.
1. Para pihak dalam perjanjian telah bermaksud menentukan kewajiban bagi
pihak ketiga.
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2. Pihak atau negara ketiga harus menyatakan menerima kewajiban tersebut
secara tertulis.

Jadi dasar hukum terikatnya pihak ketiga dari suatu perjanjian adalah
bahwa pihak ketiga menerima kewajiban tersebut dan perjanjian bersangkutan
menentukan kewajiban tersebut. Jadi berdasarkan pasal ini jelas bahwa dasar
hukum dari kewajiban pihak/negara ketiga adalah suatu persetujuan piha
negara ketiga menerima kewajiban tersebut.

Pasal 36
Treaties providing for rights for third States

(1) A right arises for a third State from a provision of a treatyif the\parties
to the treaty intend the provision to accord that righf'either e third
State, or to a group of States to which belongs, o ates, and the

so long as the

third States assents thereto. Its assent shall be

iga dianggap ada selama tidak menunjukkan
janjian itu menyatakan lain dalam pelaksanaan hak
ib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam
sesuai dengan perjanjian.

PBB menentukan bahwa negara bukan anggota PBB dapat
Dewan Keamanan atau Majelis Umum PBB atas suatu sengketa
umnya untuk mengatasi sengketa-sengketa, ia sebagai pihak menya-
sedia menerima kewajiban sebagai akibat daripada penyelesaian secara

i seperti tercantum dalam Piagam PBB.

Jadi dalam hal ini hak untuk meminta perhatian Dewan Keamanan
atau Majelis Umum PBB harus memenuhi persyaratan bahwa ia bersedia
memenuhi kewajiban untuk menerima akibat penyelesaian sengketa menurut
Piagam PBB.
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Pasal 37

Revocation or modification of obligations or rights of third States

(1) When an obligation has arisen for a third State in conformity with article
35, the obligation may be revoked or modified only with the consent of the
parties to the treaty and of the third State, unless it is established that they
had otherwise agreed.

(2) When a right has arisen for a third State in conformity with article
the right may not be revoked or modified by the parties if it is
that the right was intended not to be revocable or subject
without the consent of the third State.

Jadi menurut Pasal 37 tersebut dibedakan antara kéwajiban k/negara
ketiga dan hak negara/pihak negara ketiga.

Pasal 37 ayat (1) menentukan, bahwa kewaji
ketiga dapat dicabut kembali atau diperbaiki ha

ara/pihak negara pihak
persetujuan para

telah menyetujui.
Pasal 37 ayat (2) menentu k negara/pihak ketiga tidak dapat
diubah atau ditarik kembali
itu tidak dapat ditarik kemba
tanpa kesepakatan negara/pihak

rjanjian ditentukan bahwa hak
oleh para pihak peserta perjanjian

Ru becoming binding on third States
through international custom

hing icles’34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty from becoming
u

a third State as a customary rule of international law, recognized as

1 38 ini mengakui bahwa adanya ketentuan-ketentuan dalam perjan-
jianfgang mengikat negara pihak ketiga karena hukum kebiasaan internasional
ng telah diakui. Bahwasannya pihak/negara ketiga dapat memperoleh hak
arena disebutkan dalam perjanjian yang biasa kita kenal dalam perjanjian
perdagangan/perekonomian yang memasukkan klausul most favoured nation
(mfn clause).
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Menurut D.P.O. Connell® fungsi dari mfn adalah “the role of ensuring
equally of treatment to the national of different States in normal legal relations”.

Peran dari mfn adalah untuk memberi hak/perlakuan yang sama kepada
warga negara dari negara lain, sehingga hak/perlakuan yang sama itu harus
diberikan juga pada warga negara dari negara peserta perjanjian.

Sebagai contoh negara A dan negara B adalah pihak dalam perjanjia
dengan klausul mfn. Negara B mengenakan pajak impor pada negara lain
dengan 25% tetapi tidak mengenakan pajak impor dari negara Y. Sean

perjanjian perdagangan antara negara A dan B dengan klausul mfngini
bahwa warga negara A tidak akan membayar pajak impor, juga dafiat m:

tidak membayar pajak impor untuk barang yang diekspor ke aégara
adalah perjanjian antara A dan B dengan mfn.

Dalam perkembangan selanjutnya ternyata perjanjian an klausul mfn
ini tidak hanya dipakai dalam perjanjian perdagan ja tetapi juga diper-
kenalkan dalam perjanjian aliansi dan perjanjian per an.

39 Lihat buku D.P.O. Connell.
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Rab
5

AMANDEMEN

DAN MODIFIKASI
PERJANJIAN \

A. ARTI DAN DINAMIKA AMANDE A ODIFIKASI
PERJANJIAN
Judul dalam Konvensi-Konvensi tenta, jianiInternasional tahun 1969

ternyata perkembangan dal

menghendaki bahwa apa yang telah
diatur dalam undang-undang sesuai dengan perkembangan baru

tersebut, maka unda dang te arus ada pasal-pasalnya yang perlu di-

ubah disesuaikan an perkembangan baru tersebut. Demikian juga dalam
perjanjian berlaku dalam perkembangannya

maka ada kete entuan dalam perjanjian itu yang memerlukan perubahan

alam proses untuk mengadakan amandemen melalui proses perun-
g tidak mudah kemudian usaha supaya amandemen itu berlaku, hal
ini sama sukarnya dalam mengadakan perundingan untuk membuat suatu
rjanjian internasional sampai berlakunya perjanjian tersebut. Kedua, kadang-
adang masa berlakunya perjanjian multilateral yang panjang dan ini membutuh-
kan penyesuaian dengan perkembangan dalam masyarakat internasional.
Pada masa sebelum Perang Dunia II biasanya amandemen dari suatu per-
janjian multilateral membutuhkan kesepakatan dengan suara bulat (unanimity).
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Demikian pula biasanya jarang perjanjian multilateral yang membuat peraturan
amandemen dalam perjanjian tersebut, jika tidak ada maka prosedur amandemen
termasuk dalam peraturan persetujuan dengan suara bulat. Dalam perkem-
bangan selanjutnya di mana ada kesukaran dalam memenuhi syarat suara bulat
(unanimity), secara perlahan berkembang praktik di mana amandemen berlaku di
antara pihak yang menerima amandemen tersebut.

Ini berarti bahwa perjanjian asli masih berlaku di antara pihak-pihak yan
tidak menerima amandemen dan para pihak yang menerima aman

Sebagai contoh Konvensi untuk angkutan udara Konvensi Wars
cation of Certain Rules Relating to International Carriage by Aig) ta
diamandemen dengan Protokol tahun 1955 dan tahun 1971 a
Protokol tambahan tahun 1975. Para pihak dalam Konve arsawa‘menjadi
pihak dari konvensi, ada juga yang menjadi pihak dalam Ko Warsawa juga
ikut dalam Protokol.

ILC menyadari betul akan adanya persoalan-pe timbul dalam

umum berkaitan dengan masalah amande

masalah amandemen, karena dalam Konvensi ii

Dalam konvensi tahun 1969 t
diatur tentang amendemen dan jian internasional. Konvensi

difikasi. Menurut I.M. Sinclair:

al amendement of a treaty intended

jelas membedakan antara amand

here respect to all the parties, while modification was
used in connectiop imyinter se agreement concluded between certain

ud dengan amandemen adalah suatu amandemen formal

dari yang dimaksudkan untuk mengubah ketentuan-ketentuan
ng semua pihak dalam perjanjian. Sedangkan yang dimaksud
de ifikasi dipakai untuk perubahan sehubungan dengan persetujuan inter

agreemeqt antara pihak-pihak tertentu dalam perjanjian dan dimaksudkan untuk

ertibahan ketentuan-ketentuan tertentu dan hanya berlaku untuk pihak tertentu
itufsaja. Di samping amandemen dan modifikasi dikenal juga revisi, revisi adalah
perubahan secara umum terhadap suatu perjanjian. Revisi biasanya diatur dalam
ketentuan perjanjian.

40  LM. Sinclair, ibid., him. 80.
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B. PERATURAN UMUM TENTANG AMANDEMEN

Dalam konvensi tentang amandemen dan modifikasi diatur dalam Pasal 39—
41.

Pasal 39
General rule regarding the amendment of treaties

A treaty may be amended by agreement between the parties. The rules
down in Part II apply to such an agreement except in so far as the tygaty
otherwise provide.

Pasal 39 ini menentukan ketentuan umum bahwa perjanjian bisa
dengan persetujuan di antara para pihak. Hal ini sangat j

Pasal 39 selanjutnya mengatur pe
IT Konvensi, yaitu yang mengatur

ak, setiap usulan perubahan haruslah dikonsultasikan

erta perjanjian. Maksudnya supaya semua peserta

alam kenyataannya perkembangan menunjukkan bahwa makin banyak
asalah-masalah internasional yang diatur dalam perjanjian multilateral, oleh
karenanya dalam praktik perubahan perjanjian internasional diakui.

41 Budiono Kusumohamidjojo, Suatu Studi terhadap Aspek Operasional Konvensi Wina Tahun
1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, Binacipta, tahun 1986, him. 34.
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C. AMANDEMEN PERJANJIAN BILATERAL

Para pihak dalam perjanjian bilateral bila menyetujui akan adanya amandemen
hanya masalahnya bagaimana persetujuan itu dirumuskan. Kadang-kadang
dalam perjanjian bilateral menentukan adanya klausul tentang amandemen,
sebagai satu contoh:*

Any amendments and modifications of this agreement agreed by t

contracting parties shall come into effect when confirmed by exchange o
note.

Jadi amandemen dan modifikasi yang diadakan dapat dinyat
exchange of note. Sering juga dirumuskan dalam MoU (Memorgn

konfirmasi dengan exchange of notes ini dimaksudkan u
amandemen benar-benar dicatat dan ini memberi kepastian

itu akan mempunyai kekuatan mengikat.

k dikehendaki atau
r tentang perbatasan

Banyak alasan mengapa klausul amap
tidak diizinkan, terutama dalam perjanjig
wilayah.

a bilateral tidak sukar untuk
mengadakan amandemen karenahany&adaldua pihak, maka perubahan yang

Dalam perjanjian internasiogal yan

diusulkan salah satu pihak akan ifuindingkannya. Hasil perundingan

untuk perubahan it ara pihak menyetujui mudah dituangkan dalam

perjanjian amanden; erjanjian amandemen itu akan berlaku mengikat

para pihak.
Bila peru ra menyangkut pasal-pasal tertentu dari perjanjian
asli mak: njian asli yang tidak diubah tetap berlaku, perjanjian

amandemenyi rlaku untuk pasal-pasal yang diubah. Hal ini ditentukan

rjanjian bilateral ini menyangkut hak dan kewajiban bagi pihak ketiga
maka‘thenurut Budiono Kusumohamidjojo,* ada tiga kemungkinan berikut.
erjanjian dapat diubah (modifikasi) dengan persetujuan pihak ketiga.

Perjanjian dapat diubah tanpa persetujuan pihak ketiga, bila semula sudah
ada maksud bahwa suatu hal dapat diubah dengan cara itu.

42 Anthony Aust, ibid., him. 214.
43  Budiono Kusumohamidjojo, op.cit., him. 35.
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3. Ketentuan-ketentuan perjanjian dapat diubah tanpa persetujuan pihak
ketiga, bila tidak berkenaan dengan hak-haknya yang dimuat dalam per-
janjian tersebut.

Konvensi tahun 1969 tidak mengatur secara khusus tentang perubahan
perjanjian bilateral. Berbeda dengan perjanjian multilateral yang diatur dalam

Pasal 40 dan 41.

D. AMANDEMEN PERJANJIAN MULTILATERAL
Suatu ketentuan dalam perjanjian yang dianggap oleh pihak pe

diamandemen maka tentulah amandemen tersebut inisiatifaya
dari salah satu atau beberapa pihak dalam perjanjian. Bérdasagkan
ayat (2) Konvensi 1969 maka usulan amandemen tefSebutdiarusidisampai-
kan kepada semua pihak dan masing-masing akan unyai hak untuk

ikut dalam: a) pengambilan keputusan tentan kan Yang akan diambil

mengenai usulan amandemen, b) perundingan persetujuan yang

akan diambil tentang usulan amandem

Jadi usulan amandemen harus ada semua pihak dalam
perjanjian (contracting states).

ikut dalam perundingan, pefiimus engambilan keputusan tentang

semua pihak perjanjian berhak

amandemen. Apabila amandefen telah ditentukan maka semua pihak peserta
berhak untuk menjadi pihak dari
andemen Pasal 40 ayat (3). Jadi semua pihak peserta
andemen berhak untuk ikut dalam perjanjian

yang telah diama en atau menolak untuk ikut dalam perjanjian yang
menerima, ikut peserta dalam perjanjian yang telah
ersebut harus menyatakan persetujuannya untuk terikat
yang telah diamandemen dan meratifikasinya. Jika negara
enerima perjanjian yang telah diamandemen, maka negara
t dapat tidak melakukan penolakan secara tegas dengan demikian
yang telah diamandemen tidak berlaku baginya, tetapi tetap terikat
erjanjian lama.

jan

Dalam Pasal 40 ayat (3) dirumuskan setiap negara yang berhak menjadi
pihak peserta pada perjanjian juga berhak menjadi pihak peserta dalam perjanjian
yang telah diamandemen. Dari perumusan tersebut timbullah masalah apa yang
dimaksudkan dengan “negara yang berhak menjadi pihak peserta perjanjian juga
berhak menjadi peserta dalam perjanjian yang telah diamandemen”
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Sebagaimana kita ketahui kita mengenal perjanjian terbuka dan perjanjian
tertutup. Perjanjian terbuka adalah perjanjian yang pihak pesertanya terbuka
secara umum, biasanya mengatur mengenai hal-hal yang menyangkut kepen-
tingan umum negara-negara, sedangkan perjanjian tertutup adalah di mana
keanggotaan peserta perjanjian itu hanya terbatas pada negara-negara tertentu
yang kepentingannya hanya untuk kepentingan negara tertentu itu saja.

Jadi pada Pasal 40 ayat (3) yang dimaksud adalah negara yang berha
menjadi peserta perjanjian tetapi negara tersebut belum menyatakan

pada perjanjian, tetapi hanya perjanjian tersebut sifatnya terbuka,
negara tersebut tetap terbuka untuk menjadi pihak dalam perjanjian
perjanjian tersebut telah berlaku dan akan diamandemen. dlen

menjadi peserta perjanjian tersebut harus melakukan ti an sebagaimana
diperlukan untuk menjadi pihak peserta perjanjian yang erlaku dalam
hukum perjanjian internasional.

Pasal 40

(2)

'reaty as between all the parties
g States, each one of which shall

ing agreement does not bind any State already a party to
he treaty which does not become a party to the amending agreement,
icle 30, paragraph 4 (b), applies in relation to such State.
5)WAny State which becomes a party to the treaty after the entry into force
of the amending agreement shall, failing an expression of a different
intention by that State:
(a) be considered as a party to the treaty as amended; and
(b) be considered as a party to the unamended treaty in relation to any
party to the treaty not bound by the amending agreement.
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Pasal 40 ini mengatur tentang perubahan perjanjian multilateral yang
berkenaan dengan semua peserta dari suatu perjanjian multilateral.

Pasal 40 ayat (1) bahwa jika tidak ditentukan lain dalam perjanjian, maka
perubahan dalam perjanjian multilateral mengikuti ketentuan-ketentuan dalam
paragraf berikutnya.

Pasal 40 ayat (2) menentukan bahwa setiap usulan untuk mengad
amandemen, maka usulan perubahan harus diberitahukan kepada semua pi
peserta dan masing-masing akan mempunyai hak untuk ikut dalam:

a. keputusan tentang tindakan yang akan diambil mengenai

demen;
b. perundingan dan setiap persetujuan yang akan di@mbil tentang Wsulan

amandemen.

Pasal 40 ayat (3): setiap peserta perjanjia jadi pihak dalam
perjanjian juga mempunyai hak untuk menjadi pihakidalam’ perjanjian yang

sudah diamandemen.

Pasal 40 ayat (4): negara peser

perjanjian tidak terikat pada perjanji ing telah diamandemen bila negara
tersebut belum menjadi pihak pada pe ang telah diamandemen. Dalam
hal demikian maka Pasal 30 f b diberlakukan dalam hubungan
dengan negara tersebut Pasal ) menentukan bahwa “antara pihak”

sebut dan pihak pada salah satu perjanjian, maka

pegara pihak saling mengatur hak dan kewajiban

mereka.

janjian yang telah diamandemen. Sedang bagi negara yang
tegas amandemen berlaku perjanjian asli. Jadi ketentuan ini
prinsip bahwa hak negara berdaulat untuk menerima atau
amandemen.* Sedangkan negara yang tidak menyatakan sikapnya,
maka pada negara peserta perjanjian tersebut dianggap terikat pada kedua
rjanjian tersebut (yang lama dan yang telah diamandemen). Artinya dalam
ubungannya dengan negara peserta yang terikat pada perjanjian yang telah
diamandemen berlaku perjanjian yang telah diamandemen, sedangkan bagi
negara peserta yang tidak setuju amandemen berlaku perjanjian asli (lama).

44 Ibid., him. 36.
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Dengan adanya ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) ini maka ada ketegasan.
Dengan demikian akan mudah diketahui peserta perjanjian mana yang terikat
pada perjanjian yang belum diamandemen dan peserta mana yang terikat
pada perjanjian yang telah diamandemen.

Pasal 40 ayat (5): menurut Pasal 40 ayat (5) ini maka kedua perjanjian
(perjanjian yang belum diamandemen dan yang sudah diamandemen) masi
berlaku secara bersamaan, aslinya baik perjanjian yang lama dan perjanjia
yang telah diamandemen tetap berlaku, hanya pihak pesertanya harus

apakah menerima amandemen atau tidak.

Dalam perjanjian multilateral sehubungan dengan aman
pertanyaan berapa jumlah (persen) dari peserta perjanjian y ibu
amandemen dapat dibuat. Jawaban atas pertanyaan itu kadang4tadang@dalam
klausul tentang amandemen ditentukan berapa jumlah pese erjanjian yang

dibutuhkan untuk menyetujui amandemen.

Sebagai contoh Pasal 20 Convention on rotection of Nuclear
r into force after two

thirds of States Parties have deposited their ent@fratification.
971 ada perumusan:

An amendment ... shall en ifter the depository has received

notice of approval ... from ... states which were parties as of the

a anggota dapat memberikan rekomendasi untuk

tetapi itu hanya akan berlaku jika semua negara anggota

ndment the present charter shall come into force for all members of
he United Nations when they have been adopted by a vote of two thirds
of the members of the General Assembly and ratified in accordance with
their respective constitutional processes by two thirds of the members of the
United Nations, all the permanent members of the Security Councill.

45  Anthony Aust, ibid., him. 119.
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Jadi perubahan Piagam PBB ini berlaku bagi semua anggota PBB apabila
hal itu telah diterima oleh suara dua pertiga dari anggota-anggota Majelis
Umum dan diratifikasi sesuai dengan proses-proses perundang-undangan
dari dua pertiga anggota-anggota PBB termasuk semua anggota tetap Dewan
Keamanan. Jelaslah bahwa perubahan Piagam PBB melalui prosedur harus:

- diterima dua pertiga anggota Majelis Umum PBB;
- diratifikasi sesuai dengan proses perundang-undangan dua pertiga an

PBB;

- termasuk lima tetap anggota Dewan Keamanan.

Pasal 109 Piagam PBB menentukan:

(1) A General Conference of the Members of the Ui
purpose of reviewing the present Charter m as‘@date and
place to be fixed by a two-thirds vote of the ers of the General
Assembly and by a vote of any nine méjiibe
Each Member of the United Nations
conference.

(2) Any alteration of the prese
vote of the conference sh
their respective constj
of the United Natio
Security Council.

(3) Ifsucha rice has not been held before the tenth annual session
of the @Gei embly following the coming into force of the present
Charter, thelproposal to call such a conference shall be placed on the

i0 r the

ecurity Council.

cided by a mayority vote of the members of the General
ly and by a vote of any seven members of the Security Council.

erensi umum dari anggota-anggota PBB yang bermaksud untuk
injau Piagam PBB yang telah ada, dapat diselenggarakan pada waktu
tempat yang disetujui oleh dua pertiga suara anggota-anggota Majelis
mum serta sembilan suara anggota maupun dari Dewan Keamanan. Setiap
anggota PBB hanya mempunyai satu suara dalam konferensi tersebut.

2. Setiap perubahan dari Piagam yang ada yang disepakati oleh dua pertiga
suara dari sidang akan berlaku apabila diratifikasi sesuai dengan proses-
proses konstitusional oleh dua pertiga dari anggota-anggota PBB termasuk
segenap anggota tetap Dewan Keamanan.
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3. Apabila sidang tersebut belum diadakan sebelum sidang tahunan yang
kesepuluh dari Majelis Umum sesudah berlakunya Piagam yang sekarang
sebelum sidang tahunan yang kesepuluh dari Majelis Umum sesudah
berlakunya Piagam yang sekarang, maka usul untuk mengadakan sidang
tersebut agar dicantumkan dalam agenda Sidang Majelis Umum dan sidang
akan diadakan apabila ditetapkan demikian berdasarkan suara terbany
dari anggota-anggota Majelis Umum serta tujuh suara anggota manapun dari

Dewan Keamanan.

Pasal 109 Piagam PBB menggunakan istilah reviewing (meninja
Piagam PBB kelihatannya tidak ada perbedaan antara peninjauan(geview) dan

amandemen secara esensial.

Tahun 1951, tetapi pihak peserta dar okol disyaratkan untuk menerapkan

dari Konvensi 1951, di mana ketentuan dalam

a. gap sebagai pihak dari perjanjian yang telah diamandemen;

ianggap sebagai pihak dari perjanjian yang belum diamandemen dalam
hubungan dengan setiap pihak yang belum terikat pada perjanjian yang

telah diamandemen.

46  Anthony Aust, ibid., him. 221.
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E. MODIFIKASI PERJANJIAN MULTILATERAL
Pasal 41

Agreements to modify multilateral treaties between certain of the parties only:
(1) Two or more of the parties to a multilateral treaty may conclude an
agreement to modify the treaty as between themselves alone if:
(a) the possibility of such a modification is provided for by the tr
or

(b) the modification in question is not prohibited by the_tre
(i) does not affect the enjoyment by the oth '
rights under the treaty or the performangéof

(ii) does not relate to a provision, defogatiop fromywhich is
incompatible with the effective execu of the object and

purpose of the treaty as a who

a)
the other parties of their
e modification to the treaty

(2) Unless in a case falling under paragra, e treaty otherwise
provides, the parties in questig
intention to conclude the agree

for which it provides.
Menurut Pasal 41 ini maka medifiRasi suatu perjanjian multilateral di-
mungkinkan dengan persyara

(a) kemungkinan odifikasi tersebut dimungkinkan dalam perjanjian

itu sendiri;
(b) modifikasi tidakidilarang oleh perjanjian dan:

h terhadap penggunaan hak dan kewajiban negara

rtentangan dengan pelaksanaan maksud dan tujuan dari per-
n bersangkutan.

41 ayat (2) menentukan pihak-pihak yang hendak mengadakan modi-
aspharus memberitahukan kepada pihak-pihak lainnya mengenai maksud
tuk mengadakan modifikasi.

Pasal 41 mengatur tentang masalah modifikasi. Jika dibandingkan dengan
amandemen maka modifikasi lebih sederhana aturannya. Jika dalam perjanjian
telah diatur adanya ketentuan tentang modifikasi maka menurut Pasal 41ayat (1) a,
maka modifikasi dilaksanakan sesuai dengan aturan perjanjian tersebut.
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Jika dalam perjanjian tidak ada aturan tentang modifikasi dan tidak dilarang
oleh perjanjian maka modifikasi menurut Pasal 41 ayat (1) b, harus memenuhi
syarat: tidak berpengaruh terhadap penggunaan hak dan kewajiban negara peserta
lainnya dalam pelaksanaan perjanjian tersebut; modifikasi tidak bertentangan
dengan pelaksanaan maksud dan tujuan dari perjanjian bersangkutan. Jadi
menurut ketentuan tersebut, maka modifikasi hanya berlaku pada pihak peserta
yang menyetujui modifikasi dan modifikasi tersebut tidak boleh mempenga
ruhi pelaksanaan hak dan kewajiban peserta perjanjian lainnya (yang tidak ikut

maksud dan tujuan perjanjian.

Hal yang penting bahwa bila ada negara-negara peserta

apakah modifikasi tidak mempengaruhi pelaks
dan tidak mengganggu tujuan dan maksudda

Apabila menurut analisis mereka ba
merugikan pada pelaksanaan hak ewaji
maksud dan tujuan perjanjian maka modifikasi tersebut dapat dinyatakan tidak
sah dan tidak dapat dilaksanakan.

PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG
ARAN DASAR SUATU ORGANISASI

Sebagai i ahwa anggaran dasar suatu organisasi internasional
pada dasar perjanjian multilateral, jadi anggaran dasar suatu organisasi
ungkin dapat diadakan amandemen. Biasanya anggaran
organisasi internasional menentukan aturan bagaimana mengadakan
anggaran dasarnya (built in).

m aturan tersebut biasanya ditentukan prosedur amandemen, organ/

badan mana dari organisasi internasional yang berhak mengetahui/mengesah-

amandemen, siapa yang berhak mengajukan usulan amandemen, waktu

mengajukan amandemen, amandemen yang mengajukan kewajiban baru, dan

berlakunya amandemen. Sebagai contoh yang telah dikemukakan sebelumnya,
yaitu Pasal 108 dan Pasal 109 Piagam PBB.
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Rab
6

KETIDAKSAHAN SUATU PERJANJIAN,
BERAKHIRNYA, DAN PENANGGUHAN SUATU
PERJANJIAN (INVALIDITY, TERMINATIO

AND SUSPENSION OF THE OPE
OF TREATIES)

a. ketentuan-ketentuan umum/general provisio asald2-45);

b. tidak sahnya suatu perjanjian/inv s (Pasal 46-53);
c. berakhirnya dan penangguhan pele Az atu perjanjian (Pasal 54-
64);

d. prosedur (Pasal 65-68);
e. konsekuensi dari ketidaksahan, pe iran dan penangguhan dari pelak-
j (Pasal 69=72).

" bahwa sangat disayangkan bahwa pasal-pasal dalam
elas, sebagai contoh pemakaian kata the invalidity

sanaan suatu perjanjia

Menurut 1.

uatu perjanjian, kata itu mencakup dua masalah yang
iy perjanjian tidak sah ab initio, dan perjanjian tidak sah
egara menolak ketentuan khusus sebagai sebab ketidaksahan
ehubungan dengan kehendak dan suatu negara untuk terikat
suatu perjanjian Pasal 46-50. Konvensi 1969 menentukan dasar-dasar
anajsuatu negara dapat meminta suatu perjanjian tidak sah sehubungan

ehepdaknya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional.

A. KETENTUAN UMUM

Ketentuan Umum itu terdiri dari Pasal 42-45.

47 .M. Sinclair, op.cit., him. 84-85.
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Pasal 42

Validity and continuance in force of treaties

(1) The validity of a treaty or of the consent of a State to be bound by a treaty
may be impeached only through the application of the present Convention.

(2) The termination of a treaty, its denunciation or the withdrawal of a
party, may take place only as a result of the application of the provision
of the treaty or of the present Convention. The same rule applies t

suspension of the operation of a treaty.

Pasal 42 ayat (1): masalah yang diatur dalam pasal ini bahwa m:
dapat dituntut berdasarkan konvensi ini adalah: (a) keabsahan s
internasional itu sendiri; (b) kesepakatan suatu negara u
pada suatu perjanjian internasional.

Pasal 42 ayat (2) mengatur tentang berakhirnya suatu perjanjian, pemu-
tusan atau penarikan diri sebagai pihak demikian adapypenangguhan
bekerjanya suatu perjanjian, hanya dapat terjadi kare an ketentuan-
ketentuan perjanjian atau berdasarkan ko ina{ahun 1969.

Pasal

omatik suatu negara, kewajiban untuk menghormati kedaulatan suatu
negara, kewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri suatu negara.

Pasal 44
Separability of treaty provisions

(1) A right of a party, provided for in a treaty or arising under article 56, to
denounce, withdraw from or suspend the operation of the treaty may be
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exercised only with respect to the whole treaty unless the treaty otherwise
provides or the parties otherwise agree.

(2) A ground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending
the operation of the treaty recognized in the present Convention may be
invoked only with respect to the whole treaty except as provided in the
following paragraphs or in article 60.

(3) If the ground relates solely to particular clauses, it may be invoked
with respect to those clauses where:

(a) the said clauses are separable from the remainder of ghe treaty wit
regard to their application;

(b) itappearsfrom the treaty or is otherwise esta

(c) continued performance of the rema

unjust.
(4) In cases falling under articles tate entitled to invoke the
fraud or corruption may do s her to the whole treaty or,
subject to paragraph 3, ular clauses alone.

(5) In cases falling und
provisions of the trea

Pasal 44 ayat
diri atau menangg @ bekerjanya suatu perjanjian hanya dapat dilakukan
terhadap perjanjian s eluruhan kecuali jika perjanjian itu sendiri
pihak dalam perjanjian menyetujui cara-cara lain.

hak suatu miegara memutuskan perjanjian, menarik

eseluruhan kecuali dalam ketentuan-ketentuan yang tercantum
asal 44 ayat (3) dan Pasal 60.

dalam h:

\ 44 ayat (3) menentukan dasar untuk menyatakan tidak sah suatu
erjafjian internasional, atau berakhir atau menarik diri atau menangguhkan
kerjanya suatu perjanjian internasional yang berkaitan dengan ketentuan-
etentuan tertentu, maka hal itu hanya dapat dilakukan atas ketentuan-ketentuan

dalam perjanjian, apabila:
(a) ketentuan-ketentuan itu dapat dipisahkan dari ketentuan-ketentuan kese-
luruhan perjanjian yang berkaitan dengan penerapannya;
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(b) itu muncul dari perjanjian atau sebaliknya ditentukan bahwa penerimaan
dari klausul-klausul tersebut tidak merupakan dasar-dasar yang pokok
(esensial) dari kesepakatan pokok atau pihak yang lain untuk terikat pada
perjanjian secara keseluruhan; dan

(c) pelaksanaan selanjutnya dari sebagian (sisa) perjanjian tidak akan adil.

Pasal 44 ayat (4): jika pernyataan tidak sah, berakhir, menarik diri ata
penundaan pelaksanaan suatu perjanjian terkait dengan ketentuan Pasal 49,
yaitu adanya kecurangan oleh pihak lain (fraud) dan adanya tindakan licik
(coruption) dari wakil dari suatu negara pihak (Pasal 50), maka ber.

takan tuntutan baik atas keseluruhan perjanjian atau atas ketent

18 cogens (treaties
aw), maka pemisahan
ketentuan-ketentuan dari perjanjian terseb ipesbolehkan. Ketentuan ini
menegaskan adanya kesadaran huku melindungi kepentingan masyarakat
internasional pada umumnya daripada an-kepentingan tertentu yang
sifatnya subjektif. Jadi sudah merupakan perilaku yang merupakan kebiasaan dan
dengan iktikad baik.
Pasal 45

Loss of a right to in “for invalidating, terminating, withdrawing
spending the operation of a treaty

invoke a ground for invalidating, terminating, with-

ave expressly agreed that the treaty is valid or remains in force

ontinues in operation as the case may be; or

(b)Wit must by reason of its conduct be considered as having acquiesced in
the validity of the treaty or in its maintenance in force or in operation,
as the case may be.

Pasal 45 mengatur hilangnya hak untuk mengajukan tuntutan untuk
menyatakan tidak sah, untuk mengakhiri, untuk menarik diri, dan menunda
bekerjanya suatu perjanjian menurut Pasal 46-50 atau Pasal 60-62, jika:
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(a)

(b)

B.

yang terdapat dalam hukum nasional sehubungan dengan kew:
mengikatkan negara pada suatu perjanjian internasional; la
kecurangan (found); kelicikan dari wakil negara yanggberhak

negara tersebut harus menyetujui secara jelas bahwa perjanjian itu sah
atau masih tetap berlaku atau masih berlaku; atau

negara tersebut dengan alasan sikapnya dianggap telah menyetujui keab-
sahan atau mengakui bahwa perjanjian itu masih berlaku.

KETIDAKSAHAN SUATU PERJANJIAN

negaranya pada suatu perjanjian internasional.

1.

Ketidaksahan Disebabkan karena Pe n Atas Ketentuan
dalam Hukum Nasional Sehubungan de enangan untuk
Mengikatkan Negara pada S : Internasional

Provisions of internal la j petence to conclude treaties

(1) A State may not invo at its consent to be bound by a treaty

nclude treaties as invalidating its consent unless that
ifest and concerned a rule of its internal law of

asa engatur tentang ketentuan hukum nasional sehubungan dengan
nsi untuk membuat perjanjian internasional.

sal 46 ayat (1) menentukan, bahwa suatu negara tidak dapat menge-

ukakan bahwa kesepakatan untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian

nternasional tidak sah karena melanggar ketentuan hukum misalnya tentang

wewenang untuk membuat perjanjian internasional; ketentuan yang dilanggar

mengenai hal yang sangat mendasar; pelanggaran itu terjadi secara terang-

terangan.
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Pasal 46 ayat (2) memberi kejelasan sebagai berikut.

a. Tentang apa yang dilakukan benar-benar terjadi terang-terangan. Jadi
yang dimaksud dengan dilakukan benar-benar terjadi terang-terangan jika
terbukti secara objektif bagi setiap negara yang melakukan sendiri tentang
masalah tersebut dengan kebiasaan dan dengan iktikad baik.

b. Hal itu disebutkan dalam perjanjian tersebut atau ditentukan bahwa penu
daan ketentuan-ketentuan tersebut bukanlah merupakan dasar yang utama
bagi persetujuan pihak atau pihak-pihak lainnya untuk mengikatkan di
perjanjian itu secara keseluruhan.

c.  Tetap diberlakukan ketentuan-ketentuan yang lainnya dalam
masih ada atau berlaku hal ini tidak akan menimbulk

Pasal 47

Specific restrictions on authority to express th

his omission to observe that restriction 19t be invoked as invalidating
the consent expressed by him un ewéstriction was notified to the other

ada adanya kelalajian wakil negara

egaranya pada suatu perjanjian internasional)

untuk menaati pembatasa atasan kewenangan yang telah ditetapkan oleh
negaranya, kecuali bila batasan-pembatasan itu diberitahukan pada negara
peserta perun akil negara tersebut menyatakan kesepakatannya

n Suatu Perjanjian Internasional karena Kesalahan

Keti an suatu perjanjian internasional karena kesalahan (error) ditentukan
ada Pasal 48.
Pasal 48
Error

(1) A State may invoke an error in a treaty as invalidating its consent to be
bound by the treaty if the error relates to a fact or situation which was
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assumed by that State to exist at the time when the treaty was concluded
and formed an essential basis of its consent to be bound by the treaty.

(2) Paragraph 1 shall not apply if the State in question contributed by its
own conduct to the error or if the circumstances were such as to put that
State on notice of a possible error.

(3) An error relating only to the wording of the text of a treaty does not
affect its validity; article 79 then applies.

Jadi menurut Pasal 48 ayat (1) bahwa suatu negara peserta
internasional dapat mengemukakan adanya kesalahan pada s
internasional dengan dua syarat berikut.

a. Kesalahan itu berdasarkan dengan fakta atau situasi (k

Ketentuan yang ditentukan pada Pasa erlaku bila negara
iri melakukan kesalahan

adanya kesalahan (Pasal 48 aya

Dalam hal adanya kesalahan adanya kesalahan susunan kalimat

dalam suatu perjanjian, maka haljtu b merupakan alasan untuk menyatakan

perjanjian itu tidak sahg(Pasal 48 a . Kesalahan dalam hal ini diakui dalam

3. Ketidaksahan Suatu Perjanjian Internasional karena Kecurangan

atu perjanjian internasional dapat diajukan apabila adanya

ang d ) yang dilakukan oleh suatu negara dari peserta perjanjian.
ini kan dalam Pasal 49 konvensi.
Pasal 49
Fraud

If a State has been induced to conclude a treaty by the fraudulent conduct of
another negotiating State, the State may invoke the fraud as invalidating its
consent to be bound by the treaty.

Pasal 49 ini menentukan bahwa suatu negara disebabkan karena adanya
kecurangan yang dibuat oleh negara peserta perjanjian lainnya, dapat meng-
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ajukan kecurangan itu sebagai dasar untuk membatalkan kesepakatan yang
telah diberikan untuk serikat pada perjanjian tersebut.

Harus dibedakan antara kesalahan (error) dan kecurangan (fraud). Oleh
karenanya dalam Konvensi Wina hal itu diatur dalam pasal yang berbeda kesa-
lahan diatur di Pasal 48. Sedangkan kecurangan diatur di Pasal 49. Kecurangan
bila terjadi dapat berpengaruh pada akar dari suatu perjanjian, karena dap
menghilangkan semua dasar kepercayaan bersama dari pihak lain.*®

4. Ketidaksahan Suatu Perjanjian Internasional karena Kelicikan
(Corruption) dari Wakil Negara yang Berhak Mengi
nya pada Suatu Perjanjian Internasional

Masalah ini diatur dalam Pasal 50 berikut.
Pasal 50

Corruption of a representative o

Ifthe expression of a State’s consent to b
through the corruption of its represe

suatu perjanjian internasional
dilakukan oleh wakil negara yang
berhak mengikatkan efaranya pada suatu perjanjian internasional. Perbuatan

langsung ataupun tidak langsung. Adanya perbuatan

ntuk ada jaminan bahwa perbuatan tersebut dapat
tuduhan yang dilakukan oleh negara perunding lainnya.

Pasal 51
ercion of a representative of a State or of an international organization

e expression of a State's consent to be bound by a treaty which has been
procured by the coercion of its representative through acts or threats directed
against him shall be without any legal effect.

48  Sumaryo Suryokusumo, op.cit., him. 518.
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Paksaan (coercion) dibedakan antara paksaan terhadap wakil negara yang
berhak mengikatkan negaranya pada suatu perjanjian internasional dan pak-
saan terhadap negara. Komisi Hukum Internasional (ILC) sendiri mengenai
hal ini tidak terlalu mudah untuk membedakan antara paksaan yang dilakukan
terhadap wakil negara yang berhak mengikatkan negaranya pada suatu perjanjian
internasional dan paksaan yang dilakukan terhadap negaranya. Sebagai contoh
suatu kasus yang terjadi pada tahun 1939 presiden dan menteri luar n
Chekoslovakia telah dipaksa oleh Hitler dari Jerman untuk menandatang

Bohemia dan Moravia di bawah protektorat Jerman. Ini me
paksaan terhadap pribadi presiden/menteri luar negeri jugamner
terhadap Chekoslovakia.*

Pasal 51 Konvensi Wina 1969 menentukan paksaan ilakukan terhadap
perwakilan negara yang berhak mengikatkan n

a pada suatu perjanjian
internasional. Jadi Pasal 51 menentukan ketentua

negara dengan ancaman, maka yata@n wakil negara tersebut tidak akan

aksudkan dengan
masalah khusus di mana pernyataan tu negara untuk terikat

pada suatu perjanjian internasional paksaan terhadap wakil

mempunyai kekuatan hukum.

Jika Pasal 51 mengatur tenfang paksa@n (coercion) yang dilakukan terhadap
wakil negara, maka Pasal 52 m paksaan yang dilakukan oleh negara
dengan ancaman

al 52 ini mengatur suatu perjanjian internasional itu tidak sah jika

peémbuatannya dilakukan dengan ancaman atau penggunaan kekerasan yang
rtentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang tercantum
lam piagam PBB.

Sebagaimana kita ketahui maka Pasal 2 ayat (4) piagam PBB menentu-
kan: segenap anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri

49 Elias, T.O., op.cit., him. 167.
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dari tindakan mengancam atas menggunakan kekerasan terhadap integritas
wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun
yang bertentangan dengan tujuan PBB.

Ketika Komisi Hukum Internasional (ILC) merumuskan Pasal 52 ini
terdapat perdebatan yang sengit, karena negara-negara berkembang dari Asia,
Afrika, dan Amerika Latin mengusulkan bawa paksaan yang terdapat dala
Pasal 52 ini meliputi paksaan/tekanan dalam bidang politik dan ekonomi. Aka
tetapi, banyak peserta konferensi terutama dari negara-negara Barat yan

menyetujui bahwa pemaksaan yang diatur dalam Pasal 52 hanyala
pemaksaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dala
PBB. Walaupun juga diakui bahwa tekanan-tekanan politik danjeko
dikutuk (condemned), maka sebagai jalan keluar dibuatlalideklagasi ter§endiri

yang dikeluarkan dalam rangka Konvensi Wina dengan at dalam Final
Act Konferensi Wina dengan judul “Declaration on ib of Military,
Politic and Economic Coercion in the Conclusion of

b. Perjanjian Internasional dalam K Jus Cogens

Ketentuan dalam Konvensi Win tur perjanjian internasional

kaitannya dengan Jus Cogens diatir da al'53 berikut.
al
Treaties ¢ ¢ with a peremptory norm of general

ional law (jus cogens)

t the time of its conclusion, it conflicts with a
neral international law. For the purposes of the
ion, a peremptory norm of general international law is a
and recognized by the international community of States
a norm from which no derogation is permitted and which
modified only by a subsequent norm of general international law
ing the same character.

enurut ketentuan dalam pasal ini maka perjanjian internasional itu batal
perjanjian itu bertentangan dengan kaidah dasar dalam hukum internasional
(peremptory norm of general international law). Selanjutnya dalam pasal tersebut
juga menjelaskan apa yang dimaksud dengan kaidah dasar hukum internasional,
peremptory norm (jus cogens).
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.. A peremptory norm of general international law is a norm accepted
and recognized by the international community of states as a whole as a
norm which no derogation is permitted and which can modified only by a
subsequent norm of general international law having the same character.

Jadi kaidah dasar dari hukum internasional umum adalah suatu norma
yang diterima dan diakui oleh masyarakat internasional dari negara-negara
secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak bisa diubah/diabai
dan hanya bisa diperbarui oleh suatu norma hukum internasional umu
berikutnya yang mempunyai sifat yang serupa.

Ketika membicarakan tentang masalah jus cogens ini di
perdebatan yang sengit di antara para delegasi. Beberapa kogitent.

misalkan, pertama: seperti delegasi Chili dan Mexicaffhengginukakan bahwa
norma jus cogens dapat diubah dengan suatu perjanjian ateral umum yang

memutuskan norma baru dari jus cogens. Kedua: engemukakan,

analogi dari konsep hukum privat (private law) ti i di mana dalam
wenang) untuk memutus suatu peratd )
publik (public policy). Ketiga: pen: v draf yang dlkemukakan oleh Komisi

egasi juga a-beda, sebagai contoh: pendapat dari

imaksudkan dengan jus cogens seperti prinsip-prinsip
rti prinsip, non-agresi, dan non intervensi untuk
suatu negara, persamaan derajat (sovereign equality), dan
yang ada di hukum internasional serta Pasal 1 dan 2

cogens, seperti juga kebebasan laut bebas (high seas), larangan ada-
dakan dan genosida (genocide) dan peraturan-peraturan tentang perang
i t, sedang delegasi Byello Rusia menyebut dalam konteks, pemeliharaan
rdamaian antar bangsa-bangsa, perjuangan melawan dominasi kolonial, dan
enghargaan atas kedaulatan negara. Sedang delegasi Ukraina memberi contoh
tentang kaidah dasar adalah prinsip pengakuan secara universal larangan untuk
penggunaan kekerasan, perang yang melanggar hukum (unlawful war), dan
kolonialisasi. Usulan dari delegasi Amerika Serikat terdiri dari 2 bagian berikut.
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1)

2)

a8

Ketentuan ini hanya diterapkan pada perjanjian yang ketika diputuskan
(ad the time of its conclusion) melanggar norma jus cogens.

Menentukan tes bagi norma jus cogens dengan mengidentifikasikan bahwa
norma jus cogens adalah norma yang harus diakui secara umum oleh
bangsa-bangsa dan sistem hukum nasional dari seluruh dunia singkatnya
bahwa norma jus cogens adalah harus mempunyai karakter universal da
didukung oleh masyarakat internasional secara keseluruhan. Sedangka

jus cogens adalah norma yang diakui oleh masyarakat internasi
suatu norma yang tidak boleh diabaikan/dilanggar. Pendapa

notion the general consent). Setelah perdebatan panjan
perumusan: a peremptory norm of general i jona
accepted and recognized by international commu as a whole.

irnya diterima
is a norm
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Rab
!

BERAKHIRNYA DAN PENUNDAAN
BERLAKUNYA SUATU PERJANJIAN
INTERNASIONAL
(TERMINATION AND SUSPENSI
OF THE OPERATION OF A TREATI

/ A N PEMICU
BERAKHIRNYA DAN TERTUNDANY/ ANJIAN

Kesepakatan yang terjadi antara n gara\yang dituangkan dalam
suatu perjanjian internasional baik aupun yang multilateral,
suatu saat karena adanya per ntingan atau keadaan yang dapat

menyebabkan para pihak dal ' ’rasa perlu untuk mengakhirinya
atau menundanya.

Kita mengenal da

perjanjian intern Berakhirnya suatu perjanjian internasional, yaitu:
1. ari perjanjian itu sendiri;

2. karen lkesepakatan para pihak;

3. punah pihak atau objek perjanjian dari para pihak;

4 sekuensi adanya pelanggaran;

ngkinkan melaksanakan perjanjian;
rjanjian baru yang menggantikannya;
ya perubahan yang mendasar (rebus sic stantibus).

alam Konvensi Wina tahun 1969 masalah berakhirnya dan penangguhan

atu perjanjian internasional diatur dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 64,

demikian juga diatur tentang prosedur, juga diatur tentang akibat dari tidak

sahnya perjanjian, pengakhiran, dan penangguhan dari bekerjanya suatu
perjanjian Pasal 65 sampai dengan Pasal 72.

Konvensi Wina 1969 dalam Pasal 54 menentukan sebagai berikut.
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B. BERAKHIRNYA DAN PENARIKAN DIRI DARI PER-
JANJIAN

1. Berdasarkan Ketentuan Perjanjian atau dengan Kesepakatan Para
Pihak

Pasal 54
Termination of or withdrawal from a treaty under its provisions or by consent
of the parties

The termination of a treaty or the withdrawal of a party may take plage:
(a) in conformity with the provisions of the treaty; or

(b) at any time by consent of all the parties after consultation with,the'other
contracting States.

Menurut Pasal 54 bahwa berakhirnya atau penarikan dari suatu per-
janjian bisa terjadi karena:

(a) sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalagagperja ; ata

(b) adanya kesepakatan dari semua pil@ gadakan konsultasi
dengan negara-negara pendukung la
Menurut Pasal 54 (a): biasany: internasional ada ketentuan,

aktu tertentu perjanjian itu ber-
tertentu dan bila kejadian tertentu
an berakhir.

menurut ketentuan ini maka para pihak dapat

multilategal. i harus diingat bahwa jika perjanjian itu diberlaku-
kan dengan‘gatifikasi, maka pengakhirannya pun harus dengan ratifikasi.

urangnya Peserta Perjanjian
Pasal 55
Reduction of the parties to a multilateral treaty
below the number necessary for its entry into force

Unless the treaty otherwise provides, a multilateral treaty does not terminate
by reason only of the fact that the number of the parties falls below the
number necessary for its entry force.
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Pasal 55 ini menentukan bahwa dalam perjanjian multilateral jika jumlah
pihak yang keluar dari perjanjian tersebut jumlahnya melampaui jumlah mini-
mum yang diperlukan untuk berlakunya perjanjian tersebut, maka perjanjian
tersebut tidak berakhir, kecuali jika perjanjian itu sendiri menentukan lain.
Sebagai contoh misalkan dalam perjanjian internasional A, ketentuan penutup
perjanjian A tersebut menentukan bahwa perjanjian internasional A tersebut
akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah hari penyampaian instru
ratifikasi atau aksesi yang kedua puluh lima.

Syarat itu dipenuhi misalnya pada tanggal 1 Agustus tahun 2000/ Setel
20 tahun perjanjian A itu berlaku, kemudian yang telah menjadi
perjanjian A mencapai 30 negara. Akan tetapi kemudian
beberapa pihak mengakhiri keanggotaan perjanjian A
mencapai 10 negara, jadi keanggotaan perjanjian A 20 : a
di bawah 25 yang menjadi syarat berlakunya perjaniji
tinggal 20, jadi di bawah syarat 25 anggota un

walaupun demikian menurut Pasal 55 ko iperjaijian A tidak berakhir.
3. Tidak Ada Ketentuan tentan a ya dan Penarikan Diri
dari Perjanjian
sal
Denunciation of or withdr a treaty containing no provision

mination, denunciation or withdrawal

(1) A trea jns no provision regarding its termination and

established that the parties intended to admit the possibility of
unciation or withdrawal; or
right of denunciation or withdrawal may be implied by the
nature of the treaty.
) A party shall give not less than twelve months notice of its intention to
denounce or withdrawal from a treaty under paragraph 1.

Pasal 56 ini mengatur tentang penarikan diri dan pemutusan dari suatu
perjanjian yang tidak menurut ketentuan tentang pengakhiran, pemutusan
atau penarikan diri maka perjanjian tersebut tidak terpengaruh akan adanya
pemutusan dan penarikan diri kecuali bila Pasal 56 ayat (1a) para pihak memang
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bermaksud untuk mengakui adanya kemungkinan untuk memutuskan atau
menarik diri atau bila secara implisit terjadi karena sifat perjanjian tersebut Pasal
56 ayat (1b). Bagi pihak yang memutuskan hubungan dan menarik diri dari
suatu perjanjian ada kewajiban untuk memberitahukan sekurang-kurangnya
dua belas bulan mengenai maksud untuk memutuskan atau menarik diri Pasal
56 ayat (2). Kewajiban ini dimaksud agar pihak peserta perjanjian lainny:

mengetahui maksud itu.

Dalam hal penarikan keanggotaan dari perjanjian multilateral yan,
ada ketentuan tentang pemutusan hubungan atau penarikan diri, sebdgai
dapat dikemukakan keluarnya Indonesia pada keanggotaannya

pernah terjadi Indonesia keluar dari PBB, Indonesi
dengan Surat Deputi Perdana Menteri/Mentes eri Indonesia kepada

65. Keputusan tersebut
an terpilihnya Malaysia sebagai

eamanan adalah warga yang memberi sumbangan
internasional. Syarat ini menurut Indonesia

si politik dalam negeri Indonesia berubah (Orde Lama

gan Orde Baru), pemerintah Orde Baru menganggap bahwa

Indonesia masih perlu untuk menjadi anggota PBB. Pada bulan September

Indonesia menyatakan akan kembali menjadi anggota PBB. Pada

u Sekretaris Jenderal PBB menerima kembali keanggotaan Indonesia

di PBB, menyatakan bahwa obsesinya Indonesia merupakan pemisahan diri
(disassociation).”

50 Budiono Kusumohamidjojo, op.cit., him. 50.
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C. PENUNDAAN BEKERJANYA SUATU PERJANJIAN
1. Menurut Ketentuan dalam Perjanjian atau dengan Kesepakatan
Para Pihak
Pasal 57

Suspension of the operation of a treaty under its provisions or by consent
of the parties

The operation of a treaty in regard to all the parties or to a particillar pa

may be suspended:

(a) in conformity with the provisions of the treaty; or

(b) at any time by consent of all the parties after con
contracting States.

Pasal 57: penangguhan suatu perjanjian inge

ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian :
para pihak setelah berkonsultasi dengan & erfinding lainnya (57 b).

Jadi menurut Pasal 57 dua hal y:
ketentuan-ketentuan yang ada d anjian. 2) adanya kesepakatan para
pihak setelah berkonsultasi d unding lainnya.

Jadi menurut Pasal 57 penangguhalt perjanjian dapat dilakukan apabila

Pasal 58
Suspension of the operation of a multilateral treaty by agreement
between certain of the parties only

1) Two or more parties to a multilateral treaty may conclude an agreement
to suspend the operation of provisions of the treaty, temporarily and as
between themselves alone, if:
(a) the possibility of such a suspension is provided for by the treaty; or
(b) the suspension in question is not prohibited by the treaty and:
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(i) does not affect the enjoyment by the other parties of their
rights under the treaty or the performance of their obliga-
tions;

(ii) is not incompatible with the object and purpose of the treaty.

(2) Unless in a case failing under paragraph 1 (a) the treaty otherwise provides,
the parties in question shall notify the other parties of their intention t
conclude the agreement and of those provisions of the operation of which

they intend to suspend.

Menurut Pasal 58 ini, maka dalam perjanjian multilateral
adanya penangguhan berlakunya perjanjian dengan persetuju;

pihak tertentu dalam perjanjian multilateral tersebut, untukg$ementaraaktu di
antara mereka sendiri dengan syarat bahwa:

(a) kemungkinan penangguhan sementara itu di perjanjian

tersebut; atau
jian dan syaratnya:

i) tidak berpengaruh terhadap hak'da : ak lainnya atau dalam

ii) tidak bertentangan dengan m an tujuan dari perjanjian itu.

itu ada ketentuan penangguhan
la) maka para pihak yang akan menangguhkan

kan, memberitahukan pada pihak-pihak lainnya

8 ini perkataan ketentuan berada pada ayat (2), yang
s in a case falling under paragraph 1 (a) the treaty otherwise

suspend”.

hall notify akan memberi tahu dengan adanya kata shall (akan) ini me-
unjukkan bahwa pemberitahuan pada pihak peserta lain dalam perjanjian tidak
wajib namun hanya fakultatif dan seolah-olah hanya merupakan kesopanan

dalam pergaulan internasional.
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D. PENGAKHIRAN ATAU PENANGGUHAN BEKERJANYA
SUATU PERJANJIAN KARENA ADANYA PEMBUATAN
PERJANJIAN BARU

Pasal 59

Termination or suspension of the operation of a treaty implied
by conclusion of a later treaty
(1) A treaty shall be considered as terminated if all the parties to itgoncl
a later treaty relating to the same subject-matter and:
(a) it appears from the later treaty or is otherwise esta
parties intended that the matter should be govern

or
(b) the provisions of the later treaty are so far patible with those

of the earlier one that the two tr capable of being

applied at the same time.

(2) The earlier treaty shall be considéredia suspended in operation if
it appears from the later treat gtherwiseestablished that such was

the intention of the parti

Pasal 59 mengatur bah ian berakhir jika semua pihak

membuat perjanjian baru me asalah yang diatur dalam perjanjian
lama. Menurut Pasal 59 ayat a perjanjian baru itu dibentuk dari

perjanjian lama, a pihak sepakat masalah yang diatur dalam perjanjian

lama harus diat perjanjian baru.

sal 59 ayat (2): perjanjian lama harus dianggap ditangguhkan bila hal
k dari perjanjian yang baru atau hal itu ditetapkan sebagai kehendak
arapihak.

Pasal 59 ini mengatur adanya perjanjian baru yang mengatur masalah
yang sama dengan perjanjian yang telah ada (baru). Dalam ketentuan Pasal
59 ini maka perjanjian yang baru dibentuk berdasarkan perjanjian yang lama
atau para peserta pihak sepakat apa yang diatur dalam perjanjian lama diatur
dalam perjanjian baru.
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Selanjutnya Pasal 59 ayat (1b) bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam perjanjian baru tidak boleh bertentangan dengan perjanjian lama,
perjanjian yang baru dan yang lama tidak dapat diberlakukan bersamaan.

Pasal 59 ayat (2): mengatur bahwa perjanjian yang lama harus dianggap
ditangguhkan bila hal itu diatur dalam perjanjian baru atau hal itu dapat

diketahui dan kehendak para pihak peserta perjanjian untuk menangguhka
perjanjian lama. Untuk mengetahui kehendak para pihak dapat dilihat prakti
sikap para pihak dalam melaksanakan perjanjian tersebut.

E. TIDAK MUNGKIN MELAKUKAN PERJAN]JIA

1. Tidak Mungkin Melaksanakan Perjanjian enafAdanya
Pelanggaran

Pasal 60

Termination or suspension of the operation of a

ally affected by the breach to invoke it as a ground for

e operation of the treaty in whole or in part in the

ns between itself and the defaulting state;

arty other than the defaulting State to invoke the breach as
a ground for suspending the operation of the treaty in whole or in
part with respect to itself if the treaty is of such a character that a
material breach of its provisions by one party radically changes the
position of every party with respect to the further performance of
its obligations under the treaty.

(3) A material breach of a treaty, for the purposes of this article, consists in:

(a) arepudiation of the treaty not sanctioned by the present covention;

or
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(b) the violation of a provision essential to the accomplishment of the
object or purpose of the treaty.

(4) The foregoing paragraphs are without prejudice to any provision in the
treaty applicable in the event of a breach.

(5) Paragraphs 1 to 3 do not apply to provisions relating to the protection

of the human person contained in treaties of a humanitarian char
in particular to provisions prohibiting any form of reprisals aga
persons protected by such treaties.
Pasal 60 mengatur tentang pengakhiran atau pemutusan s janji
internasional karena adanya pelanggaran.

Pasal 60 ayat (1): dalam hal adanya pelanggaran d perjanjian bilateral,
maka pihak lain dapat mengajukan pelanggaran terse agai dasar untuk

mengakhiri atau menangguhkan berlakunya p ebut seluruhnya

atau sebagian.

Pasal 60 ayat (2): dalam rangka perjafijia teral bila ada pelanggaran
yang dilakukan oleh negara pihak, mék kelain @alam perjanjian tersebut
dengan kesepakatan bulat anta k@ dapat mengajukan penangguhan

suatu pihak yang merasa dirugikan karena adanya
pelanggaran tersé : engajukan penangguhan sebagian atau seluruhnya

t (3): maka dirumuskan apa yang dimaksud dengan pelang-
erial breach) itu dapat berupa penyangkalan atau perlakuan
tau pelanggaran (violation) dari maksud yang esensial bagi
n yang penting untuk tercapainya maksud dan tujuan dari perjanjian.
sal 60 ayat (4) menegaskan bahwa ketentuan-ketentuan Pasal 60 ayat
), (2), dan (3) dapat diterapkan pada setiap pelanggaran tanpa mempunyai
rti dari setiap ketentuan dalam perjanjian.
Pasal 60 ayat (5) menentukan bahwa Pasal 60 ayat (1), (2), dan (3) tidak dapat
diterapkan pada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan
orang perorangan yang termuat dalam perjanjian yang merupakan bentuk
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perikemanusiaan, khususnya terhadap ketentuan-ketentuan yang melarang
setiap bentuk pembalasan terhadap orang-orang yang dilindungi hukum
perjanjian.
Pasal 61
Supervening impossibility of performance
(1) A party may invoke the impossibility of performing a treaty as
if the

impossibility result from the permanent disappearance or destruction of

ground for terminating for terminating or withdrawing from it

an object indispensable for the execution of the treaty. If the i
is temporary, it may be invoke only as a ground fox, s
operation of the treaty.

(2) Impossibility of performance may not be invoked ty as a ground
for terminating, withdrawing from or su

ing t eration of a
treaty if the imposssibility is the result or a b arty either of
an obligation under the treaty or o ternational obligation

owed to any other party to the t

Pasal 61 mengatur tentang tid inkannya melaksanakan suatu

diperlukan untuk pelaksanaan suat janjian hilangnya atau lenyapnya objek

nen. Misalnya suatu perjanjian yang mengatur
ternyata pulau tersebut karena keadaan

idakmungkinan itu sifatnya sementara, maka hal ini bisa diminta
a ‘sebagai dasar penangguhan/penundaan perjanjian. Jika ketidak-
mupgkinannya melaksanakan perjanjian merupakan akibat dari pelanggaran
g dilakukan oleh pihak tersebut baik kewajiban menurut perjanjian
atau kewajiban internasional yang dimiliki oleh pihak lainnya, maka
ketidakmungkinan tersebut tidak mungkin dipakai dasar dari permohonan
untuk pengakhiran atau pemutusan suatu perjanjian (Pasal 61 ayat (2)).
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2. Karena Adanya Perubahan yang Mendasar
Pasal 62
Fundamental change of circumstances
(1) A fundamental change of circumstances which has occurred with
regard to those existing at the time of the conclusion of a treaty, and

which was not foreseen by the parties, may not be invoked as a gr
for terminating or withdrawing from the treaty unless:

(a) the existence of those circumstances constituted an essential bas
of the consent of the parties to be bound by the trea

(b) the effect of the change is radically to trangfori, th

(2) A fundamental change of circumstances m
ground for terminating or withdrawing
(a) if the treaty establishes a boundary;
(b) if the fundamental changed$ of a breach by the party

invoking it either of an a he treaty or of any other

international obligati ved to any other party to the treaty.

3) If, ' ayparty may invoke a fundamental

perubahan yang mendasar yang telah terjadi
ibuat, dan yang tidak diduga oleh para pihak tidak dapat

perubahan tersebut sama sekali untuk mengubah kewajiban-
n yang masih belum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut.

di berdasarkan Pasal 62 ayat (1) menentukan keadaan yang pasti dengan
a yang dimaksud dengan perubahan yang mendasar yang dapat dipakai
ntuk mengakui atau menarik diri dari perjanjian:

1. perubahan itu perubahan yang mendasar yang telah terjadi pada waktu
perjanjian dibuat;

2. perubahan itu harus merupakan perubahan yang mendasar;
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tidak diketahui oleh pihak-pihak pada waktu membuat perjanjian;

4. keadaan itu harus berlangsung sebagai suatu dasar dari kehendak para
pihak untuk terikat pada perjanjian;

5. dampak dari perubahan tersebut sama sekali tidak mengubah kewajiban-
kewajiban yang belum dilaksanakan sesuai dengan perjanjian tersebut.

Jadi setiap negara tidak dapat meminta berdasarkan kelakuannya ata

kehendak sendiri, sebagai contoh perubahan dalam pemerintahan suatu negara

peserta perjanjian tidak dapat dipakai sebagai suatu alasan mengakhiri atai me-
narik diri dari suatu perjanjian internasional kecuali bila hal tersebut
untuk menjadi alasan sebagai suatu perubahan yang mendasar d

dari perubahan yang mendasar itu mempengaruhi esensi r dari

pihak peserta perjanjian terikat dalam perjanjian.
Ayat (2): suatu perubahan keadaan yang menda

b. jika perubahan yang mendasar itu n : asil'dari pelanggaran oleh
pihak yang yang memintanya bai ajibannya menurut perjanjian
itu maupun suatu kewajibaft' i ional lainnya yang dimiliki oleh
pihak perjanjian lainnya.

asal 62 ayat (1): bahwa perubahan
idak boleh dimintakan sebagai dasar pengakhiran
tersebut untuk menentukan perbatasan.
tidak hanya meliputi perjanjian yang mengatur

ommission (ILC) menolak usulan bahwa pengecualian boleh
prinsip self determination tetapi menerima pelaksanaan
ermasuk dalam suatu kasus di mana itu merupakan pelaksanaan
i suatu keadaan.

rut prinsip pada Pasal 62 ayat (2), suatu pelanggaran terhadap kewajiban
timbul dari perjanjian atau kewajiban menurut hukum internasional tidak
at dipakai sebagai perubahan mendasar untuk alasan pengakhiran atau
penarikan diri dari suatu perjanjian.

51 Anthony Aust, op.cit, him. 242.
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Ayat (3): jika menurut paragraf-paragraf sebelumnya, suatu pihak bisa
meminta perubahan keadaan yang mendasar sebagai dasar untuk mengakhiri
atau menarik diri dari perjanjian, pihak tersebut bisa juga meminta perubahan
itu sebagai dasar untuk menunda bekerjanya perjanjian tersebut.

Perubahan yang mendasar itu dalam hukum internasional dikenal dengan
doktrin rebus sic stantibus, tetapi di antara para ahli hukum internasional terdapat
perbedaan tentang status rebus sic stantibus. Ada pendapat mengatakan ba »
rebus sic stantibus adalah sebagai moral internasional dan ada yang befpendap

sebagai masalah hukum (legal matters). Pendapat yang mengem
rebus sic stantibus adalah suatu prinsip hukum dan bukan s

=
Q
=
N
&
%)

S
=

matters the circumstances that it involves, the consideratioft of facts does not of

course of its characters.”

Konvensi Wina tahun 1969 tentang gerjanj nternasional juga tidak

bi mempergunakan fundamental
) ohamidjojo,”® bahwa tidak
dipergunakannya istilah rebus si tibus‘dengan maksud untuk menekankan
sifat objektif dari ketentuan itu'dan j menghindari implikasi doktriner
dari istilah itu.

Pemahaman fupy ental change of circumstances ini menurut T.O. Elias,*

arus merupakan perubahan yang mendasar.
ga tidak terlihat (tidak diperhitungkan) oleh para pihak waktu

radaan dari keadaan itu harus merupakan suatu dasar yang esensial
ri kesepakatan para pihak untuk terikat pada suatu perjanjian.

52 Djaenal Sidik Suraputra, Doktrin Rebus Sic Stantibus dan Hukum Perjanjian Internasional,
dalam buku Mardjono Reksodiputro, Pengabdian Seorang Guru Besar Hukum Pidana,
Badan Penerbit FHUI, 2007, him. 96.

53 Budiono Kusumohamidjojo, ibid., him. 54.

54  T.O. Elias, The Modern Law of Treaties, 1974, Oceana Publication, Inc., Dobles Ferry, N-Y:
A.W. Sijthoff-Leiden, him. 125.
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5.  Dampak dari perubahan harus radikal untuk mengubah kewajiban yang

masih harus dipenuhi berdasarkan perjanjian yang dibuat.

Setelah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 ada kasus sehubungan
dengan masalah rebus sic stantibus adalah Kasus Fisheries Jurisdiction Case
antara Inggris dan Irlandia yang diputus oleh Mahkamah Internasional (ICJ)
Tahun 1974.

3. Putusnya Hubungan Diplomatik dan Konsuler
Pasal 63

Severance of diplomatic or consular relations

ada di antara mereka, kecuali bila

sangat diperlukan untuk pelaksagaan p,

Ketentuan ini didasarkan padadkenyataan bahwa putusnya hubungan diplo-

matik atau konsuler, bia a dipakai jasa pihak ketiga untuk menyelesaikan

al keftyataannya putusnya hubungan diplomatik atau
konsuler hany: aka kadangkala karena putusnya hubungan diplomatik

ungan dengan adanya peristiwa G.30 S (Gerakan Tiga Puluh
tahun 1965) dan hubungan itu baru diadakan lagi pada tahun 1985.
Contohylain tentang putusnya hubungan diplomatik antara Indonesia dengan

ortugal tahun 1975. Portugal memutuskan hubungan diplomatik dengan
Indonesia karena Indonesia mengirimkan tentara ke Timor Timur dan mema-

sukkan Timor Timur sebagai bagian wilayah Indonesia. Hubungan itu baru

55 D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, Third Edition, London, Sweet and
Maxwell, him. 346-347.
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diperbaiki pada tahun 2001 setelah Timor Timur menjadi negara berdaulat
sebagai akibat adanya referendum yang dilangsungkan di bawah pengawasan
PBB tanggal 30 Agustus tahun 1999.

4. Timbulnya Norma Baru dalam Hukum Internasional
Pasal 64
Emergence of a new peremptory norm of general international |
(jus cogens)

If a new peremptory norm of general international law emerg

treaty which is in conflict with that norm becomes voidaggndermimates.

Pasal 64 ini mengatur jika timbul norma baru d hukym mgernasional
yang merupakan norma dasar (baku), maka suatu per;j
dengan norma baru itu berakhir. Pasal 64 ini ha ihubu

53 yang mengatur dengan jus cogens.

F. PROSEDUR

Prosedur yang ditempuh se an tidak sahnya, pengakhiran,
penarikan diri, atau penundagn sua janjian.

Pa 5
d with respect to invalidity, termination, withdrawal

spension of the operation of a treaty

Procedur to be fol

(1) A party w i

>

under the provisions of the present convention, invokes
in its consent to be bound by a treaty or a ground for

ification shall indicate the measure proposed to be taken with

respect to the treaty and the reasons therefor.

If, after the expiry of a period which, except in cases of special urgency, shall

not be less than three months after the receipt of the notification, no party

has raised any objection, the party making notification may carry out in the

manner provided in article 67 the measure which it has proposed.

(3) If, however, objection has been raised by any other party, the parties
shall seek a solution through the means indicated in Article 33 of the
Charter of the United Nations.
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(4) Nothing in the foregoing paragraphs shall affect the rights or obligations
of the parties under any provisions in force binding the parties with
regard to the settlement of disputes.

(5) Without prejudice to article 45, the fact that a State has not previously
made the notification prescribed in paragraph 1 shall not prevet it
from making such notification in answer to another party claimin
performance of the treaty or alleging its violation.

Pasal 65 ayat (2) menentukan setela
tukan, kecuali dalam waktu tiga bul lah'menerima pemberitahuan tersebut
salah satu pihak tidak diperbolehkall untu gajtikan keberatan dan pihak yang
mengajukan usulan dapat mengambil langkal-langkah sesuai dengan ketentuan
dalam Pasal 67.

Pasal 65 ayat (3):4

diambil sehubungan dengan perjanjian terselt
Q entan waktu yang diten-

eberatan dari salah satu pihak lainnya, maka untuk
e8aian sesuai dengan Pasal 33 Piagam PBB.*

arut ketentuan ini maka ayat (1)-(3) Pasal 65 tidak

): menurut ketentuan bahwa tanpa mengurangi arti Pasal

an bahwa suatu negara sebelumnya tidak membuat pemberitahuan

sebagdimana disebut dalam Pasal 65 ayat (1) tidak akan mencegahnya untuk
buat pemberitahuan dalam rangka menjawab pihak lain yang membuat
sanaan atau menyatakan adanya pelanggaran terhadap perjanjian.

56 Pasal 33 Piagam PBB menentukan bahwa penyelesaian sengketa pertama-tama harus
dijalankan dengan cara damai, yaitu dengan perundingan, penyelidikan, mediasi, konsiliasi,
arbitrase, penyelesaian menurut hukum melalui badan-badan atau pengaturan-pengaturan
regional atau dengan cara damai lainnya yang dipilih mereka sendiri.
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Jika penyelesaian sengketa antara para pihak tidak mencapai maka dalam
waktu 12 bulan setelah tanggal pada waktu penolakan dikemukakan, maka
Pasal 66 mengatur prosedur yang akan ditempuh.

Pasal 66

Procedures for judicial settlement, arbitration,
and conciliation

If, under paragraph 3 of article 65, no solution has been reache

period of 12 month following the date on which the objection was
following procedures shall be followed:

(a) any one of the parties to a dispute concerning t,

interpretation of article 53 or 64 may, by a wriften applic , submit
it to the international court of justice for a decis nless the parties by
common consent agree to submit the di tion;

(b) any one of the parties to a dispute conce he”application or the
interpretation of any of the in part V of the present
Convention may set in motio C ¢ specified in the Annex to

the Convention by sub, g a
General of the United Natio

Jika menurut Pasal 65 ayat)(3) pihak yang berselisih tidak dapat menye-

lesaikan sengketanyagmaka dalam waktu 12 bulan setelah tanggal penolakan

dikemukakan, me edurnya adalah sebagai berikut.

Menurut Pasalig6 (a), jika pihak yang berselisih tentang penerapan atau
penafsiran

iona ra tertulis untuk mendapatkan keputusan kecuali jika para

untuk menyelesaikan secara arbitrase.

b) menentukan bahwa jika ada perselisihan tentang pene-
tau penafsiran dari pasal-pasal yang lain sebagaimana tersebut di

da

tidaksahan, pengakhiran dan penundaan berlakunya perjanjian) dapat meng-

agian V Konvensi Wina tahun 1969 (bagian yang berkenaan dengan

unakan prosedur yang tersebut dalam lampiran (annex) tentang arbitration
and conciliation procedures established in publication of articles 66, dengan
mengajukan permohonan tentang pertikaian tersebut pada Sekretaris Jenderal
PBB.
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Pasal 67
Instruments for declaring invalid, terminating, withdrawing from
or suspending the operation of a treaty
(1) The notification provided for under article 65, paragraph 1, must be
made in writing.
(2) Any act of declaring invalid, terminating, withdrawing from

suspending the operation of a treaty pursuant to the provisions

treaty or of paragraphs 2 or 3 of article 65 shall be carried out t
an instrumen communicated to the other parties. If the i
not signed by the Head of State, Head of Governmeps o
Foreign Affairs, the representative of the State C unicati
be called upon to produce full powers.

Pasal 67 mengatur tentang instrumen yang dipe untik menyatakan
tidak sah, berakhir, menarik diri, atau menunda be a SWatu perjanjian,
yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 67 ayat (1): harus dibuat secara 1s i dengan Pasal 65 ayat
(1).

2. Harus sesuai dengan ketentlan Pdsal 65 ayat (2) atau 65 ayat (3), harus
dilakukan dengan instrume isampaikan pada pihak lainnya.
Instrumen harus ditandatangani oleh Kepala Negara atau Kepala Peme-
rintahan atau Q Negeri jika tidak demikian maka wakil dari

negaranya harus menyampaikan dengan membawa surat kuasa penuh
(full powe

Pasal 68

vocation of notifications and instrumens
provided for in articles 65 and 67

ofification or instrumen provided for in articles 65 and 67 may be

evoked at any time before it takes effect
asal 68 mengatur tentang pembatalan pemberitahuan dan instrumen
sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 67 dapat dibatalkan setiap
waktu sebelum hal tersebut berfungsi. Akibat tidak sahnya, berakhirnya baru

penundaan bekerjanya suatu perjanjian.
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G. AKIBAT TIDAK SAHNYA, BERAKHIRNYA, ATAU TER-
TUNDANYA BEKERJANYA SUATU PERJANJIAN
1. Akibat Tidak Sahnya Suatu Perjanjian
Pasal 69

Consequences of the invalidity of a treaty
(1) A treaty the invalidity of which is established under the pre

Convention is void. The provisions of a void treaty have no le

(2) If acts have nevertheless been performed in reliance on

(a) each party may require any other party to establis

treaty.
(3) In cases falling under articl 2, paragraph 2 does not

apply with respect to th ich the fraud, the act of corruption

at (2): jika tindakan-tindakan menurut perjanjian tersebut telah
ilaksanakan berdasarkan perjanjian tersebut maka:

a) Wmasing-masing pihak bisa meminta pada pihak lainnya sejauh memung-
kinkan untuk memutuskan sikap yang sudah akan terjadi jika tindakan

tersebut belum dilakukan;

(b) tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan dengan iktikad baik sebelum
ketidaksahan itu diajukan, tidak dinyatakan tidak sah hanya dengan alasan
karena tidak sahnya perjanjian.
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Pasal 69 ayat (3): dalam hal-hal yang berkaitan dengan adanya kecurangan
(Pasal 49), kelicikan (Pasal 50), paksaan (Pasal 51), dan ancaman atau peng-
gunaan kekerasan (Pasal 52). Pasal 69 ayat (2) tidak dapat diterapkan terhadap
pihak yang terkait.

Pasal 69 ayat (4) mengatur dalam hal adanya kesepakatan negara-negara
tertentu untuk mengikatkan diri pada perjanjian multilateral, aturan-atura
dalam ayat (1)-(3) Pasal 69 dapat diterapkan dalam hubungannya denga
para pihak dalam perjanjian.

2. Akibat Berakhirnya Suatu Perjanjian
Pasal 70

Consequences of the termination of a tre
(1) Unless the treaty otherwise provisions or
the termination of a treaty under its provisk

the present convention:
(a) releases the parties from a
treaty;
(b) does not affect any ri

(2) If a State denounces or wit
between that State and each of the other parties to the
hen such denunciation or withdrawal takes effect.

treaty fro

Pasal 70
ayat (1): jika
kesepaka irnya suatu perjanjian menurut ketentuan-ketentuan
Konvensi n 1969:
para pihak dari kewajiban-kewajiban menurut perjanjian;
rpengaruh pada hak dan kewajiban atau situasi hukum dari para

p yang lahir dari pelaksanaan perjanjian, sebelum perjanjian itu

erakhir.

Pasal 70 ayat (2): jika suatu negara mengadakan atau menarik diri dari
perjanjian multilateral, maka ayat (1) Pasal 70 ini dapat diterapkan dalam
hubungan antara negara tersebut dan masing-masing para pihak lainnya sejak
tanggal pada waktu pengaduan atau penarikan diri berlaku.
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3. Konsekuensi Adanya Perubahan Mendasar
Pasal 71
Consequences of the invalidity of a treaty which conflicts with a peremptory
norm of general international law
(1) In the case of a treaty which is void under article 53 the parties shall:
(a) eliminate as far as possible the consequences of any act per

in reliance on any provision which conflicts with the pegempt
norm of general international law;

(b) bring their mutual relations into conformity with

norm of general international law.
(2) In the case of a treaty which becomes void and @@rminates Wider-article
64, the termination of the treaty:

(a) releases the parties from any obli

ion fu

to perform the

treaty;
(b) does not affect any right, ob
created through the exe

al situation of the parties
prior to its termination,
provided that those 1. bligations or situations may thereafter be
maintained only their maintance is not in itself in
conflict with the new pefemptary norm of general international law.

an berdasarkan suatu ketentuan yang bertentangan dengan

dasar dalam hukum internasional;
b) hubtingan mereka satu sama lain harus sesuai dengan norma dasar
dalam hukum internasional.
alam hal suatu perjanjian yang menjadi batal karena tumbuhnya norma
dasar baru (Pasal 64), maka berakhirnya perjanjian:
a. melepaskan para pihak dari suatu kewajiban dari suatu perjanjian
yang dinyatakan batal;
b. pembatalan dan pengakhiran perjanjian itu tidak mempengaruhi
hak kewajiban dan situasi hukum dari para pihak yang lahir dari

Bab 7 Berakhirnya dan Penundaan Berlakunya ... ns



perjanjian itu sebelum dinyatakan batal dan berakhirnya perjanjian
dengan pengertian bahwa semua hak, kewajiban atau situasi hukum
sesudah itu hanya bisa diurus sejauh mana perjanjian itu sendiri tidak
berkepentingan dengan norma dasar dalam hukum internasional
yang berlaku.

4. Akibat Penundaan Bekerjanya Suatu Perjanjian
Pasal 72

Consequences of the suspension of the operation of a treat
(1) Unless the treaty otherwise provides or the parties othexwi ree,
the suspension of the operation of a treaty under ifs provisigns otyin
accordance with the present Convention:

(a) releases the parties between which the_operati
suspended from the obligation to perfo
relations during the period of the

(b) does not otherwise affect t
established by the treaty.

(2) During the period of the ensign tie parties shall refrain from acts
tending to obstruct the resumpitjon of the operation of the treaty.

of the treaty is

their mutual

between the parties

Pasal 72 mengatur tentang pe ekerjanya suatu perjanjian. Pasal
jian itu mengatur tentang penundaan atau adanya

nundaan perjanjian menurut konvensi:

(2): selama masa penundaan para pihak tidak boleh melaku-
-tindakan yang cenderung menghambat pemenuhan bekerjanya
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Rab
3

PENYIMPANAN, PEMBERITAHUAN, KOREKSI]
DAN PENDAFTARAN PERJANJIAN
(DEPOSITARY, NOTIFICATIONS, CORREGTI
AND REGISTRATION)

A. ARTI PENTING PENYIMPANA RJANJIAN INTER-
NASIONAL

Suatu perjanjian internasional untuk f an, naskah resmi perjanjian

dengan dokumen-dokumen lainny#
tersebut menurut Pasal 76 diten

Penyampaian suatu perj i ional merupakan hal yang penting.
Dalam perjanjian bilateral m i tara para pihak saling menyimpan

naskah asli perjanjian, tetapi kai dang suatu perjanjian bilateral hanya

mempunyai satu esmi, dalam hal ini maka antara para pihak akan

menetapkan/sepéka menentukan siapa yang akan menyimpan naskah

resmi itu di antara

dan menyatakan bahwa naskah tersebut sesuai dengan aslinya.

alahnya agak lain dengan perjanjian multilateral. Dalam perjanjian
mulilateral karena banyak para pihaknya maka dalam praktik menunjukkan
rlunya ada prosedur yang ditempuh. Peran penyimpanan perjanjian sangat
enting karena hal tersebut akan menjamin formalitas dan prosedur perjanjian
tersebut telah dicatat (di-record). Ketetapan untuk penyimpanan telah diputuskan
oleh para pihak dalam perundingan pembuatan perjanjian.
Jika suatu negara telah ditunjuk sebagai negara penyimpan, maka menteri luar
negerinya yang bertanggung jawab atas hal tersebut.
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B. PENETAPAN PENYIMPANAN

1. Penetapan/Ketentuan Penyimpanan

Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 maka hal tersebut ditetapkan dalam Pasal

76 menentukan:
Pasal 76

Depositaries of treaties

(1) The designation of the depositary of a treaty may be made
negotiating States, either in the treaty itself or in some other
depositary may be one or more States, an international
the chief administrative officer of the organization.

(2) 'The functions of the depositary of a treaty are int jogal in character

performance. In particular, the fact that a
force between certain of the parties erence has appeared

penyimpa i suatu perjanjian bisa ditetapkan
nding baik dengan perjanjian itu sendiri maupun
empat penyimpanan bisa pada satu negara

sanaannya. Khususnya, kenyataan bahwa satu perjanjian
iberlakukan di antara pihak-pihak tertentu atau bahwa sesuatu
daan yang timbul antara suatu negara dengan penyimpan mengenai
elaksanaan dari tugas negara itu, tidak akan mempengaruhi kewajiban
tersebut.

Pasal 76 ayat (2) menentukan bahwa penyimpanan bersifat internasional
bahwa penyimpanan itu merupakan tindak internasional. Menurut hukum
kebiasaan suatu perjanjian multilateral biasanya disimpan di negara tuan
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rumah di mana konferensi untuk membuat perjanjian tersebut diadakan.
Sebagai contoh: telah disebutkan sebelumnya Konvensi Wina Tahun 1969 ini
disimpan di Kementerian Luar Negeri Austria sampai tanggal 30 November,
sesudah itu di Markas Besar PBB di New York. Contoh lain Piagam PBB
karena telah ditetapkan di Konferensi San Fransisco, penyimpanan ditetapkan

di Pemerintah Amerika Serikat.

Dalam banyak perjanjian multilateral biasanya menunjuk organisasi in

administratif dari organisasi itu yang ditunjuk untuk menyi

perjanjian. Sebagai contoh Sekretariat Jenderal PBB ya

perjanjian internasional yang dideposit di PBB.
Hal ini sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB y nentukan: setiap

perjanjian dan setiap persetujuan internasion. kan oleh setiap

anggota PBB yang menjadi pihak sesudah piag u harus secepat

Sebagai pelaksanaan dari ketefi g maka setiap perjanjian
yang didaftarkan di Sekretaria
Internasional (PBB/UN Treati

Suatu prinsip dalam penyimpanag adalah “bersifat internasional” dan

an terlebih apabila negara penyimpan adalah negara
enyimpan harus tegas dalam melaksanakan tugasnya
an untuk membedakan kepentingan nasionalnya dan

i negara penyimpan.

ut'yang memisahkan diri dan memproklamasikan sebagai negara baru.
mudian negara penyimpan menerima instrumen pemberitahuan dari
egara baru tersebut yang belum diakui sebagai negara dan belum mempunyai
hubungan diplomatik.
Dalam hal demikian maka negara penyimpan harus hati-hati dan tidak

perlu memberi keputusan mengenai sahnya instrumen komunikasi tersebut.
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Jika diperlukan maka negara penyimpan dapat mensirkulasikan nota pada
negara pihak-pihak negara lain dari perjanjian (biasanya negara peserta
perjanjian, negara penanda-tangan dan negara-negara lain yang mempunyai
maksud untuk menjadi peserta perjanjian) dan tidak memberi komentar atas
sirkulasi catatan tersebut.

Sebagai contoh dikemukakan oleh Anthony Aust®” pada tanggal 21 Juni
1989 Permanent Observer Palestina suatu badan dari PBB mengajukan suat
instrumen Aksesi dari Negara Palestina pada Konvensi Jenewa 1949.
hal ini maka Swiss sebagai negara penyimpan mensirkulasikan
yang menyatakan, karena ketidakpastian di antara masyaraka

tindakan aksesi. Instrumen sirkulasi itu hanya memberitahifikan pada pihak
Tidak ada
kebutuhan untuk para pihak menjawab nota terse iasanya diam-diam

dan keputusan diserahkan pada mereka untuk ima

enyimpan dan negara
enyimpan maka hal tersebut

jian yang lain akan mengadakan penyelesaiannya
inta pada organisasi internasional untuk sebagai pihak

ut Pasal 76 ayat (1) tempat penyimpanan suatu perjanjian dapat
ditetapkan oleh para negara-negara perunding baik dengan perjanjian itu
endiri maupun dengan cara-cara lain. Tempat penyimpanan bisa pada satu
ra atau lebih atau pada suatu organisasi internasional atau kepala pejabat
administrasi dari organisasi internasional. Sebagai contoh Pasal 81 Konvensi
Wina tahun 1969 menentukan sebagai berikut.

57  Anthony Aust, op.cit., him. 265-266.
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Pasal 81 Konvensi ini dibuka untuk penandatanganan oleh semua negara
anggota PBB atau oleh Badan-badan Khusus atau Badan Tenaga Atom Interna-
sional atau para pihak dari Statuta Mahkamah Internasional dan oleh suatu
negara lainnya yang diundang oleh Majelis Umum PBB untuk menjadi pihak
dari Konvensi. Sampai tanggal 30 November 1969 di Kementerian Luar Negeri
Republik Austria dan sesudah itu sampai tanggal 30 April 1970 di Markas Besar
Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pasal 76 ayat (2) mengatur tugas dari penyimpan perjanjia
berikut.
Penyimpanan bersifat internasional.

b. Mempunyai kewajiban untuk bertindak tidak m ak dalam p
naannya.

c.  Bila kenyataan bahwa suatu perjanjian belu 1l di antara pihak-

pihak tertentu dan bahwa ada suatu perbeda ul antara negara
dengan penyimpan mengenai pelaks dari{ftigas negara itu, tidak akan

mempengaruhi kewajiban terseb

2. Fungsi Penyimpanan

Dalam Konvensi Wina Tahun\1969 telah dikodifikasikan dan diatur secara
rinci fungsi dari penyimpanan. ihat Pasal 77 ada delapan fungsi yang
telah dirumuskan,

Pasal 77 me ai berikut.

1)

an, kecuali dinyatakan lain di dalam perjanjian atau

ara peserta, terdiri khususnya dari:

enjaga pemeliharaan naskah asli perjanjian dan setiap kuasa penuh

disampaikan kepada penyimpan;

mempersiapkan salinan yang sah dari naskah aslinya dan mempersiapkan

setiap naskah perjanjian selanjutnya dalam bahasa-bahasa tambahan
yang diperlukan oleh perjanjian dan meneruskannya kepada para
pihak serta negara-negara yang berhak untuk menjadi pihak pada
perjanjian;

c) menerima setiap penandatanganan untuk perjanjian dan menjaga
pemeliharaan setiap instrumen, pemberitahuan dan hubungan yang
berkaitan dengan perjanjian tersebut;
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2)

126

d) memeriksa apakah tanda tangan atau setiap instrumen, pem-
beritahuan atau hubungan yang berkaitan dengan perjanjian itu
dalam bentuk yang tepat dan layak dan bila perlu menyampaikan
masalahnya kepada negara yang bersangkutan untuk mendapatkan
perhatian;

e) memberitahukan kepada para pihak dan negara yang berhak untu
menjadi pihak pada perjanjian mengenai tindakan-tindakan, bai
pemberitahuan maupun hubungan yang berkaitan dengan per;j

tersebut;
f) memberitahukan kepada negara-negara yang berhak men
pada perjanjian bila jumlah penandatanganan, ataugi

g) melakukan pendaftaran perjanjian pada Se
h) menjalankan tugasnya yang telah di

lainnya di dalam Konvensi ini.
Dalam hal terjadinya sesuat antara satu negara dengan

penyimpan karena pelaksanaan tu nyimpan, maka penyimpan

n negara-negara peserta atau jika
ternasional yang berwenang.

ditentukan dalam Konvensi 1969 ini sangat

ebagai negara penyimpan.
Pasal 77
Function of depositaries

The furictions of a depositary, unless otherwise provided in the treaty or
ed by the contracting States, comprise in particular:

a) keeping custody of the original text of the treaty and of any full
powers delivered to the depositary;

(b) preparing certified copies of the original text and preparing any
further text of the treaty in such additional languages as may be
required by the treaty and transmitting them to the parties and to
the States entitled to become parties to the treaty;
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(c) receiving any signatures to the treaty and receiving and keeping custody
of any instrumens, notifications and communications relating to it;

(d) examining whether the signature or any instrumen, notification or
communication relating to the treaty is in due and proper form and, if
need be, bringing the matter to the attention of the State question;

(e) informing the parties and the States entitled to become partie

treaty;

(f) informing the States entitled to become parties to the
number of signautures or of instruments of ratifi
approval or accession required for the entry jafto fo
has been received or deposited;

(g) registering the treaty with the Secretariat o United Nations;

(h) performing the functions specified imothe ns of the present
Convention.
(2) In the event of any differen aringobetween a State and the

depositary as to the performa :
shall bring the questio fention of the signatory States and the
contmcting States or, ‘
international organi

N DAN KOMUNIKASI
lam Pasal 78 Konvensi Wina 1969. Pasal 78

aksudkan untuk itu, atau jika ada penyimpan, disampaikan

danya;

) “harus dianggap hal itu telah dibuat oleh negara yang bersangkutan
hanya setelah diterima oleh negara di mana hal itu telah diteruskan atau
kemungkinannya setelah penyimpan itu menerimanya;

(c) jika diteruskan kepada penyimpan, harus dianggap hal itu sudah diterima
oleh negara yang dimaksudkan untuk itu, hanya jika negara ini telah
diberitahu oleh penyimpan sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 (e).
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Bagi negara penyimpan mempunyai kewajiban untuk memberitahu
negara peserta perjanjian untuk mendeposit instrumen ratifikasi, ini hanya
sifatnya pemberitahuan. Pemberitahuan bukanlah hal yang substantif dari
transaksi dimana dalam hubungan antar negara penyimpan dengan negaralain.
Tindakan deposit akan mempunyai akibat hukum sesuai dengan isi perjanjian
bahkan bila pemberitahuan itu belum dilakukan oleh negara penyimpan atau
bahkan lalai. Keterlambatan pemberitahuan oleh pihak penyimpan mengena
berlakunya perjanjian tidak mempengaruhi saat berlakunya perjanjian.

Pasal 78

Notifications and communications

Except as the treaty or the present Convention otheggise p
notification or communication to be made by any Stite u the Present
Convention shall:

(a) if there is no depositary, be transmitted dir for which it
is intended, or if there is a depositary,

(b) be considered as having been ma in question only upon
its receipt by the State to which ed or, as the case may
be, upon its receipt by the

(c) if transmitted to a depositary, idered as received by the State for

latter State has been informed by
the depositary inaccordanc article 77, paragraph 1 (e).

D. KOREKSI AHAN TEKS
Kesalahan yangftesjadi eks bisa terjadi, baik pada perjanjian bilateral maupun
pada perjanjian esalahan yang terjadi mungkin berupa: spelling teks,

tidak adanya waktu mengadakan pengecekan teks sebelum
ditandatangani, kesalahan bisa menimbulkan masalah.

k mengatasi masalah tersebut maka Konvensi Wina Tahun 1969
menetapkan Pasal 79 di mana prosedur untuk koreksi kesalahan ditetapkan.

Pasal 79 Konvensi 1969 menetapkan sebagai berikut.

1. Jika perlu adanya koreksi bagi perjanjian yang telah disahkan dan negara-
negara penandatanganan atau negara peserta menyetujui adanya koreksi
dalam perjanjian karena adanya kesalahan. Koreksi atas kesalahan tersebut
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dapat dilakukan dengan cara-cara menurut Konvensi Wina tahun 1969

apabila antara pihak penandatanganan atau peserta memutuskan cara-

cara lain.

Cara-cara menurut Konvensi Wina 1969:

(a) membuat koreksi yang layak di dalam naskah tersebut dan koreksi
tersebut diparaf oleh wakil-wakil yang sudah diberikan otorjsasi
sebagaimana mestinya;

(b) dengan melakukan atau menentukan suatu instrumen-instr
setelah membuat pembetulannya dan untuk dilaksana:

(c) dengan koreksi naskah perjanjian keseluruhan dilaksana

(a) penolakan tidak bisa di
pembetulan naskah t
ratifikasi naskah dan

(b) jika pend i an itu telah diajukan penyimpan harus menyampai-
k laka
pe

Aturan y tersebut dalam ayat (1) dan (2) diterapkan juga dalam hal

telah disahkan dalam dua bahasa atau lebih dan dalam hal
k ada bahasa lain.

us melakukan proses verbal tentang

an salinannya kepada para pihak dan

ersebut kepada negara-negara penanda tangan dan

(O8]

isalkan naskah perjanjian dibuat dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Inggris,
Perancis, dan Spanyol atau naskah itu hanya dibuat dalam 1 bahasa saja
misalkan: bahasa Inggris.
4. Naskah yang sudah diperbaiki menggantikan naskah lama (defective text ab
initio), kecuali bila negara-negara penanda tangan dan peserta-peserta
perjanjian memutuskan lain.
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5. Pembetulan naskah suatu perjanjian yang sudah didaftarkan harus dibe-
ritahukan kepada Sekretaris Jenderal PBB.

6. Dalam hal dijumpai adanya kesalahan dalam salinan asli perjanjian,
penyimpan harus melakukan proses verbal khususnya ratifikasi dan
menyampaikan salinannya kepada negara-negara penanda tangan dan
peserta perjanjian.

Menurut Pasal 79 ayat (1) maka koreksi atas kesalahan teks dapat diadakan.
Dalam perjanjian bilateral pada umumnya ada dua teks asli perjanjian
teks original dan mungkin dengan dua bahasa, apakah teks tersebut d
instrumen tunggal atau suatu nota pertukaran (exchange of note).

Pasal 79 ayat (1).

Pasal 79 ayat (2) menentu
maka pihak penyimpan naska
pada negara penandatangan ata
kesalahan dan usulan

a terletak pada terjemahan tapi kadang-kadang timbul karena

subgtansinya. Misalkan suatu naskah perjanjian pada waktu perundingan hanya

kai satu bahasa kemudian setelah jadi perjanjian disempurnakan dalam dua
bahasa yang berlaku untuk naskah tersebut. Hal tersebut kemungkinan akan
menimbulkan perbedaan pendapat. Dalam hal ini dapat diajukan berdasarkan
Pasal 48 Konvensi Wina 1969.
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Pasal 79 ayat (4): naskah (teks) yang sudah dikoreksi dilaksanakan pada
tanggal di mana naskah menyebut saat berlakunya perjanjian.

Pasal 79 ayat (5): jika terjadi kesalahan dalam salinan asli perjanjian maka
pihak penyimpan harus melakukan proses verbal yang disampaikan pada negara-
negara yang berkepentingan.

Pasal 79
Correction of errors in texts or in certified copies of treaties
(1) Where, after the authentication of the text to a treaty, the signatery Stati
and the contracting States are agreed that it contains an
shall, unless they decide upon some other means of corr

the correction to be initialed by duly aut
(b) by executing or exchanging an in instrumens setting
out the correction which it has bee

(c) by executing a corrected te ole treaty by the same

ere 15 a depositary, the latter shall
ontracting States of the error and

(2)

he text and shall execute a process-verbal of the
of the text and communicate a copy of it to the parties

objection has been raised, the depositary shall communicate

objection to the signatory States and to the contracting States.
The rules in paragraphs 1 and 2 apply also where the text has been
authenticated in two or more languages and it appears that there is a lack
of concordance which the signatory States and the contracting States
agree should be corrected.

(4) The corrected text replaces the defective text ab initio, unless the
signatory States and the contracting States otherwise decide.

(5) The correction of the text of a treaty that has been registered shall be
notified to the Secretariat of the United Nations.
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E.

(6) Where an error is discovered in a certified copy of a treaty, the depositary
shall execute a process-verbal specifying the rectification and communicate
a copy it to the signatory States and to the contracting States.

PENDAFTARAN DAN PUBLIKASI PERJANJIAN

Pendaftaran suatu perjanjian dianggap penting sebagai salah satu cara untu

menghindari adanya perjanjian rahasia. Sejak masa Liga Bangsa-Bangsa (LBB

telah diakui pentingnya pendaftaran perjanjian internasional, hal ini sebagafinana
ditentukan dalam Pasal 18 Anggaran Dasar (Covenant) LBB.

LBB,
dalam League of Nations Treaties Seri TS).

(

terse

Pasal 18 Angggaran Dasar LBB menentukan:

Every treaty on international engagement entered intgfherea by“eny

until so registered.

Jadi menurut Pasal 18 Covenant LBB a ang dibuat oleh anggota
didaftarkan dan oleh Sekretariat LBB

Dalam rangka PBB maka padaPasal402 Pjagam PBB ditetapkan:

Every treaty and every interna [ ement entered into by any Member
of the United Natio#i§@fter the present choices come into force shall as soon
dwithe the Secretariat and published by it.

as possible be re

No party to any Stich treaty on international agreement which has not
been regi in_acc@rdance with the provisions of paragraph 1 of this
e that treaty or agreement before any organ of the United

tional agreement rupanya dimaksud juga termasuk pernyataan
t) suatu negara tetapi mempunyai sifat internasional dan pernyataan

diterima oleh negara lain. Hal ini dianggap oleh Sekretariat PBB sebagai
ent.

Contoh lain pernyataan (deklarasi) yang didasarkan pada Pasal 36 ayat (2)

Statuta Mahkamah Internasional yang menerima jurisdiksi mengikat/compulsory

jurisdiction) juga didaftarkan.

58
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McNair, The Law of Treaties, Oxford at the Claredon Press, 1961, him. 317.
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Pasal 80

Registration and publication of treaties
(1) Treatiesshall, after their entry into force, be transmitted to the Secretariat
of the United Nations for registration or filing and recording, as the case
may be and for publication.
(2) 'The designation of a depositary shall constitute authorization for j
perform the acts specified in the preceding paragraph.

Pasal 80 mengatur tentang pencatatan dan penerbitan perjanjia

Pasal 80 ayat (1): perjanjian yang telah berlaku harus dila
Sekretaris Jenderal PBB untuk dicatat, disimpan yang akhirnya,ak
kan. Hal ini sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB. Pasalg02 Pia ayat
(1) menentukan bahwa perjanjian yang dibuat oleh a tadBB harus secepat
mungkin didaftarkan dan diumumkan sekretariat.

Pasal 102 ayat (2):

No party to any such treaty or internafie ment which has not been

registered in accordance with the ragraph 1 of this Article

atau persetujuan internasionaliyangbelum terdaftar sesuai dengan ketentuan-

ketentuan dalam ayat (1) dari

)

setelah berkonsultasitdengan Sekretariat.>

apat mengemukakan perjanjian atau

persetujuan itu di suatu badan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Peraturan d ecara rinci telah dibuat Majelis Umum PBB

1) Suatu
ks

pihakype

ang tidak didaftarkan sampai berlaku (entry into force)
tnya dua pihak, persyaratan ini penting untuk mencegah
jian lalai. Tidak ada ketentuan mengatur batas waktu untuk

daftaran boleh dilakukan oleh pihak peserta perjanjian siapa saja dan
ebas dilakukan oleh semua pihak yang mempunyai kewajiban untuk
pendaftaran.

PBB harus mendaftar ex officio setiap perjanjian oleh pihak yang berwenang.
Menurut PBB untuk pendaftaran, yang ditetapkan oleh PBB sebagai pihak
penyimpan, atau di mana PBB merupakan salah satu pihak.

59  Anthony Aust, op.cit., him. 276-277.
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4)

5)
6)

perjanjian yang menyangkut maksud tersebut telah menunjukkan
perjanjian itu telah berlaku tindakan pendaftaran adalah seperti n
yang mendaftar bukan sekretariat.

Semua tindakan sehubungan dengan perubahan dalam perjanjian, harus
didaftarkan, seperti halnya amandemen atau pengakhiran perjanjian
harus didaftarkan.

Suatu perjanjian yang telah berakhir masih boleh didaftarkan.

Tanggal penerimaan suatu perjanjian oleh Sekretariat, atau tanggal berlaku-
nya dalam hal registrasi ex officio, dianggap sebagai tanggal registrasi.

Sejak Sekretariat mempunyai tugas dalam masalah pendaftaran guatu

Hal ini penting bila nanti timbul sengketa peraturaft’ini dicanumKkan

dalam Appendix P.

kumenjyang menyer-

tainya diserahkan pada kantor Bagian Hukum dari}PBB; yairg membidangi

Perjanjian:

1.
2.

PB

Satu copy dari perjanjian sesuai denga

Dua copy tambahan atau cop

copy) jika perjanjian dibuat ahasa Inggris dan/atau Perancis,
suatu terjemahan ke dalam ersebut disertakan dalam bentuk
dan nomor copy yamg,sama. -naskah tersebut harus diserahkan

Naskah dari setiapyprsyaratan (reservation) atau deklarasi.

ah, nama (title) dari perjanjian, nama dari mereka

rgunakan yang telah dikerjakan.
an tersebut ditentukan dalam Appendix Q.

Petjanjian yang telah didaftarkan akan tercantum dalam Series Perjanjian
United Nations Treaty Series=UNTS).

Pasal 102 ayat (2): Piagam PBB menentukan bahwa bila perjanjian inter-

nasional yang belum terdaftar sesuai dengan ketentuan dalam ayat (1) tidak

dapat digunakan atau diterapkan di suatu badan dari PBB. Sedangkan untuk

perjanjian yang dibuat oleh negara-negara yang bukan menjadi anggota PBB,

134
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Majelis Umum PBB dalam sidangnya tahun 1946 (Resolusi Majelis Umum PBB
No. 97 (1), 14 Desember 1946; Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1949 No.
364.B/1V), 1 Desember 1949; dan Resolusi Majelis Umum PBB tahun 1950 No.
482 (V), Desember 1950 telah memutuskan peraturan tentang pencatatan dan
penerbitan bagi perjanjian dari negara bukan anggota PBB wajib melakukan

Q
v
0

hal sama dengan negara anggota PBB.®

60 Sumaryo Suryokusumo, Hukum Perjanjian Internasional, PT Tatanusa, Jakarta-Indonesia,
2008, him. 151.
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Rab
9

IKTIKAD BAIK (GOOD FAITH)/
DEKLARASI I

A. ARTI PENTING PRINSIP IKTIKAD
Prinsip iktikad baik (good faith) adalah prinsipyang

FAITH)

am perjanjian

g
ang panjang karena

ada pendapat yang menganggap bahwa
moral agar perjanjian internasio

r decision that night he given in a arbitral or judicial proceeding.

ketentuan ini maka penerapan prinsip iktikad baik hanya terbatas

pada’lingkup kewajiban untuk menaati keputusan dari arbitrase internasional
u keputusan pengadilan internasional.

61  Sumaryo Suryokusumo, op.cit., him. 83, Budiono Kusumahamidjojo, op.cit., him. 16.
62 | Wayan Parthiana, op.cit., him. 202.
63  Shabtai Rossene, ibid., him. 135.

136 Hukum Perjanjian Internasional



Perumusan yang lebih modern dan universal dirumuskan dalam Pasal 2
ayat (2) Piagam PBB yang menentukan:

All members in order to unsure to all of them rights and benefits resulting
from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them
in accordance with the present charter.

Ketentuan ini mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan gleh
organ-organ PBB, misalnya dalam resolusi-resolusi yang dibuat oleh PBB seb
berikut.

Declaration of the principles of international law conse
relation and cooperation among States in accordance wi

Juga dalam lingkup ekonomi, sehubungan dengan nyaan kedaulatan
order ekonomi

baru.*
Dalam deklarasi sehubungan deng insi um internasional, sehu-
bungan dengan hubungan persahabdtan kegjaysama antar bangsa-bangsa

dalam hubungan dengan Piaga
2625 (XXV) pada 24 Oktober 1970
kewajibannya dengan iktikad baik dal@m kaitannya dengan Piagam PBB

bahwa negara akan memenuhi

dinyatakan sebagai berikut.

evduty to fulfil in good faith its obligations under the
imeiples and rules of international law.

e Nations, the obligations under the charter shall prevail.©
japa yang telah dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2) Piagam PBB diikuti
lehjsesolusi yang dapat diterapkan oleh PBB.
Dalam deklarasi Manila tentang penyelesaian sengketa secara damai

Manila Declaration on the peaceful settlement of international disputes), annex
dari resolusi majelis umum PBB resolusi 37/10 tanggal 15 November 1982.

64 Shabtai Rossenne, op.cit., him. 160.
65 Shabtai Rossenne, ibid., him. 165.
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Dalam paragraf 5 seksi I menetapkan:

States are call upon to seek in good faith and in a spirit of cooperation an
early and equitable settlement of their international disputes.

Dalam paragraf 2 seksi II menentukan:

... The declaration urges all state to observe and promote in good faith the

promotion of the declaration in the peace settlement of their despute.®®

Demikian pula dalam hukum yang dibentuk oleh konvensi hukung laut

tahun 1982, dalam Pasal 300 menentukan:

... The States parties shall fulfil in good faith the obligations assu
that Convention and shall exercise the rights, jurisdicti

abuse right.

Karena pentingnya prinsip ini dalam huku
maka akan kita perhatikan bagaimana prinsip ini di onvensi Wina

tentang perjanjian internasional tahun 196

B. IKTIKAD BAIK (GOOD AM KONVENSI
WINA 1969
Dalam Konvensi Wina 1969, iktikad baik telah disebut 5 kali, yaitu dalam
preambul, Pasal 26, Pasal 31, Pasa asal 69.
Dalam preambu onvensi Wina tahun 1969 ditentukan:

Noting that the'
servanda

ee consent and good faith and the pacta sunt

Thatythe conclusion of instruments based on the free will and good faith of
theparties was prerequisite for the development of international cooperation.

endapat lain dari delegasi Swiss menyatakan:

... The need to respect the principle of good faith in very aspect of treaty
relations between States.

66 Shabtai Rossenne, ibid., him. 161-162.
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Pendapat lain dari delegasi Equador:

... Good faith was a principle whith governed contractual acts and which
must inevitably be reflected in the intentions of the contracting parties, in
the nature of the obligations concluded and in the right to insist that they be
respected.

Menurut pendapat dari delegasi Romania:

... The preamble emphasized a fact which was essential for treaty law
whole, namely that the pacta sunt servanda rule represented the a
of the principle of good faith to the performance of treaties.”’

Ketentuan dalam preambul ini juga terdapat pada p
Wina tahun 1986 tentang Perjanjian Internasional ant e
nisasi Internasional dan antara Organisasi Internasio

Dari isi preambul itu bahwa masyarakat internasiomal telah mengakui
bahwa kebebasan berkehendak, iktikad baik an pacta sunt
servanda telah diterima oleh masyarakat i

perjanjian internasional.

Prinsip iktikad baik ini harus
mengadakan perjanjian, melip dekatan untuk mengadakan per-
janjian, tahap perundingan, i otentifikasi perjanjian, pengikatan
pada perjanjian, berlakunya

Pasal 26
Pacta sunt servanda

e binding upon the parties to it and must be performed
ood faith.

i pefumusan tersebut terlihat bahwa prinsip pacta sunt servanda sangat

at Kaitannya dengan prinsip iktikad baik suatu perjanjian yang telah meng-

ikat para pihak haruslah dilaksanakan dengan iktikad baik, agar tujuan dari
perbuatan perjanjian itu berhasil dengan baik.®

67 Shabtai Rossenne, op.cit., him. 138.

68 D.J. Harris, Cases and Materials on International Law, Fourth Edition, Sweet & Maxwell,
London, 1991.
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... The principle of good faith is a legal principle which froms an integral
pact of the pacta sunt servanda.

Prinsip iktikad baik yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari
prinsip pacta sunt servanda dapat kita jumpai dalam kasus, misalnya kasus
North Atlantic Coast Fisheries Arbitration.

Kasus ini diputuskan Mahkamah Arbitrasi tahun 1910. Sengketa antar
Amerika Serikat dan Inggris. Inggris telah memberikan hak kepada

negara Amerika Serikat untuk menangkap ikan di wilayah perairan di
berdasarkan Perjanjian Ghent. Inggris membuat peraturan tentan

telah dibuat walaupun Inggris mempunyai wewenang berdas kedaulatannya
atur wilayah

perikanannya ini terbatas karena Inggris harus men erjaffjian yang telah

untuk mengatur masalah perikanan di wilayahnya t .

dibuat dengan iktikad baik, Inggris janga
telah dibuatnya.®

i melanggar perjanjian yang

Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wi 9 menentukan:

... A treaty shall be interpretedin g in accordance with the meaning
to be given to the terms of thelreaty idtheir context and in the light of its

object and purpose,

Dalam kaitanp§a dengan Pasal 31 dapat diambil contoh pada kasus

-,

ontier Delimitation Arbitration (1985).”° Kasus yang
Bissau dan Sierra Leone tentang garis batas antara
tai Afrika Barat. Mahkamah Arbitrasi menunjuk

Pasal 31 Wina bahwa penafsiran dari para pihak menunjuk pada

Guinea Bissau Maritir

melibatkan n
dua negara di

ri para pihak.
ara Netherland dan Republik Federal Jerman (1964), serta antara

ark dan Republik Federal Jerman (1965). Kasus ini mengenai garis batas
continental shelf””> Mahkamah Internasional (International Court of Justice-1CJ)

69 D.J. Harris, ibid., him. 762.

70 D.J. Harris, ibid., him. 434, Shabtai Rossenne, op.cit., him. 167.
71 D.J. Harris, ibid., him. 29, Shabtai Rossenne, ibid., him. 168.
72 D.J. Harris, ibid., him. 398, Shabtai Rossenne, ibid., him. 169.
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menunjuk bahwa aturan dasar umum dari keadilan dan iktikad baik adalah
aturan nyata yang harus diikuti dalam menentukan batas continental shelves.

Sedangkan dalam kasus Nuclear Tests Case,” kasus antara Australia dan
New Zealand melawan Perancis di mana Perancis mengadakan percobaan nuklir
di Pacific Selatan tahun 1972 dan 1973.

Pertimbangan Mahkamah Internasional (ICJ), yaitu prinsip dasar u
mematuhi kewajiban hukum adalah prinsip iktikad baik: ... just as the yery
of pacta sunt servanda in the law of treaties in based on good faith.

Pasal 46 ayat (2) Konvensi Wina tahun 1969 menentukan:
A violation is manifest if it would be objectivelly to
conducting itself in the matter in accordance withgiormal praetice and in

good faith.

Ketentuan ini harus dibaca dengan kaita

nganfPasal 46 ayat (1)
yang mengatur tentang bahwa suatu negara tid engatakan bahwa
ata melanggar ketentuan
hukum nasionalnya, kecuali jika pel yangkut aturan hukum

nasionalnya yang penting dan
bahwa suatu negara tidak dapat
anjian internasional dengan alasan
an internasional itu melanggar aturan

ali jika pelanggaran itu menyangkut aturan hukum

apelanggaran itu dianggap bukan merupakan penyimpangan.

ang timbul apakah jika tidak dipenuhinya persyaratan yang
am hukum nasional tentang kewenangan untuk membuat suatu
internasional mempunyai dampak terhadap kemauan (consent) negara?
tasypertanyaan itu ada beberapa pendapat antara lain sebagai berikut.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa hukum internasional menyerahkan
hal tersebut pada hukum nasional dari suatu negara untuk memutuskan
organ mana dan prosedur yang bagaimana yang harus dipenuhi untuk dapat

73 D.J. Harris, op.cit., him. 398.
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mengikatkan negaranya dengan perjanjian internasional dengan negara lain.
Menurut pendapat ini hukum nasional membatasi kewenangan dari organ
suatu negara untuk membuat perjanjian dipertimbangkan sebagai bagian
dari hukum internasional untuk menghindari, atau setidaknya membuat
kekosongan, setiap kehendak dari suatu negara untuk suatu perjanjian dalam
bidang lingkup internasional dengan mengabaikan pembatasan huku

nasional. Jika pendapat ini diterima, ini akan mengikuti bahwa negara lai

akan tidak berhak untuk mempercayakan pada otoritas untuk komiffpada

kenyataan kewenangan dipunyai oleh suatu kepala negara/perdana
menteri luar negeri sesuai dengan Pasal 7 Konvensi Wina, ta
Mereka akan puas dalam setiap kasus, bahwa ketentuangala

suatu negara tidak dilanggar atau mengambil risiko dahgtu pegjanjian
tidak berlaku.

2. Pendapat lain: di samping mendasarkannya ungan dari
pembatasan konstitusi ke dalam hukum interna; akui beberapa
kualifikasi dari doktrin yang mendasar, engurangi keamanan

dari suatu perjanjian. Dalam panda “suatu negara meng-

gugat keabsahan dari suatu jianGinternasional, didasarkan pada
konstitusi boleh melanggar hanya ki an‘@alam konstitusi yang notorius

(terkenal karena buruknya).

3. Pendapat ketiga mempertimban ahwa hukum internasional menye-
untuk menentukan organ dan prosedur yang akan

mempunyai we
eksternal @dari kehe

\3

egaranya, pernyataan kehendak negara untuk terikat dalam

rat perjanjian, dan ini sehubungan manifestasi
daknya dalam lingkup internasional. Konsekuensi-

"y,

berwenang menurut hukum internasional untuk

melalui penetapan prosedur di mana negara itu akan terikat
internasional.

n dalam kasus-kasus di mana negara lain dalam kenyataannya menyadari

kegagalan untuk mengikuti hukum nasionalnya atau di mana ada kekurangan

1 otoritas konstitusinya adalah sebagaimana ditunjukkan bahwa negara lain
seharusnya mempertimbangkan adanya kesadaran akan hal tersebut.”

74  D.J. Harris, ibid., him. 784.
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Oleh D.J. Harris” dicontohkan dalam Eastern Greenland Case, Norwegia
menyatakan bahwa Mr. Ihlen tidak mempunyai wewenang menurut konstitusi
Norwegia mengikutkan negaranya sebagaimana dinyatakan oleh Ihlen dalam
deklarasinya.

Untuk mengingatkan adanya kasus Greenland adalah sebagai berikut. Pihak-

pihak: Denmark V Norwegia tahun 1933. Duduk perkara: Denmark yang tela
mempunyai koloni di mana-mana, di Greenland mengklaim kedaulatan terhade

seluruh kepulauan Greenland. Norwegia pada 10 Juli 1931 menyataka:
bahwa Eastern Greenland sebagai bagian dari kepulauan yang ti
Denmark memohon pada Permanent Court of International Justi
deklarasi Norwegia itu tidak sah. Meskipun Denmark tid;

Greenland sebagai koloninya, PCIJ melihat bahwa dalamakeny:

telah melaksanakan kekuasaan negara atas wilayah ters an telah berjalan
cukup lama.

Dalam sejarah sejak tahun 1814 sampai 1915,\pg Ih yang diterapkan
di Greenland secara keseluruhannya me ] einginan dan bermaksud
melaksanakan kedaulatan/untuk me ﬁ sesl’ perdagangan di Eastern

Greenland dan membuat pera

ut ekspedisi Norwegia kadang-kadang dilakukan
astern Greenland dan menempatkan wireless station

PGl me ikan kenyataan bahwa Denmark telah melaksanakan kedaulat-
hun-tahun. Akhirnya PCI] menekankan kenyataan yang relatif
me kan kedudukan suatu wilayah.

mungkin membaca record keputusan-keputusan terhadap kedaulatan

[aW)

at@wilayah tanpa mengadakan observasi. Dalam banyak kasus di pengadilan

ah puas dengan adanya kenyataan pelaksanaan hak kedaulatan di mana negara
ain tidak dapat mengadakan klaim. Ini terutama pada klaim wilayah yang jarang
penduduknya atau negara yang belum stabil.

75 D.J. Harris, loc.cit.
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Alasan Denmark selain alasan okupasi (pendudukan), Denmark juga
berpendapat bahwa Norwegia mengakui kedaulatan Denmark atas kepulauan
tersebut berdasarkan “Thlen Declaration®. Mr. Ihlen adalah menteri luar negeri
Norwegia. Dalam pembicaraan pada 14 Juli 1919, dengan mencatat Denmark
yang diakreditasikan di Norwegia mengusulkan Mr. Thlen bahwa Norwegia
tidak akan mengajukan kekuatan untuk klaim Denmark sebagaimana diberika
dalam konferensi perdamaian Paris untuk Spitzbergen jika Norwegia tida
keberatan atas klaim bahwa Denmark akan membuat konferensi serupafintuk
seluruh Greenland.

Pada tanggal 22 Juli 1919, Mr. Thlen dengan melanjutkan

dengan Menteri Denmark, menyatakan (mendeklarasikan) b@hwa
Norwegia tidak keberatan atas klaim Denmark. Menuftit Defimark®bahwa
pernyataan Mr. Ihlen mengikat Norwegia berarti bahwa egia mengakui
kedaulatan Denmark atas Greenland.

Keputusan PCI] mempertimbangkan bahwa s kebiasaan (nature)

pernyataan yang diberikan oleh menteri

@ ri ata§,nama pemerintahnya
dalam tugasnya dalam hubungan diplomatiksebagaip

akilan dari kekuasaan

mana dia sebagai menteri luar negeri.

Jadi dalam kaitannya dengan len tanggal 22 Juli 1919, Norwegia

ntuk menaati kedaulatan Denmark atas Greenland

mempunyai suatu kewaji
secara keseluruhan ahan diri untuk tidak menduduki sebagian dari

Greenland.

Anzilotti: tidak ada perwasitan atau keputusan

bagai agen langsung dari negara dengan wewenang untuk membuat

enl mengenai kejadian-kejadian terkini dalam kaitannya dengan perwakilan
diplomatik dan khususnya untuk menginformasikan sikap pemerintahannya, di
ana atas nama dia berbicara akan menerima peran yang mewakili negaranya.
Deklarasi semacam ini mengikat negaranya.”® Sedangkan pendapat D.J. Harris

76  D.J. Harris, ibid., him. 737.
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bahwa Mr. Thlen menurut konstitusi Norwegia tidak mengikat dalam perkara
sebagai dikemukakan dalam Deklarasi. Mahkamah berpendapat hal tersebut tidak
relevan (kaitannya) dengan hukum internasional.

Pasal 69 ayat (2b)

Acts performed in good faith before the invalidity was invoked are not
rendered unlawful by reason of the invalidity of the treaty.

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan dengan iktikad bai
ketidaksahan itu diajukan, maka tindakan itu tidak dapat dinyatak
tindakan yang tidak sah hanya karena alasan perjanjian itu di
sah. Jadi seandainya negara A dan negara B mengadakan

perjanjian X tersebut, kemudian karena sesuatu hal pefjanji itu dihyatakan
tidak sah maka tindakan pihak A yang telah dilaksanakanidengan iktikad baik
tetap harus dihormati.

Kelima referensi tentang iktikad bai a dalam Konvensi Wina
1969 diulang dalam preambul Konvensi
dengan Perjanjian (Convention on Su ates in Respect of Treaties)
tahun 1978, juga terdapat dal clar on The Prohibition of Military,
Political or Economic Coercioft|in t lucion of Treaties yang merupakan

bagian dari final act.

1969, tertera dalam preambul:

e.that every treaty in force is binding upon the parties

m prosedur arbitrasi di mana ditekankan pada pernyataan
itrasi selalu adanya ketentuan bahwa kewajiban hukum harus
engan iktikad baik.

kaitannya dengan PBB sebagaimana dikemukakan sebelumnya pada
Pasal 2 ayat (2) Piagam PBB yang diikuti dengan tindakan-tindakan dalam
gan-organ PBB. Sebagai contoh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 290
V), 1 Desember 1949 menyatakan: every nation to carry out in good faith its
international agreements as on of the essentials of peace.”

77 Shabtai Rossenne, op.cit., him. 464.
78 Shabtai Rossenne, ibid., him. 160.
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Konsep iktikad baik ini juga dipakai dalam resolusi-resolusi PBB, misalkan
Declaration of the Principles of International Law Corcerning Friendly Relations
and Cooperation among States: in accordance with the Charter of the United
Nations and others of politic-filosophical nature relating to the United Nations,
and in the question of permanent soverenity over natural resources and the
establishment of a new economic order.

Prinsip ini juga muncul dalam Declaration on the Principles of Inter
national Law Concerning Freendly Relations and Cooperation Among|[States
in Accordance with the Charter of the United Nations, annex dasi Resolusi
Majelis Umum 2625 (XXV) tanggal 24 Oktober 1970. Prinsip imi di
kali. Dalam seksi sehubungan dengan persamaan kedaulata ar a

negara dinyatakan:
(1) Each State has the duty to comply fully and in good faith its international
obligations and live in peace with other states.

(2) More fully, that principle that States s
obligations in accordance with the ch

Dalam Deklarasi Manila: Manila De. e Peaceful Settlement of
International Disputes, annex darj i jelis Umum No. 3710, tanggal

Id in good faith their

no

States are called up seek in good faith and in a spirit of cooperation an
early and equitg ment of their international disputes.
Dalam ayat (11):

States are

accordance with international law to implement in
ovision agreement concluded by them for the settlement of

, ayat (paragraf) 2 menunjuk juga pada Piagam PBB prinsip
engan iktikad baik, dalam deklarasi mendorong semua negara untuk
mengamati dan mempromisikan iktikad baik dalam deklarasi untuk penyele-
aiap sengketa mereka.

Demikian juga dalam Resolusi Majelis Umum PBB, Resolusi No. 37/67, 3
Desember 1982 menentukan:

... All states should fulfill in good faith their obligations assumed in

accordance with the charter.
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Pengulangan kembali prinsip iktikad baik dapat dikemukakan dalam
keputusan-keputusan arbitrasi, di mana tidak secara langsung merupakan
pelaksanaan dari suatu peraturan substantif. Sebagai contoh Pasal 9 dari Resolusi
Majelis Umum No. 1803 (XVII), tanggal 14 Desember 1962 tentang kedaulatan
atas sumber daya alam yang menunjukkan prinsip iktikad baik dalam suatu
instrumen baru yang tertulis.

Contohnya: foreign investment agreements freely intered into by or bet
sovereign states shall be observed in good faith. Juga dalam Charter of Econo
Rights and Duties which forms part of General Assembly Resolusi
No. 3281 (XXIX) tanggal 12 Desember 1974, suatu pernyata
prinsip untuk hubungan ekonomi antara negara-negar

prinsip tersebut, yaitu fulfilment in good faith of inter

Kesimpulan: dari uraian tersebut jelaslah bahwa pringip iktikad baik yang
oleh sebagian penulis merupakan konsep mora iterimia sebagai konsep
normatif.

C. DEKLARASI

Pengertian deklarasi menurut Treaty Collection® dipakai untuk
bermacam-macam instrumen

agaimanapun juga deklarasi tidak
um. Setelah itu sering dipilih sebagai

at eontoh Rio Declaration. Deklarasi ini bagaimanapun
dalam arti umum yang dimaksudkan untuk mengikat

sud untuk mewujudkan kewajiban terikat. Untuk memastikan
k bermaksud untuk terikat sering merupakan tugas yang sulit.
n dengan judul Declaration yang aslinya tidak dimaksudkan untuk
yai kekuatan mengikat tetapi isinya (maksudnya) telah merefleksikan
kebiasaan internasional atau boleh jadi telah mempunyai kekuatan mengikat
agaimana hukum kebiasaan internasional pada akhirnya. Sebagai contoh tahun
948 dicetuskan Universal Declaration of Human Rights.

79 Shabtai Rossenne, ibid., him. 162—164.

80  Sumaryo Suryokusumo, Lampiran buku Hukum Perjanjian Internasional, PT Tata Nusa, Jakarta
Indonesia.
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Deklarasi-deklarasi yang dimaksud tidak mempunyai efek mengikat serta
dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

1. Suatu deklarasi yang dapat digolongkan sebagai suatu perjanjian. Sebagai
contoh Joint Declaration antara Inggris dan China dalam hal masalah
Hongkong tahun 1984.

2. Deklarasi interpretation adalah suatu instrumen yang merupakan anne,
dari suatu perjanjian yang mempunyai tujuan untuk memberi penafsiran
atau penjelasan dari suatu ketentuan dalam perjanjian.

3. Deklarasi dapat juga suatu persetujuan informal dengan mefagh
suatu masalah yang kurang penting (minor importance).

mengikat. Sebagai contoh deklarasi dalam kaitan d tional*clause

dari Statuta Mahkamah Internasional mengikg um di antara
pihak-pihak yang mendeklarasikan, walaupun
jukan pada masing-masing pihak. Cont i ah deklarasi unilateral
untuk Terusan Suez dan pengat engoperasikan yang
dikeluarkan oleh Mesir tahun 1957 ertimbangkan sebagai

suatu janji yang mempunyai si tern

Walaupun deklarasi-deklarasi itu séperti halnya Resolusi Majelis Umum
PBB yang tidak mempunyai kekua ikat secara hukum (legally binding

instrumen) tetapi dekldra
kembali pada prinsi (w@

perjanjian formal.

menciptakan dukungan politis, mengingatkan

kum, dan ada kemungkinan diwujudkan dalam

rganisasi internasional. Deklarasi dalam hal ini tidak
untuk masalah-masalah politik dan keamanan tetapi ber-

i oleh pemerintah, perusahaan-perusahaan dalam bidang ekonomi,
enasihat hukumnya.
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Rab
1

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
DAN KETENTUAN-KETENTUAN
AKHIR (MISCELLANEOUS PROV,.
AND FINAL PROVISIO )\

A. KETENTUAN LAIN

suksesi negara, tanggung jawab nega
tentang hubungan diplomatik d.

perjanjian; serta masalah tentang suat a Agressor.
Pasal73
Cases of State s jon, State responsibility and outbreak of hostilities
The provision a@ esent Convention shall not prejudge any question that may
arise in regard treaty from a succession of States or from the international
respon ¢ or from the outbreak of hostilities between States.

tentang perjanjian internasional dalam kaitannya dengan

anggung jawab negara, dan pecahnya permusuhan. Menurut

a ketentuan dalam konvensi tidak akan menentukan ketentuan-

eteftuan sehubungan dengan masalah yang mungkin timbul sehubungan dengan
S

s i Megara, tanggung jawab negara (dalam kaitannya dengan tanggung jawab
‘ bter asional dan pecahnya permusuhan antara negara-negara).
Pasal 74
Diplomatic and consular relations and the conclusion of treaties

The severance or absence of diplomatic or consular relations between two or
more States does not prevent the conclusion of treaties between those States.
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The conclusion of a treaty does not in itself affect the situation in regard to
diplomatic or consular relations.

Pasal 74 mengatur tentang hubungan diplomatik dan konsuler dalam
kaitannya dengan perjanjian internasional. Putusnya hubungan diplomatik
atau tidak adanya hubungan diplomatik atau hubungan konsuler tidak
mencegah pembuatan perjanjian. Sebagai contoh Pemerintah Amerika Serik:
dan Republik Rakyat Cina dalam tahun 1972 pernah menandatangani suat
persetujuan khusus, meskipun di antara mereka tidak mempunyai hubfingan
diplomatik atau konsuler.*' Pembuatan suatu perjanjian tidak merusak keadaan
mengenai hubungan diplomatik atau konsuler.

Pasal 75

Case of an aggressor State

onvensi ini tanpa mem-
dengan perjanjian yang timbul

perjanjian (entry into force), otentifikasi (authen-

Pasal 81
Signature

e present Convention shall be open for signature by all States Members of
héWnited Nations or of any of the specialized agencies or of the International
tomic Energy Agency or parties to the Statute of the International Court of
Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United

Nations to become a party to the Convention, as follows: until 30 November

81  Sumaryo Suryokusumo, op.cit., him. 141.
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1969, at the Federal Ministry for Foreign Affairs of the Republic of Austria,
and subsequently, until 30 April 1970, at United Nations Headquarters,
New York.

Konvensi Wina tahun 1969 ini menentukan bahwa konvensi terbuka untuk
penandatanganan oleh semua negara anggota PBB, atau Badan-Badan Khusus
PBB, atau Badan Tenaga Atom Internasional, atau para pihak dalam Stauta
Mahkamah Internasional dan negara lainnya yang diundang oleh Majelis U
PBB untuk menjadi pihak dalam konvensi ini sampai tanggal 30 Nove

di Kementerian Luar Negeri Republik Austria dan sesudahnya
30 April 1970 di Markas Besar PBB di New York.

Pasal 82
Ratification

The present Convention is subject to ratificati
cation shall be deposited with the Secretary G

. The tmstruments of ratifi-
ited Nations.

ensi ini perlu ratifikasi.

Pasal 82 mengatur tentang ratifikasi
i eral PBB.

Pasal 84
Entry into force

(1)¥The present Convention shall enter into force on the thirtieth day
following the date of deposit of the thirty-fifth instrument of ratification
or accession.

(2) For each States ratifying or acceding to the Convention after the deposit
of the thirty-fifth instrument of ratification or accession, the Convention
shall enter into force on the thirtieth day after deposit by such State of its
instrument of ratification or accession.
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Pasal 84 mengatur tentang berlakunya konvensi ini.

Pasal 84 ayat (1): konvensi ini akan berlaku pada hari ketiga puluh setelah
penyampaian instrumen ratifikasi atau aksesi ketiga puluh lima.

Pasal 84 ayat (2): bagi negara yang meratifikasi atau mengaksesi konvensi
ini setelah menyampaikan instrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya,
konvensi ini akan diberlakukan pada hari ketiga puluh setelah negara terseb
menyampaikan antrian ratifikasi atau instrumen aksesi.

Pasal 85
Authentic texts

Secretary General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Ple;
authorized thereto by their respective Governmer
Convention.

DONE at Vienna, this twenty-third d
and sixty-nine.

Pasal 85 mengatur tentang ibuat dalam bahasa Cina, Inggris,

Perancis, Rusia, dan Spanyol, m aslian yang sama dan disimpan

. Konve g asli ini ditandatangani oleh pihak
g telah diberi kuasa secara sah oleh pemerintah
at di Wina pada tanggal 23 bulan Mei tahun
1969. Persyar: akunya konvensi Wina ini dinyatakan berlaku pada
tanggal 27 Jan

C. ,ANN

n ijug muat annex yang mengatur tentang konsiliasi.

ANNEX

L list of conciliators consisting of qualified jurists shall be drawn up and
maintained by the Secretary General of the United Nations. To this end,
every State which is a Member of the United Nations or a party to the present

82  Sumaryo Suryokusumo, ibid., him. 155.
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Convention shall be invited to nominate two conciliators, and the names of
the persons so nominated shall constitute the list. The term of a conciliator,
including that of any conciliator nominated to fill a casual vacancy, shall
be five years and may be renewed. A conciliator whose term expires shall
continue to fulfil any function for which he shall have been chosen under the
following paragraph.

When a request has been made to the Secretary General under article 66,
Secretary General shall bring the dispute before a conciliation cofgmissi

constituted as follows.

The State or States constituting one of the parties to the dispste s

(a) one conciliator of the nationality of that State orof one
who may or may not be chosen from the list reddo in paragraph 1;
and

(b) one conciliator not of the nationality o te or of any of those
States, who shall be chosen from theli

arty 10, the dispute shall appoint
neiliators chosen by the parties
ing the date on which the Secretary

retary General within sixty days following the expiry of
The oppointment of the chairman may be made by the Secretary
er from the list or from the membership of the International
w Commision. Any of the periods within which oppointment must be
e may be extended by agreement between the parties to the dispute. Any

acancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.
The Conciliation Commission shall decide its own procedure. The
Commission, with the consent of the parties to the dispute, may invite any
party to the treaty to submit to it its views orally or in writing. Decisions and
recommendations of the Commission shall be made by a majority vote of the

five members.
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4.  The Commission may draw the attention of the parties to the dispute to any
measures which might facilitate an amicable settlement.

5. The Commission shall hear the parties, examine the claims and objections,
and make proposals to the parties with a view to reaching an amicable
settlement of the dispute.

6. The Commission shall report within twelve months of its constitution. I
report shall be deposited with the Secretary General and transmitted to

conclusion stated therein regarding the facts or questions of law,
binding upon the parties and it shall have no other charact
recommendations submitted for the consideration of thegparties
facilitate an amicable settlement of the dispute.

7. The Secretary General shall provide the Commission witlipsuch assistance
and facilities as it may require. The expenses sion shall be
borne by the United Nations.

Menurut Pasal 66 (b) Konvensi
dari pihak yang berselisih tent

1969 menentukan jika salah satu
an atau penafsiran pasal-pasal
nya perjanjian, berakhirnya, dan

an) dapat menggunakan prosedur yang ditetap-
onvensi Wina tahun 1969 menyampaikan

list) dari konsiliator terdiri dari ahli-ahli hukum yang
ditetapkan (drown up) dan dipertahankan (maintained)

u salah satu pihak peserta dari Konvensi akan diundang untuk
memnilih dua konsiliator dan nama-nama dari orang-orang yang dipilih akan

idaftar dalam suatu daftar (list). Masa jabatan dari konsiliator, termasuk
konsiliator yang dipilih untuk mengisi kekosongan, akan mempunyai
waktu lima tahun dan dapat diperbaharui. Konsiliator yang masanya telah
habis (expires) akan meneruskan tugasnya (fungsinya) di mana dia telah
terpilih menurut paragraf berikut.
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Ketika permohonan telah disampaikan ke Sekretaris Jendral PBB berdasar
Pasal 66, Sekretaris Jenderal PBB akan membawa sengketa tersebut ke
komisi konsiliasi dengan ketentuan sebagai berikut.
Negara atau negara-negara yang merupakan salah satu pihak dari suatu
sengketa akan menunjuk:
(a) seorang konsiliator yang berkewarganegaraan dari negara ter.
atau salah satu dari negara-negara tersebut, yang boleh atau ti
boleh dipilih dari daftar sebagaimana disebutkan dalam p

dan

(b) satu konsiliator tidak berasal dari kewarganegaraafijneg
atau dari salah satu negara-negara tersebut, yag akamydipilih dari

daftar yang telah tersedia.

Negara atau negara-negara dari pihak lain yang berselisih akan memilih

dua konsiliator dengan jalan yang sama.
Keempat konsiliator yang dipilih olehgp@ia, pi an dipilih dalam jangka
waktu enam puluh hari setelah tangz ] i mana Sekretaris Jenderal

menerima permohonan terseb

atau konsiliator lainnya belum juga dipilih dalam
disebut di atas, maka akan dibuat oleh Sekretaris

erpanjang sesuai dengan persetujuan di antara para pihak yang
elisih. Setiap kekosongan jabatan akan diisi sesuai dengan cara yang
lah disebutkan di atas untuk menunjuknya.

Komisi Konsiliasi akan memutuskan prosedurnya sendiri. Komisi dengan
kesepakatan para pihak yang bersengketa, dapat mengundang pihak-
pihak dari perjanjian untuk mengusulkan pandangannya secara lisan atau
tertulis. Keputusan dan rekomendasi dari komisi akan dibuat secara suara
mayoritas dari kelima anggota.
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4. Komisi dapat meminta perhatian dari para pihak yang bersengketa untuk
cara-cara yang memungkinkan memfasilitasi suatu keputusan suatu penye-
lesaian yang ramah.

5. Komisi akan mendengar para pihak untuk menguji tuntutan dan keberatan,
dan membuat usulan kepada para pihak dengan pandangan untuk mencapai
penyelesaian suatu sengketa.

6. Komisi akan melaporkan dalam jangka waktu dua belas bulan keputus
Laporan akan dideposit oleh Sekretaris Jenderal dan diteruskan ke
pihak yang bersengketa. Laporan Komisi, meliputi setiap ko

us

menyatakan sehubungan dengan fakta-fakta atau pertanya:

akan merugikan bagi para pihak dan atau tidak akan punyaiysifal
p

daripada rekomendasi yang disampaikan untuk per ihak
agar tercapai penyelesaian sengketa.

7. Sekretaris Jenderal akan membantu Komisi de uan®bantuan dan
fasilitas yang dapat diminta. Biaya Komisigakan ankan pada PBB.
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Raly
INDONESIA DAN KONVENSI WINA
TAHUN 1969 TENTANG PERJANJIAN

INTERNASIONAL \

A. INDONESIA DAN PERJANJIAN I

Indonesia sebagai anggota masyarakat inte

hubungan dengan anggota masyara nasignal lainnya baik dengan
Negara-negara lain, organisasi inter un dengan subjek hukum
internasional lainnya, hubun judkan dalam perjanjian inter-

nasional.

Norma-norma tentang pe
Konvensi Wina tahun janjian internasional (Vienna Convention
ang dibuat pada tanggal 23 Mei 1969 dan mulai berlaku

uari 1980. Menurut Pasal 84 ayat (1) Konvensi

akuppada hari ketiga puluh setelah penyampaian instrumen

erwakilan Rakyat, menyatakan perang, membuat perdamaian dan
erjamjian dengan negara lain. Menurut pendapat pemerintah ketentuan dalam
sal 11 UUD NRI Tahun 1945 dalam bidang perjanjian internasional perlu diatur
engan lebih jelas, oleh karenanya pemerintah dengan Surat Presiden tanggal 22
Agustus 1960 No. 2826/HK/1960 mengenai surat pada Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat. Secara hukum surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetapi
karena secara terus-menerus surat itu telah dipraktikkan dan merupakan penafsiran
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dari Pasal 11 UUD NRI Tahun 1945 (sebelum diubah).®® Untuk kebutuhan
praktik surat tersebut telah diterima sebagai Konvensi Ketatanegaraan.** Menurut
pendapat Ko Swan Sik:*

... A simple letter was the must clever device to convey the goverment withes,
that would suffice in achieving all the government’s goals while avoiding
sessions legislative processes.

Surat Presiden tersebut tidak dijawab oleh Ketua DPR, kemudiangpada
tahun 1975 DPR dengan Surat No. 107/KD/1784/DPRD-RI 75, tanggal
1975 yang ditujukan pada Menteri Sekretaris Negara, yang isinya

konfirmasi tentang Surat Presiden No. 2826/HK/60. Menteri Sekretaris Negara

dengan Surat No. 202/M-Sesneg/8/75 tanggal 23 Agustus menja at
Ketua DPR tersebut dengan penjelasan bahwa Surat Pre etap merupa-
kan dasar hukum sebagai pelaksanaan Pasal 11 RI n 1945, yang
berarti penjelasan kembali dari pemerintah bahw: iden tersebut

masih tetap berlaku.®

Butir 1 Surat Presiden No. 2826/H
persoalan hubungan kerja sama ant:
dalam rangka Pasal 11 UUD NRI Tahun
perjanjian dengan negara-negara [ain. Dal utir 1 ini pemerintah masih ber-

enjelaskan mengenai
dan Dewan Perwakilan Rakyat
hal mengadakan perjanjian-

pendapat bahwa perjanjian internasi ar negara saja. Jadi tidak mencakup

perjanjian yang dibua onesia dengan subjek hukum internasional lainnya,

subjek hukum internasional lainnya.

endapat bahwa berkaitan perjanjian dalam Pasal
11 tidak i segala perjanjian dengan negara asing tetapi hanya
perjanjian-petj yang terpenting saja. Perjanjian-perjanjian yang terpenting
adalah: perjanjian yang mengandung soal-soal politik dan

sarkan bahwa pemerintah memerlukan cukup kekuasaan bergerak

oer Mauna, Hukum Internasional, Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika
Global, Penerbit Alumni, 2000, Bandung, him. 167.

84  Hamid Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan
Pemerintah Negara, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, him. 362.

85 Ko Swan Sik, The Indonesian Law of Treaties 1945—1990, TMC Asser Institute, the Hague,
Martinus Sijhoff Publishers.

86 Boer Mauna, ibid., him. 167.

158 Hukum Perjanjian Internasional



dalam menjalankan hubungan internasional karena hubungan internasional
dewasa ini demikian intensifnya sehingga menghendaki tindakan-tindakan yang
cepat dan membutuhkan pelaksanaan yang lancar.

Jadi menurut butir 2 Surat Presiden No. 2826/HK/1960 ini membedakan
perjanjian yang penting dan membutuhkan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat serta perjanjian yang hanya disampaikan pada Dewan Perwaki
Rakyat untuk diketahui.

Hal tersebut dijelaskan dalam butir 3. Menurut butir 3 ini dibeda
perjanjian yang penting (treaties) dan perjanjian lain (agree
jian yang penting disampaikan pada Dewan Perwakilan R
agreements hanya akan disampaikan pada Dewan Perwékilan
untuk diketahui dan selanjutnya menurut pendapaf pemérintalipPasal 11
UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan bentuk yu dari persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi tidak ada kehar a an Perwakilan

Rakyat memberikan persetujuan dalam bentuk u -unidang.

Butir 4 mengatur tentang perjanji anjiaflyang harus disampaikan

pada Dewan Perwakilan Rakyat untu at'persetujuan setelah disahkan
oleh Presiden. Perjanjian-per;j tersebut yang berbentuk traktat (treaty)

dan mengandung materi sebagai be

a. Soal-soal politik atau soa 1 dapat mempengaruhi haluan politik

luar negeri, sepg

jian persahabatan;

litik luar negeri negara dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sede-

ian dicantumkan di dalam perjanjian kerja sama ekonomi dan teknis
tal pinjaman uang.

Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut perundang-

undangan kita harus diatur dengan undang-undang seperti soal-soal

kewarganegaraan dan kehakiman.

Surat Presiden Nomor 2826/HK/60, sebagai pelaksanaan Pasal 11 UUD
NRI Tahun 1945 menjadi dasar untuk pembuatan dan pengesahan perjanjian
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internasional menurut Boer Mauna.” Ketentuan dalam Pasal 11 UUD NRI Tahun
1945 sangat pendek, sedangkan Surat Presiden Nomor 2826/HK/60 tersebut tidak
jelas. Sebagai akibatnya terjadilah bermacam-macam penafsiran dan praktik
yang saling berbeda. Sedangkan menurut pendapat dari Eddy Pratomo,* kriteria
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk perjanjian yang berbentuk traktat
tersebut pada dasarnya dibangun dari praktik pembuatan perjanjian internasion:

antara tahun 1945-1959. Praktik ini kemudian dirumuskan dalam Surat Preside

Nomor 2826/HK/60 dan kemudian secara konsisten berlaku hingga laliirnya
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasio:

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 imi

tentang Pembuatan dan Pengesahan Pe
15 Undang-Undang Nomor 37
mengenai pembuatan dan pengegahan
undang-undang tersendiri.

Untuk pelaksanaan Rasal 15 Un -Undang Nomor 37 Tahun 1999 ini
dang tentang Perjanjian Internasional, Undang-
tanggal 23 Oktober 2000 ditandatangani

ndonesia Abdurrahman Wahid diumumkan dalam

tentuan dalam menimbang butir 6 menyatakan: bahwa
an pengesahan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam

a ndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sangat ringkas,
sehifigga perlu diatur lebih lanjut dalam suatu perundang-undangan.

87 Boer Mauna, ibid., him. 178.

88 Eddy Pratomo, Hukum Perjanjian Internasional: Pengertian, Status Hukum, dan Ratifikasi,
PT Alumni Bandung, 2011, him. 167.

89  Untuk mengetahui pembahasan RUU Perjanjian Internasional di Dewan Perwakilan Rakyat
baca Boer Mauna, op.cit., him. 179-181.
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Butir C menyatakan: bahwa Surat Presiden Republik Indonesia No. 2826/
HK/1960 tanggal 20 Agustus 1960 tentang “Pembuatan Perjanjian-Perjanjian
dengan Negara Lain” yang selama ini digunakan sebagai pedoman untuk membuat
dan mengesahkan perjanjian internasional sudah tidak sesuai dengan semangat
reformasi.

Jadi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000
tanggal 23 Oktober 2000 maka Indonesia sejak saat itu telah mempu
Undang-Undang Perjanjian Internasional. Marilah kita bahas undang-unda
tersebut, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pegj
nasional terdiri dari 8 bab, yaitu sebagai berikut.

BabI  Ketentuan Umum.

BabII Pembuatan Perjanjian Internasional.
Bab IIT Pengesahan Perjanjian Internasional.
Bab IV Pemberlakuan Perjanjian Internasional!
BabV  Penyimpanan Perjanjian Inter 1.
Bab VI Pengakhiran Perjanjian Int

Bab VII Ketentuan Peralihan.

Bab VIII Ketentuan Penutup.

Jika kitabandingkan denga si Wina tahun 1969 tentang Perjanjian

Internasional, maka
Bab I

gensi terdiri dari 8 bab, yaitu sebagai berikut.

Bab II ntry Into Force of Treaties.

rvance, Application, and Interpretation of Treaties.
Kewajiban untuk Melaksanakan Perjanjian, Penerapan, dan Penafsiran
Perjanjian.
b Amendment and Modification of Treaties.
Amandemen dan Modifikasi terhadap Perjanjian.
Bab 'V Invalidity, Termination and Suspension of the Operation of Treaties.

Tidak Sahnya Perjanjian, Berakhirnya, dan Penangguhan Suatu Per-
janjian.
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Bab VI Miscellaneous.
Ketentuan-Ketentuan Aneka Ragam.

Bab VII Depositories, Notifications, Correction, and Registration.
Penyimpanan, Pemberitahuan, Pembetulan, dan Pendaftaran Perjan-
jian.

Bab VIII Final Provisions.

Ketentuan akhir.

dan Ketentuan Penutup.

Marilah kita tinjau Undang-Undang
janjian Internasional.

B. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu,

usan dalam Konvensi Wina tahun 1969 Pasal 2 ayat (1a)
itekankan bahwa: perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang

of 24 Tahun 2000 ini hanyalah perjanjian yang menimbulkan hak
an kewajiban di bidang Hukum Publik sesuai dengan Pasal 1 ayat (3)
ndang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

(2) Menentukan:

Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu per-
janjian internasional dalam bentuk ratifikasi (ratification), aksesi (accession),
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3)

penerimaan (acceptance), dan penyetujuan (approval). Perumusan ini sesuai
dengan Pasal 2 ayat (1b) Konvensi Wina Tahun 1969.

Menentukan:

Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat kuasa yang dikeluarkan oleh Presiden
atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang
yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandata

atau menerima naskah perjanjian, menyatakan persetujuan negara un
mengikatkan diri pada perjanjian dan/atau penyelesaian hal:hal ya

diperlukan dalam pembuatan perjanjian internasional.

Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1c) Konvensi a

Dalam konvensi yang ditentukan ... The competentgfauthoritof State ...
Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 faka gdthpetertPauthority
of state adalah Presiden atau Menteri. Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor

37 Tahun 1999.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang
penyelenggaraan hubungan luar ne

un 1999: kewenangan
anaan politik luar negeri

Presiden. Sedangkan dalam
aimaian, dan perjanjian dengan negara
akilan Rakyat.

an tugasnya, pejabat negara selain

atlembaga pemerintah, baik departemen maupun non
, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang
a Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara

urat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang dikeluarkan oleh
Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa
orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk mengha-
diri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu perjanjian
internasional. Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tidak diatur mengenai
credentials ini.
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(5) Persyaratan (Reservation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk
tidak menerima berlakunya ketentuan tertentu dan suatu perjanjian inter-
nasional, dalam rumusan yang dibuat ketika menandatangani, menerima,
menyetujui, atau mengesahkan suatu perjanjian internasional multilateral.

Ketentuan dalam butir 5 ini sesuai dengan perumusan dalam Konvensi
Wina tahun 1969.

(6) Pernyataan (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentan,

untuk mempengaruhi hak dan kewajiban negara d
nasional.

individual case whether the parties intended

ation. Ascertaining the intention of the parties can

ion of Human Rights. Declarations that are intended to have binding
s could be classified as follows:

a) A declaration can be a treaty in the proper sense. A significant example
is the Joint Declaration between the United Kingdom and China on the
Question of Hongkong of 1984.

90 Sumaryo Suryokusumo, op.cit., lampiran him. 270-271.
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(b) An interpretative declaration is an instrument that is annexed to a
treaty with the goal of explaining the provisions of the latter.

(c) A declaration can also be an infomal agreement with respect to a matter
of minor importance.

(d) A series of unilateral declarations can constitute binding agreements.
A typical example are declarations under the Optional Clause of the
Statute of the International Court of Justice that create legal b
between the declarations, although not directly addressed to efich oth

sebagai berikut.

Suatu deklarasi yang bentuknya seperti perjanjian, sebagai contoh
Joint Declaration antara Inggris dan Cina mengenai masalah Hongkong
tahun 1984.

(b) Suatu deklarasi penafsiran sebagai suatu instrumen yang merupakan
annex dari suatu perjanjian yang bermaksud untuk menafsirkan atau
menjelaskan suatu maksud dalam perjanjian.

(c) Suatu deklarasi dapat juga suatu persetujuan informal untuk meng-
hormati suatu masalah yang peranannya kurang penting.
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(7)

(8)

(9)

di

(d) Suatu seri dari deklarasi unilateral yang dapat membentuk persetujuan
yang mengikat. Sebagai contoh deklarasi dalam rangka optional clause dari
statute International Court of Justice yang menciptakan hubungan hukum
antara yang menyatakan deklarasi, meskipun secara tidak langsung
ditujukan pada para pihak. Contoh lain adalah deklarasi unilateral
mengenai Terusan Suez dan pengaturan pelaksanaan serta operasinya
yang dikeluarkan oleh Mesir tahun 1957 yang dipertimbangkan sebag
suatu perjanjian yang mempunyai sifat internasional.

Organisasi internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui

sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasi

membuat perjanjian internasional.

Ketentuan ini lebih lengkap dibandingkan Pasal 1 ayaglf5) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 1999. Perumusan tersebut juga lebih le dibandingkan

dengan perumusan Konvensi Wina tahun 1969 P ayat

Suksesi negara adalah peralihan hak dan kewajiban, ddri satéf negara kepada

negara lain sebagai akibat pergantian nég elanjutkan tanggung
jawab pelaksanaan hubungan luar ne aan kewajiban sebagai
pihak pada suatu perjanjian inte uai dengan hukum internasional
dan prinsip-prinsip dalam Pi ikatap Bangsa-Bangsa.

Ketentuan ini tidak terdapat ensi Wina tahun 1969.

Menteri adalah menteri

rikan pertimbangan politis dan mengambil langkah-langkah

pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional dengan

enurut Boer Mauna, perumusan Pasal 2 ini pembahasannya cukup alot
ewan Perwakilan Rakyat karena Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan

tambahan kalimat akhir, yaitu kalimat dengan berkonsultasi dengan Dewan

Perwakilan Rakyat dalam hal yang menyangkut kepentingan publik.”!

91

166

Boer Mauna, op.cit., him. 182.
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C. PEMBUATAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:
Pasal 3

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian inter-
nasional melalui cara-cara sebagai berikut.
a. Penandatanganan
b. Pengesahan
c.  Pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik

Cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak dalamgper

nasional.

Pasal 3 ini lihat Konvensi Wina 1969 Pasal 11. Rasal onvensi Wina
tahun 1969 menentukan:

The consent of a State to be bound by a treaty ed by signature,
exchange of instruments constituting a treaty, ra ion, acceptance, approval

diri pada suatu perjanjian
internasional dapat dinyatakan afdatanganan, pertukaran instrumen
yang menciptakan suatu per kasi, penerimaan, persetujuan dan

ya yang disetujui.

Undang Nomor
Internasio

al 4 ng-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:
Pasal 4

h Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan
negara atau lebih organisasi internasional, atau subjek hukum inter-

sional lain berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban
untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan iktikad baik.

2) Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia
berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip
persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik
hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.
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Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) perlu diperhatikan kalimat ... atau subjek
hukum internasional lain .... Menurut Boer Mauna ** kalimat tersebut guna
mengantisipasi perkembangan dalam hukum internasional bahwa di masa
mendatang Pemerintah Republik Indonesia dapat saja membuat perjanjian
internasional dengan LSM atau badan-badan hukum lainnya yang mempunyai
kapasitas membuat perjanjian internasional dengan negara di bidang hukum
publik.

Serta perhatikan kalimat ... para pihak berkewajiban untuk melaks

perjanjian tersebut dengan iktikad baik .... Ketentuan ini sesuai den
Konvensi Wina tahun 1969 yang menentukan: Pacta Sunt Servan
in force is binding upon the parties to it and must be performedpby

faith.

Ada dua prinsip yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1), yaitu®
1. bahwa yangberhak membuat perjanjian intern dalah pemerintah;
2. kewajiban melaksanakan kewajiban dengan ikti aik.

wa dalam membuat

gan nasional dan dida-
hukum internasional, yaitu

anakan tugas membuat perjanjian berdasarkan ayat

etentuan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2):

a. berpedoman pa utusan nasional;
b. prinsip p
c. har tikkan hukum nasional maupun hukum internasional

asal 6 ayat (1) UU No. 37 Tahun 1999, maka Presiden yang
yelenggarakan hubungan luar negeri, berdasarkan Pasal 6 ayat (2)
makatmenteri luar negeri mempunyai tugas sebagai pelaksana hubungan luar
i.
elain menteri luar negeri maka pejabat pemerintah atau orang lain
yang melakukan hubungan luar negeri melakukan konsultasi dan koordinasi

dengan menteri luar negeri.

92 Boer Mauna, loc.cit.
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Berdasarkan Pasal 13 UU No. 37 Tahun 1999 maka ditentukan lembaga
negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non depertemen yang
mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu
melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan menteri luar negeri.

Selanjutnya diatur dalam Pasal 14 UU No. 37 Tahun 1999 menentukan:
pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen,
akan menandatangani Perjanjian Internasional yang dibuat antara Pemeri
Republik Indonesia dengan Pemerintah Negara lain, organisasi internasional at
subjek hukum internasional lainnnya, harus mendapat surat kuasa dari

Jadi inisiatif untuk membuat perjanjian internasional #fisi

berasal dari pemerintah yaitu lembaga-lembaga pemeri

maupun non departemen, rencana pembuatan p terseBut harus

dikonsultasikan terlebih dulu dengan menteri luar nege

Bila inisiatif membuat perjanjian lembaga ik departemen

maupun non departemen yang akan ditandata harts mendapat surat

kuasa dari menteri luar negeri.

Selanjutnya yang dimaksud denga
maupun non departemen baikfdi tingka
dalam Pasal 5 UU No. 24 Tah@in 20 entukan sebagai berikut.

Pasal 5

mbaga pemerintah, baik departemen maupun non
okat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk
internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi
engenai rencana tersebut dengan Menteri.

Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan per-
rnasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah
ublik Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi
epublik Indonesia.
) Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan
Menteri, memuat hal-hal sebagai berikut:
a. latar belakang permasalahan;
b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek
lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
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c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk
mencapai kesepakatan.

(4) Perundingan untuk merumuskan/membuat rancangan suatu perjanjian
internasional dilakukan oleh delegasi Republik Indonesia yang dipimpin
oleh Menteri atau pejabat lain sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup
kewenangan masing-masing.

Lembaga pemerintah sebagai dikemukakan sebelumnya tidak hanya
lembaga pemerintah tingkat pusat tetapi juga lembaga pemerintah di tingkat

daerah. Jadi prakarsa membuat perjanjian internasional dapat
pemerintah daerah.

Dalam prakarsa membuat perjanjian internasiona

dan pendapat Dewan Perwakilan Raky3
internasional yang dilakukan oleh
mendapat persetujuan dari DPR

Prakarsa membuat perjanji onal juga mungkin datang dari
an lembaga negara, seperti: Dewan
adan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung

bahkan Komisi-komisi negara seperti Komisi

dalam taraf administratif, pengembangan kapasitas,
i, jadi secara institusi berada dalam tugas kesekretariatan

ai'dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang
menentukan: Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat Negara selain Menteri
Negeri, pejabat pemerintah atau orang lain sebagaimana disebut dalam

ayat (1) melakukan konsultasi, dan koordinasi dengan Menteri.

93 Eddy Pratomo, op.cit., him. 124.
94  Eddy Pratomo, ibid., him. 125.
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Ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) ini menentukan bahwa perlunya
menetapkan posisi Pemerintah Republik Indonesia dan ini dituangkan dalam
suatu pedoman ini diperlukan untuk adanya keseragaman posisi delegasi
Republik Indonesia dan perlunya koordinasi antar departemen atau lembaga
pemerintah yang diberi tugas untuk membuat perjanjian. Ini sesuai dengan
Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999. Pedoman mana
isinya dituangkan dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 5 ayat (4): perundingan suatu perjanjian internasional
kan oleh delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Menteri at
sesuai dengan materi perjanjian dan lingkup kewenanga
Dalam hal ini perlu dihubungkan dengan Undang-Undafig No
1999.

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:
Pasal 6

(1) Pembuatan perjanjian internasiona

(2)

ang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini dapat kita
onvensi Wina Tahun 1969.

ternasional: penjajagan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan
n penandatanganan. Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) dinyatakan bahwa
enerimaan merupakan tahap menerima naskah perjanjian yang telah
dirumuskan dan disepakati kedua belah pihak. Dalam perjanjian bilateral,
kesepakatan atas naskah awal perundingan dapat disebut “penerimaan”
yang di atasnya dilakukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada
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naskah perjanjian internasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam
perundingan perjanjian multilateral, proses penerimaan (acceptance/approval)
biasanya merupakan tindakan pengesahan satu negara pihak atas perubahan
perjanjian internasional.

Penandatanganan merupakan tahap akhir dalam perjanjian bilateral untuk
melegalisasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati ole
kedua belah pihak. Untuk Perjanjian Multilateral, penandatanganan perjanjia

cation/accession/acceptance/approval).

Sedangkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) menjelaskan: Pen
perjanjian internasional tidak sekaligus dapat diartikan s
pada perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu perjanji
memerlukan pengesahan, tidak mengikat para pihak@§ébe
disahkan.

Ketentuan tersebut dihubungkan dengdn Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2000 yang menyatakd
internasional yang menyangkut kegj alteknis sebagai pelaksanaan dari
perjanjian yang sudah berlaku d i da dalam lingkup kewenangan

dalam Pasal 12.

Perumusan, di Pasah 6 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 lebih

sederhana dib gan Konvensi Wina Tahun 1969.
-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 7

kanpdiri pada perjanjian internasional, memerlukan surat kuasa.

(2)4 Pejabat yang tidak memerlukan Surat Kuasa sebagaimana dalam Pasal 1
angka 3 adalah: a. Presiden, dan b. Menteri.

(3) Satu atau beberapa orang yang menghadiri, merundingkan, dan/atau
menerima hasil akhir suatu perjanjian internasional, memerlukan Surat
Kepercayaan.
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(4) Surat Kuasa dapat diberikan secara terpisah atau disatukan dengan Surat
Kepercayaan, sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu
perjanjian internasional atau pertemuan internasional.

(5) Penandatanganan suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja
sama teknis sebagai pelaksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan
materinya berada dalam lingkup kewenangan suatu lembaga Negara
atau lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departe
dilakukan tanpa memelukan Surat Kuasa.

Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) maka Surat Kuasaq(FulllPowers

dikeluarkan oleh menteri (maksudnya menteri luar negeri), sesdai de pr
internasional yang telah dikokohkan dalam Konvensi Win: un 1969.
Sedangkan bagi Presiden, sebagai kepala negafaike pemerintahan

dan kedudukan menteri luar negeri sebagai pembantu presiden dalam melak-
sanakan tugas umum pemerintahan di bidang h

luabnegeri presiden
dan menteri luar negeri tidak memerluka dalam menandatangani

suatu perjanjian internasional.

Pejabat negara selain presiden uar negeri memerlukan
kuasa umumnya diberikan oleh
menteri luar negeri kepada pejabat I sia, termasuk Duta Besar Luar Biasa
dan Berkuasa Penuh Republi dalam menandatangani, menerima

naskah, mengadaka etujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjan-

al-hal yang diperlukan dalam pembuatan perjanjian
#fan luar negeri menteri mendelegasikan kepada

ovember Tahun 2000, melalui Surat No. 1143/PO/X1/2000/29/01
erjanjian Internasional. Surat tersebut merujuk Pasal 10f UU No. 24
ahti 2000 tentang Perjanjian Internasional dan penjelasannya yang menyebutkan
wa mekanisme dan prosedur perjanjian dan/atau hibah luar negeri beserta
persetujuannya oleh DPR akan diatur dalam undang-undang tersendiri.

Jadi dalam hal perjanjian luar negeri menteri luar negeri mendelegasikan
kepada menteri keuangan. Berdasarkan ketentuan dimaksud menteri luar
negeri dalam surat dimaksud memberi pandangan bahwa tidak diperlukan
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adanya peraturan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah khusus mengatur
tentang Penyerahan Surat Kuasa untuk perjanjian dan/atau hibah luar negeri
kepada menteri keuangan tetapi cukup dengan penerbitan surat kuasa satu
kali kepada menteri keuangan yang selanjutnya dapat digunakan oleh menteri
keuangan untuk menandatangani perjanjian keuangan/hibah dan sebagai
dasar mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk untuk menandatangani
perjanjian keuangan/hibah.”

Pasal 7 ini mengatur Surat Kuasa, sebagaimana halnya diatur dala
7 Konvensi Wina Tahun 1969. Hanya di dalam Pasal 7 Undang-Undang

dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri untuk menghadiri,

atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasion

pertemuan internasional, memerlukan surat kepercayaad. Timbul pertanyaan
an (Credentials) maka
jika kita baca Pasal 7 ayat (1) UU No: 000, tujuan pemberian
surat kuasa, wakil yang diberi sur.
menandatangani naskah suatu p engikatkan diri pada perjan-
ayat (3) UU No. 24 Tahun 2000
yang menghadiri, merundingkan,

jian internasional. Sedangkan m

ir dari suatu pertemuan internasional. Jadi kalau
dalam surat kepercaya menghadiri, merundingkan, dan menerima

datangani nas perjanjian atau mengikatkan diri pada perjanjian

-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 8
tah Republik Indonesia dapat melakukan pensyaratan dan/atau
efryataan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional.

(2 4Pensyaratan dan/atau pernyataan yang dilakukan pada saat penanda-
tanganan perjanjian internasional harus ditegaskan kembali pada saat
pengesahan perjanjian tersebut.

95 Eddy Pratomo, ibid., him. 127.
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(3) Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia
dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut
tata cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pensyaratan (Reser-
vation) dan pernyataan bahwa dalam membuat suatu perjanjian internasional,
Indonesia dapat membuat pensyaratan dan/atau pernyataan. Pensyar,
dan pernyataan tertulis dilakukan pada saat penandatanganan harus ditegas
kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut. Pensyaratan dan pgrnyata:
dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis.

Menurut Konvensi Wina tahun 1969 masalah pensy:
dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 23, di mana dala
diatur secara rinci dari perumusan pensyaratan (Pa
penolakan dan penolakan pensyaratan (Pasal 2
dan penolakan pensyaratan (Pasal 21); penarika
pensyaratan (Pasal 22); serta prosedur meagenai aratan (Pasal 23).

Declaration

The constit blic of Indonesia guaranteed the fundamental

on of the convention on the rights of the child by the Republic
does not imply the acceptance of obligations going beyond the
nal limits nor the acceptance of any obligation to introduce any
ts beyond those prescribed under the constitution.

ish reference to the provisions of article 1, 14, 16, 17, 21, 22, and 29 of this
Convention the Government of the Republic of Indonesia declares that it will
apply those articles in conformity with its constitution.

Perumusan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 lebih singkat.

96 Eddy Pratomo, ibid., him. 146.
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D. PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:
Pasal 9
(1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia
dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.
(2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam aya
(1) dilakukan dengan undang-undang atau Keputusan Presiden.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 ini a penge-
sahan perjanjian internasional dapat dengan undang-undanggata
keputusan Presiden.

Sebagaimana kita ketahui sebelum adanya UU No. 20 aka
pengesahan perjanjian internasional diatur dalam Surat Pgesiden Republik
Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat 0 tanggal 22
Agustus 1960 tentang “Pembuatan Perjanjian dengan

> Surat Presiden

surat tersebut adalah
at dalam Surat Presiden

] hanya merupakan surat, maka
yai kekuatan mengikat, namun

hun 1975 dengan Surat No. A/07/KD/1784/DPR-RI/75 tanggal
ni 1975 DPR mengirim surat pada Menteri Sekretaris Negara memohon
lagifkonfirmasi tentang isi Surat Presiden 2826 Menteri Sekretaris Negara

97 Mengenai Konvensi Ketatanegaraan baca Disertasi Sri Setianingsih Suwardi, Aspek Hukum
Perjanjian Pinjaman antara Republik Indonesia dan Bank Dunia serta Penerapannya dalam
Hukum Nasional Indonesia, Universitas Padjajaran, 1995, him. 438—442.

98 Eddy Pratomo, ibid., him. 163.
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menjawab dengan Surat No. 8/202/M-SESNEG/8/75 tanggal 23 Agustus 1975
perihal “Ratifikasi Konvensi dan Perjanjian oleh DPR-RI” menegaskan bahwa
Surat Presiden merupakan dasar hukum sebagaimana pelaksanaan Pasal 11
UUD 1945. Pada perkembangan selanjutnya Surat Presiden tersebut diganti
dengan ketentuan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
Dalam dasar pertimbangan UU No. 24 Tahun 2000 tersebut dalam ketentuan
C menentukan “Surat Presiden Republik Indonesia Nomor 2826/HK/
tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian-Perjanjiad deng

dan mengesahkan Perjanjian Internasional sudah tidak sesuar
semangat reformasi.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 200
Pasal 10
Pengesahan perjanjian internasional dilak
apabila berkenaan dengan:
masalah politik, perdamaian, per
perubahan wilayah atau penetapan
kedaulatan atau hak berdaglat negara;
hak asasi manusia dan lingkun up;

pembentukan kaidah huk a

s e a0 oo

rikan hibah/pinjaman kepada atau menerima hibah/pinjaman dari
pémerintah/lembaga asing dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
alam kaitan masalah perjanjian luar negeri marilah kita baca Perubahan
etiga UUD 1945 pada Tahun 2001 yang menambahkan dua ayat, yaitu ayat
(2) dan ayat (3).
(2) Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menim-
bulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait
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dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau
pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang Perjanjian Internasional diatur dengan
Undang-Undang.

Perubahan Pasal 11 UUD 1945 ayat (2) menegaskan bahwa perjanjia
yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakya
yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskaf per-
ubahan dan pembentukan undang-undang harus dengan Persetuj
Perwakilan Rakyat. Jadi menurut UUD 1945 ayat (2), meneka

Perjanjian Internasional.
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 2
1

(1) Pengesahan perjanjian intéfnasioffal jyang materinya tidak termasuk
materi sebagaimana yang dimaksud Pa$al 10, dilakukan dengan keputusan

Presiden.

(2) Pemerintah Re ¢@, donesia menyampaikan salinan setiap keputusan
presiden yang me ahkan suatu perjanjian internasional kepada Dewan
Perwakil k dievaluasi.

elaskan dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) bahwa
perjanjian ahkan dengan Keputusan Presiden adalah perjanjian yang

iliki materi yang bersifat prosedural dan memerlukan penetapan
singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan

iterangkan juga perjanjian yang termasuk dalam kategori ini di antaranya
erjanjian induk yang menyangkut kerja sama di bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi, ekonomi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga,
penghindaran pajak berganda, dan kerja sama perlindungan penanaman modal,
serta perjanjian-perjanjian yang bersifat teknis.
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Selanjutnya dalam penjelasan ayat (2) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat
dapat melakukan pengawasan terhadap Pemerintah, walaupun tidak diminta
persetujuan sebelum pembuatan perjanjian internasional tersebut. Karena
pada umumnya pengesahan dengan keputusan presiden hanya dilakukan bagi
perjanjian internasional di bidang teknis.

Selanjutnya, Dewan Perwakilan Rakyat dalam melaksanakan fungsi dan
wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat meminta pertanggungjawaban
keterangan pemerintah mengenai perjanjian internasional yang telah dibuat a
bila dipandang merugikan kepentingan nasional, perjanjian internasional tersebu
dapat dibatalkan atas permintaan Dewan Perwakilan Rakyat, Ja

internasional yang disahkan dengan Keputusan Presiden adalah yang
disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, yaitu:
- Dbersifat prosedural;

- dalam pelaksanaan harus dilakukan dalam ang§ingkat;
- tidak mempengaruhi perundang-undangan aly

- perjanjian internasional di bidan

Selanjutnya, walaupun Dewan yat tidak diminta perse-
an Keputusan Presiden, namun
Dewan Perwakilan Rakyat da ungsi pengawasan dan meminta

u perjanjian internasional yang telah

tersebut bertentangan dengan kepen-
erwakilan Rakyat dapat meminta agar perjanjian

Pasal dang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 12

atas lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen

upun non departemen, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan,
ran€angan undang-undang atau rancangan Keputusan Presiden tentang

engesahan perjanjian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen
lain yang diperlukan.

(2) Lembaga pemrakarsa yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga peme-
rintah, baik departemen maupun non departemen, mengkoordinasikan
pembahasan rancangan dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam ayat
(1) yang pelaksanaannya dilakukan bersama dengan pihak-pihak terkait.
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(3)

Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui
menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

Dalam Penjelasan Pasal 12 ayat (1) dijelaskan bahwa dalam menyiapkan

rancangan undang-undang bagi pengesahan suatu perjanjian internasional

perlu memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998 tentang

Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang.

Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 mengenai pengesahan diatur dala

Pasal 14 ayat (1).

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 14 Konvensi mengatur:

Perjanjian itu sendiri mengatur kesepakatan seperti dinyatdkan ‘melalui
cara-cara pengesahan (ratifikasi).

Jika perjanjian itu tidak menetapkan demikian, nega a perunding
telah menyetujui bahwa pengesahan memang diperluk

2

waktu penandatanganan

Wakil negara telah menandatangani perjanjian,

udian sebagaimana dinyatakan
ling atau dinyatakan pada saat

an perjanjian

itu harus disahkan.

Kehendak dari negara telah dinyat
bahwa perjanjian tersebut akan di
dalam surat kuasa wakil neg
perundingan berlangsung.

ahun 2000 menentukan:

Pasal 13

Setiap undang-u utusan Presiden tentang pengesahan perjan-

jian internasionpahdi dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

auman dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

agar seti dapat mengetahui perjanjian tersebut dan menyangkut

gara Indonesia sebagai contoh Undang undang Nomor 24
Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185 dan Tambahan
egara Nomor 4012.

asal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 14

Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah

Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan

dengan negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada

organisasi internasional.
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Menurut penjelasan pasal ini maka penyimpangan (depository) meru-
pakan negara atau organisasi internasional yang ditunjuk atau disebut
secara tegas dalam suatu perjanjian untuk menyimpan piagam pengesahan
perjanjian internasional. Menurut penjelasan selanjutnya bahwa dalam praktik
penyimpanan ini berlaku pada perjanjian internasional yang mempunyai banyak
pihak. Dari penjelasan tersebut maka perjanjian bilateral tidak memerlukan

penyimpanan. Selanjutnya lembaga penyimpanan memberitahukan se

pihak dalam perjanjian tersebut setelah menerima piagam pengesahan

salah satu pihak.
Mengenai pertukaran dokumen pengesahan di dalamyKo

Tahun 1969 diatur dalam Pasal 13. "\

E. PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTE SIONAL
Pasal 15 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 200 tu

lu hkan dengan undang-
ndonesia dapat membuat
etelah penandatanganan atau per-
lomatik, atau melalui cara-cara lain
ak pada perjanjian tersebut.

(2) Suatu perjanjiamfifiternasional mulai berlaku dan mengikat pada pihak
setelah mem etentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian

an dokumen perjanjian/nota diplomatik atau setelah melalui cara-cara lain

a disepakati para pihak pada perjanjian internasional.
elanjutnya diperinci perjanjian yang termasuk dalam kelompok tersebut
alah perjanjian yang secara teknis mengatur kerja sama di bidang pendidikan,
sosial budaya, pariwisata, penerangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian,
kehutanan, serta kerja sama antar provinsi dan antar kota.

Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 maka ketentuan tersebut diatur dalam
Pasal 12.
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Sedangkan peraturan yang mengatur pengikatan perjanjian dengan pertu-
karan dokumen perjanjian atau nota diplomatik diatur dalam Pasal 13 Konvensi
Wina Tahun 1969.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menentukan:

Pasal 16

(1) Pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan atas ketentua
suatu perjanjian internasional berdasarkan kesepakatan antara gihak
dalam perjanjian tersebut.

(2) Perubahan perjanjian internasional mengikat para pihak

sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian tersebut.

(3) Perubahan atas suatu perjanjian internasional yanggelah disahkam oleh
Pemerintah Republik Indonesia dilakukan dengan pe n perundang-
undangan yang setingkat.

(4) Dalam hal perubahan perjanjian internasional anya bersifat teknis

administratif, pengesahan atau peruk tersebut dilakukan melalui

prosedur sederhana.

misalnya perubahan mengenai pemambahai’anggota suatu dewan/komite atau

penambahan salah satu bak jian internasional. Perubahan semacam

ahan dengan peraturan perundang-undangan yang
ifijian yang diubah tersebut.

d dengan “prosedur sederhana” adalah pengesahan

dari adalah adanya perpanjangan bagi perjanjian yang telah
berakhir, karena akan terjadi kekosongan hukum antara berakhirnya
perjanjian yang sudah lama dan mulai berlakunya perpanjangan. Jalan keluar
salah ini lazimnya dengan menandatangani naskah dengan substansi
perjanjian yang sama.*

99 Eddy Pratomo, ibid., him. 149.
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Masalah perubahan perjanjian internasional diatur dalam Pasal 39 sampai
dengan Pasal 41 Konvensi Wina Tahun 1969.

F. PENYIMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 mengatur tentang Penyimpanan
Perjanjian Internasional.

Pasal 17
(1) Menteri bertanggung jawab, menyimpan dan memelihara naskalilasli pe

janjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik
menyusun daftar resmi dan menerbitkannya dalam

internasional.

(2) Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasio mpaikan kepada

lembaga negara dan lembaga pemerintah, depa en maupun non

departemen pemrakarsa.

inan naskah resmi suatu
intah Republik Indonesia
onal yang di dalamnya Pemerintah

perjanjian internasional yang telah

(3) Menteri memberitahukan dan meny; !!I ika
D

kepada sekretariat organisasid

(4) Menteri memberitahuka paikan salinan piagam pengesahan

(5) 1h Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan

internasional, Menteri menerima dan menjadi

enurutPasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, menteri
infgang dimaksud menteri luar negeri bertanggung jawab menyimpan
an‘memelihara naskah perjanjian asli yang dibuat oleh Pemerintah Republik
donesia. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kementerian Luar Negeri
enyimpan dalam Treaty Room yang dikelola oleh Kementerian Luar Negeri
sesuai dengan Pasal 102 Piagam PBB maka Kementerian Luar Negeri mem-
verifikasi perjanjian yang dibuat antara pemerintah Indonesia dengan pihak

lain kemudian melakukan pendaftaran ke Sekretariat Jenderal PBB.
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Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, perjanjian
internasional yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia yang disahkan dengan
Undang-Undang atau Keputusan Presiden ditempatkan dalam Lembaran
Negara.

Rencananya Kementerian Luar Negeri membangun sistem data tentang
perjanjian internasional baik perjanjian yang dibuat oleh pemerinta
Indonesia maupun perjanjian internasional di mana Indonesia sebagai piha
Penyimpan (depository). Data base tersebut akan berfungsi sebagai

Series.'”
Ketentuan tentang penyimpanan perjanjian internasional€diat

Konvensi Wina Tahun 1969 Pasal 76 sampai dengan Pasal

G. PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, me t engakhiran
perjanjian internasional.

Pasal

Perjanjian internasional berakhir apa

()

(b)

asan pasal ini dijelaskan: yang dimaksud dengan kepentingan

astonal“@iartikan sebagai kepentingan umum (public interest), perlin-

angubjek hukum Republik Indonesia dan yurisdiksi kedaulatan Republik
Ind@nesia.

Masalah pengakhiran perjanjian internasional diatur dalam Konvensi Wina
Tahun 1969 Pasal 54 sampai dengan Pasal 65.

100 Eddy Pratomo, ibid., him. 153.
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Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, menentukan:
Pasal 19

Perjanjian internasional yang berakhirnya sebelum waktunya berdasarkan
kesepakatan para pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan
yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada
saat berakhirnya perjanjian tersebut.

Penjelasan: cukup jelas.
Pasal 20
Perjanjian internasional tidak berakhir karena suksesi negar:
berlaku selama negara pengganti menyatakan terikat pad \ sebut.

Penjelasan: cukup jelas.

H. KETENTUAN PERALIHAN DAN
Pasal 21

Pada saat undang-undang ini mu aku, pembuatan atau pengesahan
perjanjian internasional yang masih dala
ketentuan undang-undang ini.

Penjelasan: cukup jelas.
Pa 2
nulai berlaku pada tanggal diundangkan, diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

mengadopsi ketentuan yang ada dalam Konvensi Wina Tahun 1969 dan
isestaikan dengan keadaan di Indonesia.

Jadi walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Wina 1969, namun
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 sejalan dengan Konvensi Wina Tahun
1969.

Bab 11 Indonesia dan Konvensi Wina Tahun 1969 ... 185
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LAMPIRAN-LAMPIRAN

of free consent and of good faith and the pacts aunt
ally recognized.

Affirmi i s concerning treaties, like other international disputes,
eful means and in conformity with the principles of justice

r which justice and respect for the obligations arising from treaties

aintained.

g in mind the principles of international law embodied in the Charter of
e United Nations, such as the principles of the equal rights and self-determination of
oples, of the sovereign equality and independence of all States, of non-interference
the domestic affairs of States, of the prohibition of the threat or use of force and of

universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for

all.
Believing that the codification and progressive development of the law of treaties
achieved in the present Convention will promote the purposes of the United Nations
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set forth in the Charter, namely, the maintenance of international peace and security,
the development of friendly relations and the achievement of co-operation among
nations.

Affirming that the rules of customary international law will continue to govern
questions not regulated by the provisions of the present Convention.

Have agreed as follows:

PART'I
INTRODUCTION
Article 1
Scope of the present Convention
The present Convention applies to treaties between States.
Article 2

Use of terms

1. For the purposes of the present Convention:
(a) “treaty” means an international agree ded between States in

single instrument or in two or mo
particular designation;

» »

(b) “ratification’, “acceptance’,

(d) “rese a unilateral statement, however phrased or named,
sWhen signing, ratifying, accepting, approving or acceding
whereby it purports to exclude or to modify the legal effect of
isions of the treaty in their application to that State;
ing State” means a State which took part in the drawing up and
doption of the text of the treaty;
tracting State” means a State which has consented to be bound by the
reaty, whether or not the treaty has entered into force;
g) “party” means a State which has consented to be bound by the treaty and for
which the treaty is in force;
(h) “third State” means a State not a party to the treaty;
(i) “international organization” means an intergovernmental organization.
2. 'The provisions of paragraph 1 regarding the use of terms in the present. Convention
are without prejudice to the use of those terms or to the meanings which may be
given to them in the internal law of any State.
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Article 3
International agreements not within
the scope of the present Convention

The fact that the present Convention does not apply to international agreements
concluded between States and other subjects of international law or between such
other subjects of international law, or to international agreements not in written form,
shall not affect:

(a) thelegal force of such agreements;

(b) the application to them of any of the rules set forth in the present
to which they would be subject under international law independe
Convention;

(c) theapplication of the Convention to the relations of States as
under international agreements to which other subjects offinte
also parties.

Article 4
Non-retroactivity

of the Present Conyentio

Without prejudice to the applicatig s set forth in the present
Convention to which treaties would be stibje ler i ational law independently
of the Convention, the Convention y to treaties which are concluded by
States after the entry into force o t Comnvention with regard to such States

g intern organisations and treaties adopted

in an international organisation

The present ies to any treaty which is the constituent instrument
of an international organization and to any treaty adopted within an international
organizatio t prejudioe to any relevant rules of the organization.

PART II
CONCLUSION AND ENTRY
INTO FORCE OP TREATIES

SECTION 1:
CONCLUSION OF TREATIES

Article 6

Capacity of States to conclude treaties
Every State possesses capacity to conclude treaties.
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Article 7
Full powers

1. A person is considered as representing a State for the purpose of adopting it
authenticating the text of a treaty or for the purpose of expressing the consent of
the State to be bound by a treaty if:

(a) he produces appropriate full powers; or

(b) it appears from the practice of the States concerned or from othe
circumstances that their intention waa to consider that person as representin
the State for such purposes and to dispense with full powere.

2. In virtue of their functions and without having to produce full pow
following are considered as representing their State:

(a) Heade of State, Heads of Government and Ministers for For
the purpose of performing all acts relating to the conclusi

(b) heads of diplomatic missions, for the purpose of ado
between the accrediting State and the State to which

(c) representatives accredited by States to an international
international organization or one of its organ ur
the text of a treaty in that conference, organizat

An act relating to the conclusio rformed by a person who cannot be
considered under article 7 as authori nt a State for that purpose is without
legal effect unless afterwards confirme State.

Article 9
Adoption of the text

L. f a treaty takes place by the consent of all the Statee
ing up except as provided in paragraph 2.
2. the text of a treaty at an international conference takes place by

irds of the States present and voting, unless by the same majority
e to apply a different rule.

Article 10
Authentication of the text

e text of a treaty is established as authentic and definitive:
by such procedure as may be provided for in the text or agreed upon by the States
participating in its drawing up; or
(b) failing such procedure, by the signature, signature ad referendum or initialling by
the representatives of those States of the text of the treaty or of the Final Act of a
conference incorporating the text.
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Article 11
Means of expressing consent to be bound by a treaty

The consent of a State to be bound by a treaty may be expressed by signature,
exchange of instruments constituting a treaty, ratification, acceptance, approval or
accession, or by any other means if so agreed.

Article 12
Consent to be bound by a treaty expressed by signature

1.  The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by the sign
representative when:
(a) the treaty provides that signature shall have that effect;
(b) it is otherwise established that the negotiating Staten
signature should have that effect; or
(c) the intention of the State to give that effect to the sighature appeass from the
full powers of its representative or was expressed duing the negotiation.
2. For the purposes of paragraph 1:
(a) the initialling of a text constitutes a sig
established that the negotiating States so ag
(b) the signature ad referendum of a I’; ) resentative, if confirmed by

re

theJtreaty when it is

The consent of States to be bou eaty constituted by instruments exchanged
by that exchange when:
e that their exchange shall have that effect; or

between them is expre§sec
(a) the instrumep @
(b) it is otherwiee . at those States were agreed that the exchange of

instru ts sho ave that effect.

Article 14
Consent to be bound by a treaty

xpressed by ratification, acceptance or approval

e consent of a State to be bound by a treaty is expressed by ratification when:
the treaty provides for such consent to be expressed by means of ratification;
) it is otherwise established that the negotiating States were agreed that
ratification should be required;
(c) the representative of the State has signed the treaty subject to ratifioation; or
(d) the intention of the State to sign the treaty subject to ratifioation appears
from the full powers of its representative or was expressed during the
negotiation.
2. 'The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by acceptance or
approval under conditions similar to those which apply to ratification.

(a
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(a)
(b)
(c)

approval or accession establish the consent of a

(a)
(b)
()

(b)

194

Article 15
Consent to be bound
by a treaty expressed by accession

The consent of a State to be bound by a treaty is expressed by accession when:
the treaty provides that such consent may be expressed by that State by means of
accession;

it is otherwise established that the negotiating States were agreed that su
consent may be expressed by that State by means of accession; or

all the parties have subeequently agreed that such consent may be expressed by
that State by means of accession.

Article 16
Exchange or deposit
of instruments of ratification,
acceptance, approval, or acce

Unless the treaty otherwise provides, instrument jon, acceptance,
0 be Bound by a treaty upon:

their exchange between the contracting
their deposit with the depositary; or

their notification to the contracti o the depositary, if so agreed.

d choice of differing provisions

Without prejudice tefartiéles 19 to 23, the oonsent of a State to be bound by part
of a treaty is effeg @ if the treaty so permits or the other contracting States
so agree.

The conse a Statejto be bound by a treaty which permits a choice between
differing p is effective only if it is made clear to which of the provisions
the c@nsent

Article 18
Obligation not to defeat the object and purpose
of a tread prior to its entry into force

te is obliged to refrain from acts which would defeat the object and purpose
eaty when:
it has signed the treaty or has exchanged instruments constituting the treaty
subject to ratification, acceptance or approval, until it shall have made its intention
clear not to become a party to the treaty; or
it has expressed its consent to be bound by the treaty, pending the entry into force
of the treaty and provided that such entry into force is not unduly delayed.
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SECTION 2:
RESERVATIONS

Article 19
Formulation of reservations

A State may, when signing, ratifying, accepting, approving or acceding to a treaty,

formulate a reservation unless:

(a)

(b) the treaty provides that only specified reservations, which do not i

(©)

the reservation is prohibited by the treaty;

reservation in question, may be made; or
in cages not falling under sub-paragraphs (a) and (b),
incompatible with the object and purpose of the treaty.

Article 20

Acceptance of and objection to

A reservation expressly authorized by a treaty
acceptance by the other contracting Statesiin eaty so provides.

When it appears from the limited nundb tiating States and the objeot
and purpose of a treaty that the appl 0 aty in its entirety between all
the parties is an essential condi onsent of each one to be bound by the
treaty, a reservation require ]
When a treaty is a const

y into force of the treaty as between the objecting and reserving
unless a contrary intention is definitely expressed by the objecting

(c) Pan act expressing a State’s coneent to be bound by the treaty and oontaining
a reservation ie effective as soon as at least one other contracting State has
accepted the reservation.

For the purposes of paragraphs 2 and 4 and unless the treaty otherwise provides,

a reservation ie considered to have been accepted by a State if it shall have raised

no ohjection to the reservation by the end of a period of twelve months after it

was notified of the reservation or by the date on which it expressed its consent to
be bound by the treaty, whichever is later.
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Article 21
Legal effects of reservations
and of objections to reservations

1. Areservation established with regard to another party in accordance with articles

19, 20 and 23:

(a) modifies for the reserving State in its relation. with that other party the
provisions of the treaty to which the reservation relates to the extent of t
reservation; and

(b) modifies those provisions to the same extent for that other part
relations with the reserving State.

2. The reservation does not modify the provisions of the treaty for the
to the treaty inter se.
3. When a State objecting to a reservation has not opposed the e

treaty between itself and the reserving State, the provisions t

relates do not apply as between the two States to the exte théreservation.

Article 22

1. Unless the treaty otherwise provides, a ay.be withdrawn at any time
and the consent of a State which h 1 the reservation is not required for
its withdrawal.

2. Unlees the treaty otherwise i bjection to a reservation way be

withdrawn at any time.

eservation becomes operative in relation to another
y when notice of it has been received by that State;

ction to a reservation becomes operative only when
received by the State which formulated the reservation.

Article 23

Prooedure regarding reservations

L. n express acceptance of a reservation and an objection to a
vation must be formulated in writing and communicated to the contracting

tat d other States entitled to become parties to the treaty.
2. rmulated when signing the treaty subject to ratification, acceptance or

pproval, a reservation must be formally confirmed by the reserving State when
xpressing its consent to be bound by the treaty. In such a case the reservation
shall be considered as having been made on the date of its confirmation.
3. An express acceptance of, or an objection to, a reservation made previously to
confirmation of the reservation does not itself require confirmation.
4. The withdrawal of a reservation or of an objection to a reservation must be
formulated in writing.
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SECTION 3:
ENTRY INTO FORCE AND PROVISIONAL
APPLICATION OF TREATIES

Article 24
Entry into force

1. Atreaty enters into force in such manner and upon such date as it may provi
as the negotiating States may agree.

2.  Failing any such provision or agreement, a treaty enters into force
consent to be bound by the treaty has been established for all
States.

3. When the consent of a State to be bound by a treaty is est
the treaty has come into force, the treaty enters into fo
date, unless the treaty othexwiee provides.

4.  Theprovisionsofatreaty regulating the authentication o t, the establishment
of the consent of States to be bound by the treat§zith r date of its entry
into force, reservations, the functions of the depa zand,other matters arising
necessarily before the entry into force atyfapply from the time of the
adoption of its text.

ates have me other manner so agreed.

wise provides or the negotiating States have otherwiee
weed, the prd ation of a treaty or a part of a treaty with respect to a
State shall be te at State notifies the other States between which the
treaty i§ bei d provisionally of its intention not to become a party to the
treaty.

PART III
E, APPLICATION, AND INTERPRETATION OF TREATIES

SECTION 1:
OBSERVANCE OF TREATIES

Article 26
Facia aunt servanda

Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by
them in good faith.
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Article 27
Internal law and observance of treaties

A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its
failure to perform a treaty. This rule is without prejudice to article 46.

SECTION 2:
APPLICATION OF TREATIES

Article 28
Non-retroactivity of treaties
Unless a different intention appears from the treaty or is other
its provisions do not bind a party in relation to any act or fact whiclfitoo
situation which ceased to exist before the date of the entry into fdrce of the treaty
respect to that party.

Article 29
Territorial scope of treaties
Unless a different intention appears from tie tre otherwise established, a

Applicati
relating to

1.  Subject to Article 103g0f the Ch of the United Nations, the rights and
@ s to successive treaties relating to the same subject-

p.accordance with the following paragraphs.

2. When a treaty specifiés that it is subject to, or that it is not to be considered as
incompati ith, a
prevail.

ties to the earlier treaty are parties also to the later treaty but
is not terminated or suspended in operation under article 59,

of the later treaty.
e parties to the later treaty do not include all the parties to the earlier

a) “asbetween States parties to both treaties the same rule applies as in paragraph
33
(b) as between a State party to both treaties and a State party to only one of
the treaties, the treaty to which both States are parties governs their mutual
rights and obligations.
5.  Paragraph 4 is without prejudice to article 41, or to any question of the termination
or suspension of the operation of a treaty under article 60 or to any question of
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responsibility which may arise for a State from the conclusion or application of
a treaty the provisions of which are incompatible with its obligations towards
another State under another treaty.

SECTION 3:
INTERPRETATION OF TREATIES

Article 31
General rule of interpretation

1. A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinar
meaning to be given to the terms of the treaty in their context.an
its object and purpose.

2. The context for the purpose of the interpretation of a taaty sh
addition to the text, including its preamble and anne
(a) any agreement relating to the treaty which

the parties in connexion with the conclusi
(b) any instrument which was made by one arties in connexion
with the conclusion of the treaty and acce
instrument related to tbe treaty.

3. There shall be taken into account, ta@e
(a) any subsequent agreement betw: es regarding the interpretation

i ovisions;

ication of the treaty which establishes the

s interpretation;

law applicable in the relations between

(b) any subsequent practi
agreement of the parti

(c) any relevant rules of in

the parties.

4. A special mea
intended.

Article 32

plementary means of interpretation

y be had to supplementary means of interpretation, including the
of the treaty and tbe circumstances of its conclusion, in order to
aning resulting from the application of article 31, or to determine the
when the interpretation according to article 31:

eaves the meaning ambiguous or obscure; or

) 1éads to a result which is manifestly absurd or unreasonable.

Article 33
Interpretation of treaties authenticated in two or more languages

1.  When a treaty has been authenticated in two or more languages, the text is equally
authoritative in each language, unless the treaty provides or the parties agree that,
in case of divergence, a particular text shall prevail.
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2. Aversion of the treaty in a language other than one of those in which the text was
authenticated shall be considered an authentic text only if the treaty so provides
or the parties so agree.

3. The terms of the treaty are presumed to have the same meaning in each authentic
text.

4. Except where a particular text prevails in accordance with paragraph 1, when
a comparison of the authentic texts discloses a difference of meaning which
the application of articles 31 and 32 does not remove, the meaning which be
reconciles the texts, having regard to the object and purpose of the treaty, shall b
adopted.

SECTION 4:
TREATIES AND THIRD STATES

Article 34
General rule regarding third Sta

A treaty does not create either obligations or rights te without its

consent.

Articl

Treaties providing for

Article 36
iding for rights for third States

Article 37
Revocation or modification of obligations or rights of third States

1. When an obligation has arisen for a third State in conformity with article 35, the
obligation may be revoked or modified only with the consent of the parties to
the treaty and of the third State, unless it is established that they had otherwise
agreed.
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2. When a right has arisen for a third State in conformity with article 36, the right
may not be revoked or modified by the parties if it is established that the right was
intended not to be revocable or subject to modification without the consent of the
third State.

Article 38
Rules in a treaty becoming binding on third States
through international custom

Nothing in articles 34 to 37 precludes a rule set forth in a treaty from Becom
binding upon a third State as a customary rule of international law, recogniz

PART IV
AMENDMENT AND MODIFICATIO
OF TREATIES

Article 39
General rule regarding the amend

arties. The rules laid down
the treaty may otherwise

A treaty may be amended by agreeme
in Part II apply to such an agreement e
provide.

A
Amendment of mulfilateral treaties
1. Unless the treaty otherwise pro e amendment of multilateral treatise shall
be governed by the following paragraphs.
2 1d_a multilateral treaty as between all the parties suet be
States, each one of which shall have the right to take
parti
(a) the action to be taken in regard to such proposal;

and conclusion of any agreement for the amendment of the

titled to become a party to the treaty shall also be entitled to become

e treaty as amended.

amending agreement does not bind any State already a party to the treaty

does not become a party to the amending agreement; article 30, paragraph
b), applies in relation tc such State.

Any State which becomes a party to the treaty after the entry into force of the

amending agreement shall, failing an expression of a different intention by that

State:

(a) be considered as a party to the treaty as amended; and

(b) be considered as a party to the unamended treaty in relation to any party to

the treaty not bound by the amending agreement.
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Article 41
Agreements to modify multilateral treaties
between certain of the parties only

1. Two or more of the parties to a multilateral treaty may conclude an agreement to
modify the treaty as between themselves alone if;
(a) the possibility of such a modification is provided for by the treaty; or
(b) the modification in question is not prohibited by the treaty and:
(i) does not affect the enjoyment by the other parties of their rights unde
the treaty or the performance of their obligations;
(ii) does not relate to a provision, derogation from which is incompatible
with the effective execution of the object and purpose of t
whole.
2. Unless in a case falling under paragraph 1(a) the treaty othexfise
partiee in question shall notify the other parties of their intefition
agreement and of the modification to the treaty for which'ifyprowides,

PART V
INVALIDITY, TERMINATION, AND S

lidity and continuance

rce of treaties

1 or of the consent of a State to be bound by a treaty may be
e application of the present Convention.
2 aty, its denunciation or the withdrawal of a party, may

Article 43
Obligations imposed by international law
independently of a treaty

The invalidity, termination or denunciation of a treaty, the withdrawal of a party
from it, or the suspension of its operation, as a result of the application of the present
Convention or of the provisions of the treaty, shall not in any way impair the duty of
any State to fulfil any obligation embodied in the treaty to which it would be sUbjeot
under international law independently of the treaty.
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Article 44
Separability of treaty provisions

1. Aright ofa party, provided for in a treaty or arising under article 56, to denounce,
withdraw from or suspend the operation of the treaty may be exercised only with
respect to the whole treaty unleas the treaty otherwise provides or the parties
otherwise agree.

2. Aground for invalidating, terminating, withdrawing from or suspending the operation of
a treaty recognized in the present Convention may be invoked only with respect t
whole treaty except as provided in the following paragraphs or in article 60,

3. If the ground relates solely to particular clauses, it may be invoked
respect to those clauses where:
(a) the said clauses are separable from the remainder of the tgeaty

their application;
(b) itappears from the treaty or is otherwise establishedfthat acce
clauses was not an essential basis of the consent e r partylor parties
1d not be unjust.

to be bound by the treaty as a whole; and
(c) continued performance of the remainder df the treaty

.vv d to invoke the fraud

t hole treaty or, subject to

4. In cases falling under articles 49 and 50 the St
or corruption may do so with respect eithe

5.  In cases falling under articles 51, 529
treaty is permitted.

ation of the provisions of the

a ground for invalidating, terminating, withdrawing
pperation of a treaty under articles 46 to 50 or articles 60 and
of the facts:
sly agreed that the treaty is valid or remains in force or
operation, as the case may be; or

on of its conduct be considered as having acquiesced in the validity
or in its maintenance in force or in operation, as the case may be.

SECTION 2:
INVALIDITY OF TREATIES

Article 46
Provisions of internal law regarding competence to conclude treaties

1. A State may not invoke the fact that its consent to be bound by a treaty has been
expressed in violation of a provision of its internal law regarding competence to
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conclude treaties as invalidating its consent unless that violation was manifest
and concerned a rule of its internal law of fundamental importance.

2. Aviolation is manifest if it would be objectively evident to any State conducting
itself in the matter in accordance with normal practice and in good faith.

Article 47
Specific restrictions on authority to express the consent of a State

If the authority of a representative to express the consent of a State to be boun
by a particular treaty hae been made subject to a specific restriction, his omi
to observe that restriction may not be invoked as invalidating the consent ex
by him unless the restriction was notified to the other negotiating Statesgprior to his
expreesing such consent.

Article 48
Error

1. A State may invoke an error in a treaty as invalidating its consent to be bound by
the treaty if the error relates to a fact or situation w assumied by that State
to exist at the time when the treaty was concluded a essential basis
of its consent to be bound by the treaty.

2. Paragraph 1 shall not apply if the State in
to the error or if the circumstances weres
possible error.

3. An error relating only to the wérding xt of a treaty does not affect its
validity; article 79 then applies

Fraud

nclude a treaty by the fraudulent conduct of
e State may invoke the fraud as invalidating its consent to

If a State has b
another negotiating Stat
be bound by th

Article 50
Corruption of a representative of a State

n of a State’s consent to be bound by a treaty has been procured
corruption of its representative directly or indirectly by another negotiating
may invoke such corruption as invalidating its consent to be bound by

Article 51
Coercion of a representative of a State

The expression of a State’s consent to be bound by a treaty which has been
procured by the coercion of its representative through acts or threats directed against
him shall be without any legal effect.
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Article 52
Coercion of a State by the threat or use of force

A treaty is void if its conclusion hae been procured by the threat or use of force in
violation of the principles of international law embodied in the Charter of the United
Nations.

Article 53
Treaties conflicting with a peremptory norm

of general international law (“jus cogens™)

A treaty is void it at the time of its conclusion, it conflicts with a peremptor
norm of general international law. For the purposes of the present
peremptory norm of general international law is a norm accepted
the international community of States as a whole as a norm frofn whic
is permitted and which can be modified only by a su
international law having the aame character.

SECTION 3:

TERMINATION AND SUSPENS OF OPERATION

eaty or t drawal of a party may take place:
provisions of the treaty; or

(b) at any time all the parties after consultation with the other

Article 55

eduction of the parties to a multilateral treaty
low the number necessary for its entry into force

treaty otherwise provides, a multilateral treaty does not terminate by
nly of the fact that the number of the parties falls below the number necessary
y into force.

Article 56
Denunciation of or withdrawal from a treaty containing no provision
regarding termination, denunciation or withdrawal

1. A treaty which contains no provision regarding its termination and which does
not provide for denunciation or withdrawal is not subject to denunciation or
withdrawal unless:
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(a) it is established that the parties intended to admit the passibility of
denunciation or withdrawal; or
(b) a right of denunciation or withdrawal may be implied by the nature of the
treaty.
2. A party shall give not less than twelve months’ notice of its intention to denounce
or withdraw from a treaty under paragraph 1.

Article 57
Suspension of the operation of a treaty
under its provisions or by consent of the parties

The operation of a treaty in regard to all the parties or to a particulagyparfy ma
be suspended:
(a) in conformity with the provisions of the treaty; or
(b) at any time by consent of all the parties after consultafion with other
contracting States.

Article 58
Suspension of the operation
of a multilatera

by agreement between ce only
1. Two or more parties to a multila (rédty may conclude an agreement to
suspend the operation of provi aty, temporarily and as between

(i) does not afl e enjoyment by the other parties of their rights under

performance of their obligations;

Article 59
Termination or suspension of the operation of a treaty
implied by conclusion of a later treaty

treaty shall be considered as terminated if all the parties to it conclude a later
reaty relating to the same subject-matter and:
(a) it appears from the later treaty or is otherwise established that the parties
intended that the matter should be governed by that treaty; or
(b) the provisions of the later treaty are so far incompatible with those of the
earlier one that the two treaties are not capable of being applied at the same
time.
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The earlier treaty shall be considered as only suspended in operation if it appears
from the later treaty or is otherwise established that such was the intention of the
parties.

Article 60
Termination or suspension of the operation
of a treaty as a consequence of its breach

A material breach of a bilateral treaty by one of the parties entitles the o
to invoke the breaoh as a ground for terminating the treaty or sus
operation in whole or in part.

A material breach of a multilateral treaty by one of the parties en

(a) the other parties by unanimous agreement to suspend tHe op
treaty in whole or in part or to terminate it either:
(i) in the relations between themselves and the
(ii) as between all the parties;

(b) apartyspecially affected by the breach to invoke it as und for suspending
the operation of the treaty in whole or in i
and the defaulting State;

(c) any party other than the default
for suspending the operation of,
itself if the treaty is of such a char 2
by one party radically ch ition of every party with respect to the

S or

oke the breach as a ground
e or in part with respect to

(a) arepudiation of the tre
(b) the violation of a provisio

purpose o
The foregoi are without prejudice to any provision in the treaty
applicable in th t of a breach
Paragr not apply to provisions relating to the protection of the human
person tréaties of a humanitarian character, in particular to provisions
ibiti of reprisals against persons protected by such treaties..

Article 61
Supervening impossibility of performance

A"party may invoke the impossibility of performing a treaty as a ground for
rminating or withdrawing from it if the impossibility results from the permanent
disappearance or destruction of an objeot indispensable for the execution of the
treaty. If the impossibility is temporary, it may be invoked only an a ground for
suspending the operation of the treaty.
Impossibility of performauco may not be invoked by a party as a ground for terminating,
withdrawing from or suspending the operation of a treaty if the impossibility is the
result of a breach by that party either of an obligation under the treaty or of any other
international obligation owed to any other party to the treaty.
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Article 62
Fundamental change of circumstances

1. A fundamental change of circumstances which has occurred with regard to those
existing at the time of the conclusion of a treaty, and which was not foreseen by
the parties, may not be invoked as a ground for terminating or withdrawing from
the treaty unless:

(a) the existence of those circumstances constituted an essential basis of th
consent of the parties to be bound by the treaty; and

(b) the effect of the change is radically to transform the extent of obligati
to be performed under the treaty.

2. A fundamental change of circumstances may not he invoked as
terminating or withdrawing from a treaty:

(a) if the treaty establishes a boundary; or

(b) if the fundamental change is the result of a breach e partyjinvoking
it either of an obligation under the treaty or of othér” international
obligation owed to any other party to the treaty.

3. If, under the foregoing paragraphs, a party may in
circumstances as a ground for terminating or with
also invoke the change as a ground for suspeading th

s still

undamental change of
a treaty it may
eration of the treaty.

Articl
Severance of diplo

The severance of diplomatic or iongbetween parties to a treaty does
not affect the legal relations establis
the existence of diplomatic or consul
the treaty.

international law (“jus cogens™)

ory norm of general international law emerges, apy existing
flict with that norm becomes void and terminates.

SECTION 4:
PROCEDURE

Article 65
Procedure to be followed with respect to invalidity, termination,
withdrawal from or suspension of the operation of a treaty

1. A party which, under the provisions of the present Convention, invokes either a
defect in its consent to be bound by a treaty or a ground for impeaching the validity
of a treaty, terminating it, withdrawing from it or suspending its operation, must
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notify the other parties of its claim. The notification shall indicate the measure
proposed to be taken with respect to the treaty and the reasons therefor.

2. If, after the expiry of a period which, except in oases of special urgency, shall not
be less than three months after the receipt of the notification, no party has raised
any objection, the party making the notification may carry out in the manner
provided in article 67 the measure which it has proposed.

3. If, however, objeotion has been raised by any other party, the parties shall seek a
solution through the means indicated in Article 33 of the Charter of the U
Nations.

4. Nothing in the foregoing paragraphs Shall affect the rights or obli
the parties under any provisions in force binding the parties wi
settlement of disputes.

5. Without prejudice to article 45, the fact that a State has no
notification prescribed in paragraph 1 shall not prevenf'it fro
notification in answer to another party claiming p
alleging its violation.

Article 66

Prosedures for judigi

been reached within a period
of twelve months following the d he objection was raised, the following
procedures shall be followed:
(a) anyone of the parties toa di

of article 53 or 64 may, by a

Court of Justice

bitration;

ispute concerning the application or the interpretation
of any of the othegarticles in Part V of the present Convention may set in motion
the pr ecified in the Annex to the Convention by submitting a request
tothat e ecretary General of the United Nations.

Article 67
uments for declaring invalid, terminating, withdrawing
from or suspending the operation of a treaty

1. e notification provided for under article 65, paragraph 1 met be made in
writing.
Any act declaring invalid, terminating, withdrawing from or suspending the
operation of a treaty pursuant to the provisions of the treaty or of paragraphs
2 or 3 of article 65 shall be carried out through an instrument communicated
to the other parties. If the instrument is not signed by the Head of State, Head
of Covernment or Minister for Foreign Affairs, the representative of the State
communicating it may be called upon to produce full powers.
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Article 68
Revocation of notifications and instruments
provided for in articles 65 and 67

A notification or instrument provided for in article 65 or 67 may be revoked at
any time before it takes effect.

SECTION 5:
CONSEQUENCES OF THE INVALIDITY, TERMINATION,
OR SUSPENSION OF THE OPERATION OF A TREATY

Article 69

Consequences of the invalidity of a treaty

1. A treaty the invalidity of which is established under th
void. The provisions of a void treaty have no legal force.

2. Ifacts have nevertheless been performed in relianc aty:

(a) each party may require any other party to esta

mutual relations the position that would ha cts had not been
performed;
(b) acts performed in good faith befo: & ali was invoked are not
rendered unlawful by reason only of'the y of the treaty.
3. In cases falling under articles 49 paragraph 2 does not apply with
respect to the party to which t act'of corruption or the coercion ie
imputable.

4. In the case of the invalidity o
multilateral treaty, th egoing rules apply in the relations between that State
and the parties to

Article 70
ces of the termination of a treaty

erwise provides or the parties otherwise agree, the termination of
provisions or in accordance with the present Convention:
parties from any obligation further to perform the treaty;
affect any right, obligation or legal situation of the parties created
rough the execution of the treaty prior to its termination.

Staté denounces or withdraws from a multilateral treaty, paragraph 1 applies
in the relatione between that State and each of the other parties to the treaty from
he date when such denunciation or withdrawal takes effect.

Article 71

Consequences of the invalidity of a treaty which conflicts with a peremptory
norm of general international law

1. Inthe case of a treaty which is void under article 53 the parties shall:
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(a) eliminate as far as possible the consequences of any act performed in reliance
on any provision which conflicts with the peremptory norm of general
international law; and

(b) bring their mutual relations into conformity with the peremptory norm of
general international law.

2. In the case of a treaty which becomes void and terminates under article 64, the
termination of the treaty;

(a) releases the parties from any obligation further to perform the treaty;

(b) does not affect any right, obligation or legal situation of the parties cre
through the execution of the treaty prior to its termination; profided t

the extent that their maintenance is not in itself in confli
peremptory norm of general international law.

Article 72
Consequences of the suspension of the operat treaty

1. Unless the treaty otherwise provides or the parti
of the operation of a treaty under its provisions
Convention:

(a) releases the parties between whi
from the obligation to perfor
the period of the suspension;

erwis ee, the suspension

with the present

of the treaty is suspended
ir mutual relations during

by the treaty.
2. During the period of the su
obstruct the resumption of t

arties shall refrain from acts tending to
of the treaty.

PART VI
ANEOUS PROVISIONS

Article 73
Cases of State succession, State responsibility,
and outbreak of hostilities

ions of the present Convention shall not prejudge any question that
ise in regard to a treaty from a succession of States or from the international
onsibility of a State or from the outbreak of hostilities between States.

Article 74
Diplomatic and consular relations and the conclusion of treaties

The severance or absence of diplomatic or consular relations between two or
more States does not prevent the conclusion of treaties between those States. The
conclusion of a treaty does not in itself affect the situation in regard to diplomatic or
consular relations.
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Article 75
Case of an aggressor State

The provisions of the present Convention are without prejudice to any obligation
in relation to a treaty which may arise for an aggressor State in consequence of
measures taken in conformity with the Charter of the United Nations with reference
to that State’s aggression.

PART VII

DEPOSITARIES, NOTIFICATIONS, CORRECTIONS AND REGISTRATION v
Article 76
tiating

Depositaries of treaties

1. The designation of the depositary of a treaty may be m y the
States, either in the treaty itself or in some other mann epositary may
be one or more States, an international organization or the f administrative

officer of the organization.
2. 'The functions of the depositary of a treaty are in
the depositary is under an obligation to ac

character and
their performance. In
e between certain of the

omprise in particular:
iginal text of the treaty and of any full powers

any signatures to the treaty and receiving and keeping custody of

ny instruments, notifications and communioations relating to it;

ining whether the signature or any instrument, notifioation or
communication relating to the treaty is in due and proper form and, if need
be, bringing the matter to the attention of the State in question;

e) informing the parties and the States entitled to become parties to the treaty
of acts, notifications and communications relating to the treaty;

(f) informing the States entitled to become parties to the treaty when the number
of signatures or of instruments of ratification, acceptance, approval or accession
required for the entry into force of the treaty has been received or deposited;

(g) registering the treaty with the Secretariat of the United Nation;
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or communication to be made by any State under the present Conventjon s

(a)
(b)

(0)

(h) performing the functions specified in other provisions of the present
Convention.

In the event of any difference appearing between a State and the depositary as to

the performance of the latter’s functions, the depositary shall bring the question

to the attention of the signatory States and the contracting Staten or, where

appropriate, of the competent organ of the international organization concerned.

Article 78

Notifications and communications

Except as the treaty or the present Convention otherwise provide, any n

if there is no depositary, be transmitted direct to the States for whi
or if there is a depositary, to the latter;
be considered an having been made by the State in questi
by the State to which it was transmitted or, as the cane

the depositary;
if transmitted to a depositary, be considered as received e State for which it
was intended only when the latter State has be ed by the depositary in

accordance with article 77, paragraph 1(e).

Correction of errors in texts edicopies of treaties

of a treaty, the signatory States and the
insian error, the error shall, unless they
ion, be corrected:

contracting States are agree
decide upon some other m

(a)

jection has been raised, the depositary shall make and initial the
correction in the text and shall execute a 1)n:ices-verbal of the rectification
of the text and communicate a copy of it to the parties and to the States
entitled to become parties to the treaty;

(b) anobjection has been raised, the depositary shall communicate the objection

to the signatory States and to the contracting States.

The rules in paragraphs 1 and 2 apply also where the text has been authenticated
in two or more languages and it appears that there is a lack of concordance which
the signatory States and the contracting States agree should be corrected.

The corrected text replaces the defective text ab initio, unless the signatory States
and the contracting States otherwise decide.
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5.  The correction of the text of a treaty that has been registered shall be notified to
the Secretariat of the United Nations.

6.  Where an error is discovered in a certified copy of a treaty, the depositary shall
execute a procces-verbal specifying the rectification and communicate a copy of
it to the signatory States and to the contracting States..

Article 80
Registration and publication of treaties

1. Treaties shall, after their entry into force, be transmitted to the Secretaria
United Nations for registration or filing and recording, as the case may be,
publication.

2. 'The designation of a depositary shall constitute authorization fog it t
the acts specified in the preceding paragraph.

PART VIII
FINAL PROVISIONS

Article 81

The present Convention Ethan be open | States Members of the
United Nations or of any of the speciali ies or of the International Atomic
Energy Agency or parties to the Staj tional Court of Justice, and by
any other State invited by the Gen blyof the United Nations to become a

party to the Convention, as follows:
for Foreign Affairs of the Republic of A nd subsequently, until 30 April 1970, at

Article 82
Ratification

tion 1s subject to ratification. The instruments of ratification
the Secretary-General of the United Nations.

Article 83
Accession

present Convention shall remain open for accession by any State belonging
ofithe categories mentioned in article 81. The instruments of accession shall be
depgsited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 84
Entry into force

1.  The present Convention shall enter into force on the thirtieth day following the
date of deposit of the thirty-fifth instrument of ratification or accession.
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2. For each State ratifying or acceding to the Convention after the deposit of the
thirty-fifth instrument of ratification or accession, the Convention shall enter
into force on the thirtieth day after deposit by such State of its instrument of
ratification or accession.

Article 85
Authentic texts

The original of the present Convention, of which the Chinese, English, Fre
Russian and. Spanish text are equally authentic, shall be deposited with the
General of the United Nations.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries, bein
thereto by their respective Governments, have signed the present Conventio

DONE at Vienna, this twenty-third day of May, one thousand h
sixty-nine.

ANNEX

1. Alistof conciliators consisting of qualified jurist
by the Secretary General of the United Nations.
a Member of the United Nations or a p

drawnlup and maintained
very State which is
resent Convention shall be
the persons so nominated

shall constitute the list. The term of a
nominated to fill a casual va
conciliator whose term expi
shall have been chosen und
2. When a request has been
Secretary General

constituted as follo
3 ituting one of the parties to the dispute shall appoint:
of the nationality of that State or of one of those States, who

be chosen from the list referred to in paragraph 1; and

within sixty days following the date on which the Secretary-General

ives the request.

Thefour conciliators shall, within sixty days following the date of the last of their
n appointments, appoint e fifth conciliator chosen from the list, who shall be

chairman.

If the appointment of the chairman or of any of the other conciliators has not been

made within the period prescribed above for such appointment, it shall be made

by the Secretary General within sixty days following the expiry of that period.

The appointment of the chairman may be made by the Secretary General either

from tho list or from the membership of the International raw Commission. Any
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of the periods within which appointments must be made may be extended by
agreement between the parties to the dispute.

Any vacancy shall be filled in the manner prescribed for the initial appointment.
The Conciliation Commission shall decide its own procedure. The Commission,
with the consent of the parties to the dispute, may invite any party to the treaty
to submit to it its views orally or in writing. Decisions and recommendations of
the Commission shall be made by a majority vote of the five members.

The Commission may draw the attention of the parties to the dispute to a
measures which might facilitate an amicable settlement.

The Commission shall hear the parties, examine the claims and objectio
make proposals to the parties with a view to reaching an amicable settle
the dispute.

The Commission shall report within twelve months of its ¢

tit

settlement of the dispute.
The Secretary General shall provide the
facilities as it may require. The expensg
the United Nations.

Hukum Perjanjian Internasional



LAMPIRAN 2

Presiden Republik Indonesia

Jakarta, 22 Agustus 1960

No. : 2826/HK/60
Lampiran: -
Perihal : Pembuatan Perjanjian-Perjanjian dengan Negara Lain
Kepada:
Y. M. Ketua Dewan
Perwakilan Rakyat
di JAKAR
1. Dengan ini diminta dengan hormat perhatian Saudara afas soalkerj a antara
Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangk 1 Undang-Undang

Dasar di dalam hal mengadakan perjanjian-perjanjian de negara-negara lain.
Seperti diketahui Pasal 11 Undang-Undang Das entu ahwa: “Presiden
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat me ang, membuat per-
damaian dan perjanjian dengan negar:
Menurut pendapat Pemerintah perka
mengandung arti segala per)anjlan denga :
perjanjian yang terpenting saja g\ engandung soal soal pOlltlk dan yang
lazimnya dikehendaki berb
Pemerintah akan tidak me
kan hubungan internasional
walaupun mengenai soal-soal -kecil harus diperoleh persetujuan terlebih
dahulu dari De akilan Rakyat, sedangkan hubungan internasional dewasa
ini demikiangge ra, sehingga menghendaki tindakan-tindakan yang cepat
butuhkan prosedur konstitusionil yang lancar.

ancaran di dalam pelaksanaan kerja sama antara Pemerintah

an menyampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat hanya perjanjian-perjanjian
g saja (treaties), yang diperincikan di bawah, sedangkan perjanjian
ents) akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat hanya
tuk diketahui.
diminta perhatian di sini, bahwa Pasal 11 Undang-undang Dasar tidak
enentukan bentuk juridis dari persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat itu,
sehingga tidak ada keharusan bagi Dewan Perwakilan Rakyat untuk memberinya
dengan undang-undang.
Sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang tersebut di atas Pemerintah
berpendapat bahwa perjanjian-perjanjian, yang harus disampaikan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan sebelumnya disahkan oleh Presiden,
ialah perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty yang mengandung
materi sebagai berikut.
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a.  Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar
negeri negara, seperti halnya dengan perjanjian-perjanjian persahabatan,
perjanjian-perjanjian persekutuan (aliansi), perjanjian-perjanjian tentang
perubahan wilayah atau penetapan tapal batas.

b. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya sehingga mempengaruhi
haluan politik luar negeri negara; dapat terjadi bahwa ikatan-ikatan sede-
mikian dicantumkan di dalam perjanjian kerja sama ekonomi dan teknis
atau pinjaman uang.

c. Soal-soal yang menurut Undang-Undang Dasar atau menurut sistem perun-
dang-undangan kita harus diatur dengan Undang-undang, seperti s
kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.

Perjanjian-perjanjian yang mengandung materi yang lain yang lazimn

agreement akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyathhan

diketahui setelah disahkan oleh Presiden.

Presiden Republik Indonesia,
SOEKARNO

Tembusan kepada:

Menteri Luar Negeri,
Menteri Kehakiman,
Menteri Penghubung
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LAMPIRAN 3

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG
PERJANJIAN INTERNASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a.

bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Jfidonesia,sebagaimana
tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasdr 1945gyaituimelindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara nesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidup ta ikut melaksana-
kan ketertiban dunia yang berdasarkan keme
keadilan sosial, Pemerintah Negara Republi sia,’sebagai bagian dari

yang mewujudkan dalam perjanjia
n pengesahan perjanjian internasional
ang Dasar 1945 sangat singkat, sehingga
peraturan perundang-undangan;

No. 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus

perlu dijabarkan lebih lanj
bahwa surat Presiden Repul

i pedoman untuk membuat dan mengesahkan perjanjian
dak sesuai lagi dengan semangat reformasi;

esahan perjanjian internasional antara Pemerintah
dan pemerintah negara-negara lain, organisasi internasional,

-undangan yang jelas pula;
wa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, ¢,

danid perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional.

engingat:

Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 dan
Perubahannya (1999);

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lem-
baran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3882).
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERJANJIAN INTERNASIONAL.
BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 \

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.  Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam begmtuk
diatur dalam hukum internasional yang dibuat seca
hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Pengesahan adalah perbuatan hukum untukgpe

dan tertentu, yang
is.ser enimbulkan

diri pada suatu perjanjian

att beberapa orang yang mewakili
ndatangani atau menerima naskah

berikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang
epublik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan,

servation) adalah pernyataan sepihak suatu negara untuk tidak
unya ketentuan tertentu pada perjanjian internasional, dalam

erjanjian internasional yang bersifat multilateral.
an (Declaration) adalah pernyataan sepihak suatu negara tentang pema-
an‘atau penafsiran mengenai suatu ketentuan dalam perjanjian internasional,
ang dibuat ketika menandatangani, menerima, menyetujui, atau mengesahkan
erjanjian internasional yang bersifat multilateral, guna memperjelas makna
ketentuan tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hak dan kewa-
jiban negara dalam perjanjian internasional.
7. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai
subjek hukum internaisonal dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjan-
jian internasional.
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8.  Suksesi Negara adalah peralihan hak dan kewajiban dari satu negara kepada
negara lain, sebagai akibat pergantian negara, untuk melanjutkan tanggung
jawab pelaksanaan hubungan luar negeri dan pelaksanaan kewajiban sebagai
pihak suatu perjanjian internasional, sesuai dengan hukum internasional dan
prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

9.  Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang hubungan luar negeri
dan politik luar negeri.

Pasal 2

Menteri memberikan pertimbangan politis dan mengambil langk:
yang diperlukan dalam pembautan dan pengesahan perjanjian internasional, denga
berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal yang
tingan publik.

=]

Pasal 3

Pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada ‘p€rjanjian internasional
melalui cara-cara sebagai berikut:
a. penandatanganan;

b. pengesahan;
c.  pertukaran dokumen perjanjian/nota
d. cara-caralain sebagaimana disepak3

dalam perjanjian internasional.

PEMBUATANPERJAN] INTERNASIONAL

asal 4

donesia membuat perjanjian internasional dengan satu
asPinternasional, atau subjek hukum internasional lain
akatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan
gan iktikad baik.

perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia

kum internasional yang berlaku.

Pasal 5

) Tembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepar-
temen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat
perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi
mengenai rencana tersebut dengan Menteri.

(2) Pemerintah Republik Indonesia dalam mempersiapkan pembuatan perjanjian
internasional, terlebih dahulu harus menetapkan posisi Pemerintah Republik
Indonesia yang dituangkan dalam suatu pedoman delegasi Republik Indonesia.
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(3) Pedoman delegasi Republik Indonesia, yang perlu mendapat persetujuan Menteri,
memuat hal-hal sebagai berikut:
a. latar belakang permasalahan;
b.  analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain
yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia;
c. posisi Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk
mencapai kesepakatan.
(4) Perundingan rancangan suatu perjanjian internasional dilakukan oleh Delega
Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri atau pejabat lain sesuai denga
materi perjanjian dan lingkup kewenangan masing-masing.

Pasal 6
(1) Pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap penjajaka run-
dingan perumusan naskah, penerimaan, dan penandatanga
(2) Penandatanganan suatu perjanjian internasional merupdkan etu atas
naskah perjanjian internasional tersebut yang telah dihasilk tau merupakan
pernyataan untuk mengikatkan diri secara definitj an kesepakatan
para pihak.
Pasal 7
(1) Seseorang yang mewakili Pemerintah Re esia,\dengan tujuan menerima
atau menandatangani naskah suatu pe au mengikatkan diri pada
perjanjian internasional, memer urat Kua

(2) Pejabat yang tidak memerlukanSurat
1 angka 3 adalah:
a. Presiden, dan
b.  Menteri.

(3) Satu atau beberap ang menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima
hasil akhir suat internasional, memerlukan Surat Kepercayaan.

(4) Kan secara terpisah atau disatukan dengan Surat Kepercayaan,

(5) suatu perjanjian internasional yang menyangkut kerja sama
aksanaan dari perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada
ewenangan suatu lembaga negara atau lembaga pemerintah, baik

emen maupun nondepartemen, dilakukan tanpa memerlukan Surat Kuasa.

Pasal 8

emerintah Republik Indonesia dapat melakukan pensyaratan dan/atau pernyataan,
ecuali ditentukan lain dalam perjanjian internasional tersebut.
Pensyaratan dan pernyataan yang dilakukan pada saat penandatangan perjanjian
internasional harus ditegaskan kembali pada saat pengesahan perjanjian tersebut.
(3) Pensyaratan dan pernyataan yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia
dapat ditarik kembali setiap saat melalui pernyataan tertulis atau menurut tata
cara yang ditetapkan dalam perjanjian internasional.
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BAB III
PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 9

(1) Pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dila-
kukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional tersebut.

(2) Pengesahan perjanjian internasional sebagaimana dimaksud dalam aya
dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden.

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-
berkenaan dengan:
masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamananffegara;
perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negafa Republik I esia;
kedaulatan atau hak berdaulat negara;
hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
pembentukan kaidah hukum baru;
pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

mo a0 o

(1) Pengesahan perjanjian internasi g materinya tidak termasuk materi
sebagaimana dimaksud Pas engan keputusan presiden.

(2) Pemerintah Republik Indo aikan salinan setiap keputusan presiden
yang mengesahkan suatu ernasional kepada Dewan Perwakilan
Rakyat untuk dievaluasi.

Pasal 12

perjanjian internasional, lembaga pemrakarsa
baga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen
en, menyiapkan salinan naskah perjanjian, terjemahan,
-undang, atau rancangan keputusan presiden tentang penge-
jian internasional dimaksud serta dokumen-dokumen lain yang

emrakarsa, yang terdiri atas lembaga negara dan lembaga pemerintah,

departemen maupun nondepartemen, mengkoordinasikan pembahasan

ancangan dan/atau materi permasalahan dimaksud dalam ayat (1) yang pelak-
naannya dilakukan bersamaan dengan pihak-pihak terkait.

Prosedur pengajuan pengesahan perjanjian internasional dilakukan melalui

Menteri untuk disampaikan kepada Presiden.

Pasal 13

Setiap undang-undang atau keputusan presiden tentang pengesahan perjanjian
internasional ditempatkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia.
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Pasal 14

Menteri menandatangani piagam pengesahan untuk mengikatkan Pemerintah

Republik Indonesia pada suatu perjanjian internasional untuk dipertukarkan dengan
negara pihak atau disimpan oleh negara atau lembaga penyimpan pada organisasi
internasional.

1

2

(1)

)
(©)

(4)

)

BABIV
PEMBERLAKUAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 15

Selain perjanjian internasional yang perlu disahkan dengan unda
keputusan presiden, Pemerintah Republik Indonesia dapat
internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau
perjanjian/nota diplomatik, atau melalui cara-cara lain
oleh para pihak pada perjanjian tersebut.
Suatu perjanjian internasional mulai berlaku dan@
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dala

Pemerintah Republik Indonesia melak perubaban atas ketentuan suatu
perjanjian internasional berdasar, akatan antara pihak dalam perjanjian
tersebut.

Perubahan perjanjian internasional t para pihak melalui cara sebagai-
mana ditetapkan dalam perjanji

Perubahan atas suatugperjanjia rnasional yang telah disahkan oleh
Pemerintah Repu esia dilakukan dengan peraturan perundangan yang
setingkat.

Dalam hal perub perjanjian internasional yang hanya bersifat teknis
administr, atas perubahan tersebut dilakukan melalui prosedur

sederhana.

BABV
IMPANAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 17

enteri yang bertanggung jawab menyimpan dan memelihara naskah asli
erjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah Republik Indonesia serta
menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkannya dalam himpunan perjanjian
internasional.
Salinan naskah resmi setiap perjanjian internasional disampaikan kepada lem-
baga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen
pemrakarsa.
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(3) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan naskah resmi suatu perjanjian
internasional yang telah dibuat oleh Pemerinta Republik Indonesia kepada sekretariat
organisasi internasional yang di dalamnya Pemerintah Republik Indonesia menjadi
anggota.

(4) Menteri memberitahukan dan menyampaikan salinan piagam pengesahan per-
janjian internasional kepada instansi-instansi terkait.

(5) Dalam hal Pemerintah Republik Indonesia ditunjuk sebagai penyimpan piagam
pengesahan perjanjian internasional, Menteri menerima dan menjadi penyi y
piagam pengesahan perjanjian internasional yang disampaikan negara-neg
pihak.

BAB VI
PENGAKHIRAN PERJANJIAN INTERNASIO

Pasal 18

Perjanjian internasional berakhir apabila:
terdapat kesepakatan pada pihak melalui prosed
janjian;

b.  tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
c.  terdapat perubahan mendasar yang ms elaksanaan perjanjian;
d. salah satu pihak melaksanakan atau uan perjanjian;
e.  dibuat suatu perjanjian baruy gga tlkan perjanjian lama;
f.  muncul norma-norma baru ;
g.  objek perjanjian hilang;
h.  terdapat hal-hal yang meru
Pasal 19
Perjanjian i ang berakhir sebelum waktunya, berdasarkan kesepa-
katan para plhak ti empengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi
bagian perj elum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya
perjanjian te
Pasal 20
internasional tidak berakhir karena suksesi negara, tetapi berlaku selama
ne pengganti menyatakan terikat pada perjanjian tersebut.
BAB VII
KETENTUAN PERALTHAN
Pasal 21

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pembuatan atau pengesahan perjan-
jian internasional yang masih dalam proses, diselesaikan sesuai dengan ketentuan
undang-undang ini.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Oktober 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 Oktober 20
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK I
DIOHAN EFF

LEMBARAN NEG K INDONESIA
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PENJELASAN

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2000

TENTANG
PERJANJIAN INTERNASIONAL

I. UMUM
Dalam melaksanakan politik luar negeri yang diabdikan kepada kepe
Pemerintah Republik Indonesia melakukan berbagai upaya te
perjanjian internasional dengan negara lain, organisasi internasional, su
hukum internasional lain.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatny

n ilm pengeta-
an interdependensi
makin meningkat
pula kerja sama internasional yang dituangkan da

internasional.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian elibatkan berbagai lembaga
negara dan lembaga pemerintah berikut pe iya..A rcapai hasil yang maksimal,
diperlukan adanya koordinasi di antara lembag ang bersangkutan. Untuk tujuan
tersebut, diperlukan adanya suatu dang-undangan yang jelas sehingga
dalam praktiknya menimbulkan b

Pengaturan sebelumnya hanya menitikb atkan pada aspek pengesahan perjanjian
internasional. Oleh karena itu dipe ya suatu peraturan perundang-undangan
yang mencakup aspek pemibuatan dan pengesahan perjanjian internasional demi kepastian
hukum.

Undang-Undang tex epjanjian Internasmnal merupakan pelaksanaan Pasal

t ringkas sehingga memerlukan penjabaran lebih lanjut. Untuk itu,
erangkat perundang-undangan yang secara tegas mendefinisikan

mis antara kedua lembaga tersebut.

erjanjian internasional yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah setiap
rjanjian di bidang hukum publik, diatur oleh hukum internasional, dan dibuat oleh
merintah dengan negara, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional
ain. Bentuk dan nama perjanjian internasional dalam praktiknya cukup beragam, antara
lain: treaty, convention, agreement, memorandum of understanding, protocol, charter,
declaration, final act, arrangement, exchange of notes, agreed minutes, summary record,
process verbal, modus vivendi, dan letter of intent. Pada umumnya bentuk dan nama
perjanjian menunjukkan bahwa materi yang diatur oleh perjanjian tersebut memiliki
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bobot kerja sama yang berbeda tingkatannya. Namun demikian, secara hukum, perbedaan
tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban para pihak yang tertuang di dalam suatu
perjanjian internasional bagi perjanjian internasional, pada dasarnya menunjukkan
keinginan dan maksud pada pihak terkait serta dampak politiknya bagi para pihak tersebut.

Sebagai bagian terpenting dalam proses pembuatan perjanjian, pengesahan
perjanjian internasional perlu mendapat perhatian mendalam mengingat pada tahap
tersebut suatu negara secara resmi mengikatkan diri pada perjanjian itu.

Dalam praktiknya, bentuk pengesahan terbagi dalam empat kategori, yait
(a) ratifikasi (ratification) apabila negara yang akan mengesahkan suatu perjanjian
internasional turut menandatangani naskah perjanjian; (b) aksesi (accesion) apabila
negara yang mengesahkan suatu perjanjian internasional tidak turut menandatangani
naskah perjanjian; (c) penerimaan (acceptance) dan penyetujuan (appr
pernyataan menerima atau menyetujui dari negara-negara pihak pa at

penandatanganan.
Pengaturan mengenai pengesahan perjanjian internasionalididndonesia selama
ini dijabarkan dalam Surat Presiden Nomor 2826/H
1960, kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, yang te
proses pengesahan perjanjian internasional, yaitu
dan keputusan presiden, bergantung kepada matéri yang diaturnya. Namun demikian,
dalam praktiknya selama ini telah terjadi @
sanakan surat presiden tersebut, sehingga perlu‘digafiti
Perjanjian Internasional.
Pokok materi yang diatur dalamdunda
sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum;
b. Pembuatan Perjanjian rnasional;
c.  Pengesahan Perjanjia i
d.  Pemberlakuan P
e. Penyimpanan Perja
f.  Pengakhi
g. Ketentuan
h. Kete
II.
Pa
p jelas
Pasal 2

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Menteri memberikan pendapat dan pertimbangan
politis dalam membuat dan mengesahkan perjanjian internasional berdasarkan
kepentingan nasional. Sebagai pelaksana hubungan luar negeri dan politik luar negeri,
Menteri juga terlibat dalam setiap proses pembuatan dan pengesahan perjanjian
internasional, khususnya dalam mengkoordinasikan langkah-langkah yang perlu
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diambil untuk melaksanakan prosedur pembuatan dan pengesahan perjanjian
internasional. Hal yang menyangkut kepentingan publik adalah materi yang diatur
dalam Pasal 10 undang-undang ini.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan “cara-cara lain” yang disepakati oleh para pihak (misalnya
simplified procedure) adalah keterikatan secara otomatis pada perjanjian inter-
nasional apabila dalam masa tertentu tidak menyampaikan notifiksi tertulis
menolak keterikatannya pada suatu perjanjian internasional.

Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan subyek hukum internasional la
adalah suatu entitas hukum yang diakui oleh hu
mempunyai kapasitas membuat perjanjian interndsiona
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Lembaga Negara adalah Dey
Keuangan, Mahkamah Agung,

Pertimbangan Agung yang fungsi
ang-Undang Dasar 1945.

sekutif termasuk presiden, departemen/
instansi dan badan-badan pemerntah lain, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan

adan-badan 1ndependen lain yang dibentuk oleh pemerintah
akan tugas-tugas tertentu tidak termasuk dalam pengertian

rtentangan dengan kebijakan politik luar negeri Republik Indonesia,
edur pelaksanaannya sesuai dengan pedoman yang ditetapkan dalam
-Undang tentang Perjanjian Internasional. Mekanisme konsultasi
tersebut dapat dilakukan melalui rapat antardepartemen atau komunikasi surat-
menyurat antara lemabga-lembaga dengan Departemen Luar Negeri untuk
meminta pandangan politis/yuridis rencana pembuatan perjanjian internasional
tersebut.
Ayat (2)
Pedoman delegasi Republik Indonesia dibuat agar tercipta keseragaman
posisi delegasi Republik Indonesia dan koordinasi antardepartemen/lembaga
pemerintah di dalam membuat perjanjian internasional.
Pedoman tersebut harus disetujui oleh pejabat yang berwenang, yaitu Menteri
yang bertanggung jawab atas pelaksanaan hubungan luar negeri.
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Pedoman tersebut pada umumnya dibuat dalam rangka sidang multilateral.
Namun demikian, pedoman itu juga dibuat dalam rangka perundingan bilateral
ini untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Pasal ini
mewajibkan delegasi Republik Indonesia ke setiap perundingan, baik multilateral
maupun bilateral, untuk membuat pedoman yang mencerminkan posisi
delegasi Republik Indonesia sebagai hasil koordinasi antardepartemen/instansi
terkait dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Ayat (3)
Pedoman delegasi Republik Indonesia perlu mendapat persetujuan Menter
sebagai pelaksana hubungan dan politik luar negeri. Hal ini diperlukah bagi
terlaksananya koordinasi yang efektif di dalam mebuat dan menge hkan
perjanjian internasional. Materi yang memuat dalam pedoma;
tersebut disusun atas kerja sama lembaga negara dan lemb
terkait yang menangani subinstansinya, dan Departemenfl.ua
memberikan pertimbangan politisnya.

Ayat (4)
Pejabat lain adalah menteri atau pejabat instansi terkait sesuai dengan
kewenangan masing-masing.

Pasal 6
Ayat (1)
Penjajakan: merupakan tahap awal kedua belah pihak yang
berunding mengenai kemungki i ya suatu perjanjian internasional.

Perundingan: merupakan
masalah-masalah teknis y: ati dalam perjanjian internasional.
Perumusan naskah: merup
internasional.

Penerimaan:

B

al al hasil perundmgan dapat disebut Penerlmaan
1 kukan dengan membubuhkan inisial atau paraf pada
ternasional oleh ketua delegasi masing-masing. Dalam

anganan: merupakan tahap akhir dalam perundingan bilateral untuk

endelegasi suatu naskah perjanjian internasional yang telah disepakati

kedua belah pihak. Untuk perjanjian multilateral, penandatanganan

erjanjian internasional bukan merupakan pengikatan diri sebagai negara

pihak. Keterikatan terhadap perjanjian internasional dapat dilakukan melalui
pengesahan (ratification/accession/acceptance/approval).

Ayat (2)
Penandatanganan suatu perjanjian internasional tidak sekaligus dapat diartikan
sebagai pengikatan diri pada perjanjian tersebut. Penandatanganan suatu
perjanjian internasional yang memerlukan pengesahan, tidak mengikat di
pihak sebelum perjanjian tersebut disahkan.
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Pasal 7

Ayat (1)
Surat Kuasa (Full Powers) dikeluarkan oleh Menteri sesuai dengan praktik
internasional yang telah dikukuhkan oleh Konvensi Wina 1969.

Ayat (2)
Mengingat kedudukan Presiden sebagai kepala negara/kepala pemerintahan
dan kedudukan Menteri Luar Negeri sebagai pembantu Presiden dalam
melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang hubungan luar n
Presiden dan Menteri Luar Negeri tidak memerlukan Surat Kuasa da

Indonesia, termasuk Duta Besar Luar Negeri dan Berku
Indonesai, dalam menandatangani, menerima naskah,
negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian

Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Praktek penyatuan Surat Kuasa d
prosedur pembuatan dan pengs?
banyak pihak. Praktik sema
dalam konferensi yang
ditetapkan oleh perjanji
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)
Pernyataan dilakukan atas perjanjian internasional yang bersifat
apat dilakukan atas suatu bagian perjanjian internasional
efisyaratan dan pernyataan tersebut tidak bertentangan dengan
sl dan tujuan dibuatnya perjanjian internasional tersebut. Dengan pensya-
atau pernyataan terhadap suatu ketentuan perjanjian internasional, Peme-
Republik Indonesia secara hukum tidak terikat pada ketentuan tersebut.

Penegasan kembali tersebut dituangkan dalam instrumen pengesahan seperti
piagam ratifikasi atau piagam aksesi.

yat (3)

Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Pengesahan suatu perjanjian internasional dilakukan berdasarkan ketetapan
yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian internasional yang memerlukan
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pengesahan akan mulai berlaku setelah terpenuhi prosedur pengesahan
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Ayat (2)
Pengesahan dengan undang-undang memerlukan persetujuan Dewan Perwa-
kilan Rakyat. Pengesahan dengan keputusan presiden selanjutnya diberitahukan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 10

Pengesahan perjanjian internasional melalui undang-undang dilakukan berdasark:
materi perjanjian dan bukan berdasarkan bentuk dan nama (nomenclature) pegjnji
Klasifikasi menurut materi perjanjian dimaksudkan agar tercipta kepastian
dan keseragaman atas bentuk pengesahan perjanjian internasional den
undang.

Mekanisme dan prosedur pinjaman dan/atau hibah luar negef# be
juannya oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan diatur dem@an unda ng
tersendiri.

Pasal 11
Ayat (1)
Pengesahan perjanjian melalui keputus
jian yang mensyaratkan adanya penge
perjanjian, tetapi memiliki materi yan
penerapan dalam waktu singk

dilakukan atas perjan-
memulai berlakunya
sedural dan memerlukan
pengaruhi peraturan perundang-
ang termasuk dalam kategori
k yang menyangkut kerja sama di
bidang ilmu pengetahuanidan teknglogi, ekonomi, teknik, perdagangan,

kebudayaan, pelayaran niaga; daran pajak berganda dan kerja sama

perlindungan an modal, serta pengesahan yang bersifat teknis.
Ayat (2)

Dewan Per apat melakukan pengawasan terhadap Peme-

idak diminta persetujuan sebelum pembuatan perjanjian
karena pada umumnya pengesahan dengan keputusan
ukan bagi perjanjian internasional di bidang teknis. Di
anakan fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat dapat
goungjawaban atau keterangan Pemerintah mengenai perjanjian

yat (1)
Di dalam menyiapkan rancangan undang-undang bagi pengesahan suatu
perjanjian internasional perlu memperhatikan Keputusan Presiden Nomor
188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-
Undang.
Ayat (2)
Cukup jelas
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Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 13
Penempatan peraturan perundang-undangan pengesahan suatu perjanjian
internasional di dalam lembaran negara dimaksudkan agar setiap orang dapat
mengetahui perjanjian yang dibuat pemerintah dan mengikat seluruh warga
negara Indonesia.

Pasal 14
Lembaga penyimpan (depositary) merupakan negara atau organisasi intérnasion
yang ditunjuk atau disebut secara tegas dalam suatu perjanjian un
piagam pengesahan perjanjian internasional. Praktik ini berl
multilateral yang memiliki banyak pihak. Lembaga im
memberitahukan semua pihak pada perjanjian tersebutdsetel enerima piagam
pengesahan dari salah satu pihak.

Pasal 15
Ayat (1)
Perjanjian internasional yang tidak
pemberlakuan perjanjian tersek
atau merupakan pelaksanaan
langsung berlaku setel
nota diplomatik atau
para pihak pada perjanjian. Perjanj
di antaranya di bidang idi
kesehatan, kelmarga berencana, pertanian, kehutanan, serta kerja sama

adanya pengesahan dalam
ateri yang bersifat teknis
watu perjanjian induk, dapat
afigan, pertukaran dokumen perjanjian/
ara-cara lain sebagaimana disepakati
yang termasuk dalam kategori tersebut

Cukup jela

Pasal 16

(1)

kupijelas
Cukup jelas
(€)

Cukup jelas
yat (4)

Yang dimaksud dengan “perubahan yang bersifat teknis-administratif” adalah
perubahan yang tidak menyangkut materi pokok perjanjian, misalnya perubahan
penambahan anggota suatu dewan/komite atau penambahan salah satu bahasa
resmi perjanjian internasional. Perubahan semacam ini tidak memerlukan
pengesahan dengan peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan
pengesahan perjanjian yang diubah tersebut.
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Yang dimaksud dengan “prosedur sederhana” adalah pengesahan yang dilakukan
melalui pemberitahuan tertulis di antara para pihak atau didepositkan kepada
negara/pihak penyimpan perjanjian.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 18
Suatu perjanjian internasional dapat berakhir apabi
ini sudah terjadi. Hak dan kewajiban para pihak da

u butir dalam pasal
n internasional

dapat terjadi apabila objek dari perjanjia
“Kepentingan nasional” sebagai i

ah tidak ada lagi.
d pada butir (h) pasal ini harus
evest), perlindungan subjek hukum
Republik Indonesia.

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jel

Pasal 21

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4012
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Menimbang:
a.

LAMPIRAN 4

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1999

TENTANG
HUBUNGAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a erdaulat,
aan derajat, saling
sing-masing, seperti
5

5, salah satu tujuan
adalah ikut melaksanakan
amaian abadi dan keadilan

bahwa sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia y
pelaksanaan hubungan luar negeri didasarkan pada as
menghormati, saling tidak mencampuri urusan d
yang tersirat di dalam Pancasila dan Undang-
bahwa sesuai dengan Pembukaan Undang-Unda
Pemerintah Negara Kesatuan Republi
ketertiban dunia yang berdasarkan ke
sosial;

bahwa untuk mewujudkan tyj
huruf b, Pemerintah Neg
melaksanakan hubungan lu
maupun internasional;
bahwa pelaksanaangkegiatan hul an luar negeri, baik regional maupun inter-
nasional, mela bilateral atau multilateral, diabadikan pada kepentingan
nasional berdaga insip.politik luar negeri yang bebas aktif;

in meningkatnya hubungan luar negeri dan agar prinsip
ebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf d dapat

ana dimaksud pada pertimbangan
publik Indonesia selama ini telah

t:
asal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar
945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina
mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal
Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and
Optional Protokol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning
Acquisition of Nationality), 1961 dan Pengesahan Konvensi mengenai Konsuler
beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan
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(Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to The Vienna
Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality), 1963
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3211);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Misi Khusus (Convention on Special Missions), New York, 1969 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3212).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG HUBUNGAN LUAR NEG

BABI
KETENTUAN U

Dalam undang-undang ini yan
1. Hubungan Luar Negeri adalah
dan internasional yang dilaku

ng menyangkut aspek regional
rintah di tingkat pusat dan daerah,

atau lembaga-lembaganya, lem ra, badan usaha, organisasi politik,
organisasi masyar embaga swadaya masyarakat, atau warga negara
Indonesia.

2. Politik Luar Neg kan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik
Indonesia il dalam melakukan hubungan dengan negara lain,

organisasi

esia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau
hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban
erintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik.
eri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri
an politik luar negeri.
Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah.

Pasal 2

Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara.
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Pasal 3
Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan

nasional.

Pasal 4
Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan

antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta
rasional dan luwes dalam pendekatan.

(1)
2

(1)

(2)

(3)

(1)

BABII
PENYELENGGARAAN HUBUNGAN LUAR NEGE
DAN PELAKSANAAN POLITIK LUAR Nege

Pasal 5

Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Poli ar Negeri, peraturan
perundang-undangan nasional dan hukum serta an integhasional.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) i semua penyelenggara
Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah m merintah.

Kewenangan penyelenggaraan an Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar
Negeri Pemerintah Republik i di tangan Presiden. Sedangkan dalam

an penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri

dan pelaksanaa Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada
Menteri.

-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya

na dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

ertentu:

am melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat
rintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan
nsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

Pasal 8

Menteri, atas usul pimpinan departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen,
dapat mengangkat pejabat dari departemen atau lembaga yang bersangkutan untuk
ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia guna melaksanakan tugas-tugas
yang menjadi bidang wewenang departemen atau lembaga tersebut.
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(2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) secara operasional dan administratif
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perwakilan Republik Indonesia serta
tunduk pada peraturan-peraturan tentang tata kerja Perwakilan Republik Indonesia
di luar negeri.

Pasal 9

(1) Pembukaan dan pemutusan hubungan diplomatik atau konsuler dengan negar;
lain serta masuk ke dalam atau keluar dari keanggotaan organisasi internasiona
ditetapkan oleh Presiden dengan memperhatikan pendapat Dewan Per
Rakyat.

(2) Pembukaan dan penutupan kantor perwakilan diplomatik atau kons
lain atau kantor perwakilan pada organisasi internasional dite
Keputusan Presiden.

Pasal 10

Pengiriman pasukan atau misi pemeliharaan perda iteta oleh Presiden
dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyal

Pasal

(1) Dalam usaha mengembangkan Hubung dapat didirikan lembaga
omosi, dan lembaga atau badan

2)

(1) gkan Hubungan Luar Negeri dapat juga didirikan lembaga

budayaan, dan lembaga atau badan kerja sama asing lain

2 nai syarat dan tata cara pendirian lembaga atau badan kerja sama

BAB III
PEMBUATAN DAN PENGESAHAN
PERJANJIAN INTERNASIONAL

Pasal 13

Lembaga Negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen,
yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu
melakukan konsultasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri.
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Pasal 14

Pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang
akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum
internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa dari menteri.

Pasal 15

Ketentuan mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional di

dengan undang-undang tersendiri.
BABIV
KEKEBALAN, HAK ISTIMEWA, DAN PEMBEBA\

Pasal 16

Pemberian kekebalan, hak istimewa, dan pembebasan dagi kewajiban tertentu
kepada perwakilan diplomatik dan konsuler, misi erwakilan Perserikatan
Bangsa-Bangsa, perwakilan badan-badan khusus Pe angsa-Bangsa, dan
organisasi internasional lainnya, dilakukan s aturan perundang-undangan
nasional serta hukum dan kebiasaan inte

(1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, intah Republik Indonesia dapat membe-
rikan pembebasan dari kewaj tertenty kepada pihak-pihak yang tidak ditentukan
dalam Pasal 16.

(2) Pemberian pembe

pada peraturs @

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan berdasar
ang-undangan nasional.

BABV
N KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 18

Republik Indonesia melindungi kepentingan warga negara atau badan
um Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan
negara asing di Indonesia.
) “Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai
dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 19

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban:
memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara Indonesia di
luar negeri;

i
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b. memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara
dan badan hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-
undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 20

Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia
di luar negeri, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya
berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal warga Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republi
berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka
yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia at
negara.

Pasal 22

Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubunga
negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh P
usaha untuk mengamankan dan melindungi k i
negara Indonesia.

omatik dengan suatu
agkoordinasikan

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 21 dan Pasal 22
dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau
organisasi internasional yang terkait.

Pasal 24

(1) Perwakilan Rep erkewajiban untuk mencatat keberadaan dan

)

inan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat keterangan
ukan apabila kedua hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan

BAB VI
PEMBERIAN SUAKA DAN MASALAH PENGUNGSI

Pasal 25

(1) Kewenangan pemberian suaka kepada orang asing berada di tangan Presiden
dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
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(2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Keputusan Presiden.

Pasal 26

Pemberian suaka kepada orang asing dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan nasional serta dengan memperhatikan hukum, kebiasaan, dan
praktek internasional.

Pasal 27
(1) Presiden menetapkan kebijakan masalah pengungsi dari luar negeri deng
memperhatikan pertimbangan Menteri.
(2) Pokok-pokok kebijakan sebagaimana dimaksud dalam ayatgl)

Keputusan Presiden.

BAB VII
APARATUR HUBUNGAN LUAR NEG

erintah dan pembangunan

(1) Menteri menyelenggarakan sebagian
é ar Negeri.

(1) Duta Besar Luar Biasa dan Ber enuh adalah pejabat negara yang diangkat
eh Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal 30

k melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, Presiden dapat meng-
ngkat Pejabat lain setingkat Duta Besar.
) DPejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dengan Keputusan
Presiden.

Pasal 31

(1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti
pendidikan dan latihan khusus bertugas di Departemen Luar Negeri dan Per-
wakilan Republik Indonesia.
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)

(1)
2
A3)

(4)

Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan Pejabat Dinas Luar Negeri sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 32

Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pejabat Fungsional Diplomat.
Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural.
Tata cara pengangkatan dan penempatan Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan

Keputusan Menteri.
Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Per-
wakilan Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri dan p patannya

pada Perwakilan Republik Indonesia diatur dengan Keputusan teri.

Pasal 34

Hubungan kerja antara Departemen Luar Nege erwakijlan Republik

Indonesia diatur dengan Keputusan Menteri.

2)

1

BABV
PEMBERIAN DAN PENERIMA ERCAYAAN

epada Duta Besar Luar Biasa dan
suatu negara tertentu atau pada suatu

Pasal 36

g ditunjuk untuk mewakili Negara Republik Indonesia pada suatu
i luar negeri, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk diberikan
yang ditandatangani oleh Presiden.

hal seseorang ditunjuk untuk mewakili Pemerintah Republik Indonesia
atu konferensi internasional, jika disyaratkan, kepada orang yang ditunjuk
ikan Surat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Menteri.

Pasal 37

Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal atau
Konsul Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas konsuler
untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.

Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal atau Konsul asing yang
bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekuatur untuk memulai tugasnya.
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Pasal 38

(1) Presiden menandatangani Surat Tauliah bagi seorang Konsul Jenderal Kehormatan
atau Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang diangkat guna melaksanakan tugas
konsuler untuk suatu wilayah tertentu pada suatu negara asing.

(2) Presiden menerima Surat Tauliah seorang Konsul Jenderal Kehormatan atau Konsul
Kehormatan asing yang bertugas di Indonesia serta mengeluarkan eksekuatur.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Peraturan perundang-undangan mengenai atau berkaitan deng
Negeri yang sudah ada pada saat mulai berlakunya undang-
sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti deng
undang-undang ini.

BAB X
KETENTUAN T

Agar setiap orang mengetahgiinya, intalikan pengundangan undang-undang
egara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
da tanggal 14 September 1999
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
CHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakrta
Pada tanggal 14 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1999 NOMOR 156
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PENJELASAN

ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 37 TAHUN 1999

TENTANG
HUBUNGAN LUAR NEGERI

I. UMUM
Dalam memperjuangkan dan mempertahankan kepentingan nasional, termasuk
dungan kepada warga negara Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yan:
kegiatan politik dan hubungan luar negeri yang berdasarkan ketentuan®Keten

ubungan Luar
Negeri adalah bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan ksanaan politik

Dalam dunia yang makin lama maju s ailJaki esatnya perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi secara globa : gkatnya interaksi dan

interdependensi antarnegara dan antarbangsa,makamak eningkat pula hubungan
internasional yang diwarnai dengan aidalam berbagai bidang. Kemajuan
dalam pembangunan yang dicapai iafdi agai bidang telah menyebabkan
makin meningkatnya kegiatan Indonesi internasional, baik dari pemerintah
maupun swasta/perseorangan, mem ibat perlu ditingkatkannya perlindungan

terhadap kepentingan negara,dan warga
, mengatur penyelenggaraan hubungan luar negeri
geri yang ada sebelum dibentuknya undang-undang
a aspek saja dari penyelenggaraan hubungan luar negeri
egeri serta belum secara menyeluruh dan terpadu. Oleh

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar
onesia terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum dan kebiasaan

a itt Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri ini sangat penting artinya,
mengingat Indonesia telah meratifikasi Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan
omatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang
Misi Khusus, New York 1969.
Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri merupakan pelaksanaan dari
ketentuan dasar yang tercantum di dalam Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-
Undang Dasar 1945 dan Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang
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berkenaan dengan hubungan luar negeri. Undang-undang ini mengatur segala aspek

penyelenggaraan hubungan luar negeri dan palaksanaan politik luar negeri, termasuk

sarana dan mekanisme pelaksanaannya, perlindungan kepada warga negara Indonesia

di luar negeri dan aparatur hubungan luar negeri.

Pokok-pokok materi yang diatur di dalam undang-undang ini adalah:

a. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, ter-
masuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan,
wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar nf
dan pelaksanaan politik luar negeri.

b.  Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesah:
perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, t kriteri
perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetuj
Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersen

penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.
d.  Aparatur hubungan luar negeri.
Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pels
batkan berbagai lembaga negara dan lembaga pe
Agar tercapai hasil yang maksimal, diper,

tersebut, diperlukan adanya suatu pé

secara jelas serta menjamin ki i ikum penyelenggaraan hubungan luar

negeri dan pelaksanaan polj ang diatur dalam Undang-Undang

tentang Hubungan Luar Ne

Undang-Undang tentang Hu Negeri ini memberikan landasan hukum
yang kuat penyelenggaraan hubung negeri dan pelaksanaan politik luar negeri,

naan terhadap peraturan-peraturan yang ada mengenai
araan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar
negeri.

II. PASAL

Pasal 1

elaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia haruslah merupakan pencer-
inan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan
landasan idiil yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri Republik
Indonesia.

Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasarkan atas hukum dasar, yaitu
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari
tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.
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Garis-Garis Besar Haluan Negara adalah landasan operasional politik luar negeri
Republik Indonesia, yakni suatu landasan pelaksanaan yang menegaskan dasar,
sifat, dan pedoman perjuangan untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia.
Pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tidak dapat dipisahkan dari
konsepsi Ketahanan Nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi kehidupan
bangsa Indonesia berdasarkan Wawasan Nusantara dalam rangka mewujudkan
daya tangkal dan daya tahan untuk dapat mengadakan interaksi dengan lingkungan
pada suatu waktu sedemikian rupa, sehingga dapat terjamin kelangsungan hidu

dan perkembangan kehidupan bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional,
yakni suatu masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan R
Indonesia berdasarkan Pancasila.

Pasal 3
Yang dimaksud dengan “bebas aktif” adalah politik luaénegeri

dan tidak mengikatkan diri secara a priori pada sa ia serta secara
aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk p upun partisipasi
aktif dalam menyelesaikan konflik, sengke

sosial. Yang dimaksud dengan diabdik ingan Nasional” adalah

politik luar negeri yang dilakukan endukung terwujudnya tujuan nasional
sebagaimana tersebut di dalam bu ng-Undang Dasar 1945.

Pasal 4
Diplomasi sebagaimana dimaksud al ini menggambarkan jati diri diplomasi

Indonesia. Diplomasifyang tidak sekedar bersifat “rutin’, dapat menempuh cara-cara
i & : tidak terlalu terikat pada kelaziman protokoler

ataupun tugas ruti

urangi lawan.
iplomasi yang ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, tidak
ekedar bersikap reaktif tetapi mampu secara aktif, kreatif, dan antisipatif berperan
dan berprakarsa.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Kalangan nonpemerintah yang dimaksud dalam ayat ini mencakup perseorangan
dan organisasi yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa lazim disebut dan

dikategorikan sebagai non governmental organization (NGO), termasuk Dewan
Perwakilan Rakyat.

Pasal 6

Ayat (1)
Kewenangan Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, sepanj
yang menyangkut pernyataan perang, pembuatan perdamaian, dan|perjanji
dilaksanakan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyats ses
Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (2)
Agar Menteri dapat membantu Presiden, kepada
kewenangan penyelenggaraan hubungan luar n
oleh Presiden.
Ketentuan ini sesuai dengan fungsi Menteri
bertanggung jawab di bidang penyelengga
pelaksanaan politik luar negeri.

n luar negeri dan

Ayat (3)
Dalam penyelenggaraan hubu mungkin terjadi tindakan-
tindakan atau terdapat adaan yang bertentangan atau tidak

sesuai dengan politik

eri perlu mempunyai wewenang untuk
an-tindakan atau terdapatnya keadaan-

an untuk tidak berkunjung ke suatu negara tertentu, dan sebagainya.
-langkah itu dapat juga bersifat represif, seperti peringatan kepada
u hubungan luar negeri yang tindakannya bertentangan atau tidak sesuai
engan kebijakan politik luar negeri dan peraturan perundang-undangan
nasional dalam penyelenggaraan hubungan luar negerinya, mencegah tindak
lanjut suatu kesepakatan yang mungkin dicapai oleh pelaku hubungan luar negeri
di Indonesia dengan mitra asingnya, mengusulkan kepada lembaga negara atau
lembaga pemerintah yang berwenang untuk melakukan tindakan administratif
kepada yang bersangkutan, dan sebagainya.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas
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Ayat (2)
Konsultasi dan koordinasi dengan Menteri diperlukan untuk mencegah
terjadinya implikasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan politik luar
negeri Republik Indonesia dan kebijakan pemerintah mengenai masalah-
masalah tertentu yang menyangkut hubungan luar negeri.

Pasal 8
Ayat (1)

Kemungkinan penempatan pejabat sebagaimana disebut dalam Pasal ini adalah
sesuai dengan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik, 1961.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 9

Ayat (1)

Pembukaan hubungan diplomatik atau konsuler s ana dimaksud
dalam ayat ini mencakup pembukaan kembali,hubungamdiplomatik atau

konsuler. Pemutusan hubungan diplomatik ‘atat®kensulep sebagaimana
dimeksud dalam ayat ini mencakup pen entara kegiatan
diplomatik atau konsuler dengan ata ng bersangkutan.
Pembukaan atau pembukaan ke can diplomatik atau konsuler
dilakukan menurut tata cara yang lazin dia alam praktek internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 10

Sebagai sumbangan p
1956 Indonesia te
perdamaian, tert

a upaya pemeliharaan perdamaian internasional, sejak
kali-kali mengirimkan pasukan atau misi pemeliharaan
angka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peran serta

perdamaian merupakan pelaksanaan politik luar negeri, dalam
san, Presiden memperhatikan pertimbangan Menteri. Di samping
ena pelaksanaan pengiriman pasukan atau misi perdamaian itu melibatkan
i lembaga pemerintah, maka pengiriman pasukan atau misi perdamaian
ikian ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 11
Ayat (1)
“Lembaga” yang dimaksud dalam ayat ini adalah organisasi yang lazim
menggunakan nama “Lembaga” dan yang bertujuan meningkatkan saling
pengertian dan mempererat hubungan antarbangsa, misalnya “Lembaga
Persahabatan” dan “Lembaga Kebudayaan”.
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“Badan Indonesia” yang dimaksud dalam ayat ini adalah badan dengan

nama apa pun, baik yang dibentuk oleh Pemerintah maupun swasta, yang

bertujuan meningkatkan perhatian masyarakat internasional pada berbagai

potensi yang dimiliki Indonesia, misalnya di bidang investasi dan pariwisata.
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 13 \

Cukup jelas

Pasal 14
Surat Kuasa (Full Powers) adalah surat yang dlke
Pemerintah Republik Indonesia yang
orang yang mewakili Pemerintah ata
tangani atau menerima naskah perjanj
Negara Republik Indonesia
internasional.

Menteri atas nama
kepada satu atau beberapa
Indonesia untuk menanda-
akan persetujuan Pemerintah
me 1katkan diri pada suatu perjanjian

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16

Pembebasan dari kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang tidak
disebutkan dalam Pasal 16 hanya dapat diberikan oleh Pemerintah atas
dasar kasus demi kasus, demi kepentingan nasional, dan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan nasional. Yang dimaksud dengan
“kewajiban tertentu” dalam Pasal ini antara lain pajak, bea masuk, dan
asuransi sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas
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Pasal 18

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perwakilan negara asing” adalah perwakilan diplomatik
dan konsuler asing beserta anggota-anggotanya. Perlindungan kepentingan warga
negara Indonesia, seperti yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum
Indonesia, seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah
hukum dan kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana-
sarana diplomatik. Dalam hal sengketa, warga negara Indonesia dan bada
hukum Indonesia yang bersangkutan, pada instansi pertama, akan berhubungan
dengan Departemen Luar Negeri untuk mendapatkan perlindungan. D
ini Departemen Luar Negeri berkewajiban untuk memberikan penyuluhan atau
nasehat hukum kepada warga negara Indonesia atau badan huk i

yang bersangkutan, khususnya yang berkenaan dengan as u
kebiasaan internasional.
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 19
“Perlindungan dan bantuan hukum” sebagaimana dise sal ini termasuk

onesia yang menghadapi

Pasal 20
Salah satu fungsi Perwakilan R
negara dan warga negara Rep
Namun pemberian perlindungan 1
Indonesia yang bersangkmtan dalam

@adalah melindungi kepentingan
a yang berada di negara akreditasi.
at diberikan oleh perwakilan Republik

dimaksud dengan “bahaya nyata” dapat berupa antara lain bencana alam,
vasl,jperang saudara, terorisme, maupun bencana yang sedemikian rupa sehingga
t dikategorikan sebagai ancaman terhadap keselamatan umum.
saha pemulangan warga negara Indonesia di negara yang dilanda bahaya nyata
ersebut dilakukan secara terkoordinasi.
Upaya-upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini akan dilakukan oleh Perwa-
kilan Republik Indonesia yang bersangkutan sepanjang kondisi-kondisi untuk dapat
melaksanakannya memungkinkan, seperti keamanan, keselamatan akses ke tempat
terjadinya bahaya nyata, terbukanya wilayah yang aman, tersedianya sarana yang
diperlukan termasuk dana, dan sebagainya.
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Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

konsuler, misalnya legalisasi dokumen-dokumen, clearange, a 4
Ayat (2)
Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan pemberian surat kete-
rangan hanya dapat dilakukan bilamana perkawinian, danfperceraian itu telah
-ke

Pasal 25

Surat-surat yang dapat dikeluarkan tersebut, antara lain akta kelahi
nikah yang memuat pula di dalamnya kutipan akta perkawinan,
tentang perceraian, kematian, dan hal-hal lain yang menyangk

dilakukan menurut hukum di negara tempat perka dan perceraian itu
dilangsungkan dan sepanjang hukum dan an asing tersebut
tidak bertentangan dengan ketentuan-ket m Indonesia yang
mengatur hal ini.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pasal 26
Cukup jelas

Cukup jelas

asarnya masalah yang dihadapi oleh pengungsi adalah masalah
iaan, sehingga penanganannya dilakukan dengan sejauh mungkin
indarkan terganggunya hubungna baik antara Indonesia dan negara
asal pengungsi itu.

Indonesia memberikan kerja samanya kepada badan yang berwenang dalam
upaya mencari penyelesaian masalah pengungsi itu.

Ayat (2)

Pasal 28

Cukup jelas

Ayat (1)

Cukup jelas

Lampiran-Lampiran 251



Ayat (2)
Koordinasi yang pelaksanaannya menjadi tugas Departemen Luar Negeri
merupakan sarana untuk menjamin kesatuan sikap dan tindak dalam penye-
lenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
“Hak keuangan dan administratif” yang dimaksudkan
adalah hak pensiun sebagai pejabat negara bagi Duta Be§ar L
Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan tugasnya,dermas
dan anaknya.

Pasal 30
Ayat (1)
Merupakan praktek yang dianut ole
seseorang dengan gelar Duta Besar(@
hubungan luar negeri.
Pengangkatan pejabat setin: arya
dilakukan karena sangat penting alah yang bersangkutan. Gelar Duta
ubungan yang bersangkutan dengan

“Bidang kh: ebagaimana dimaksud dalam ayat ini menyangkut antara
lain bidang Ke an, Gerakan Non Blok (GNB), dan Asia-Pasific Economic
Coo
Ayat (2)
up

up jelas
Ayaty(2)
Cukup jelas

asal 32
Ayat (1)
Pejabat Dinas Luar Negeri diberi status “Pejabat Fungsional” dan disebut
“Pejabat Fungsional Diplomat” sebagai pengakuan atas pengetahuan dan
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kemampuan khusus yang mereka miliki di bidang diplomasi. Diplomasi sebagai

cabang profesi mempunyai sifat khusus yang memerlukan pengetahuan dan

pengalaman khusus pula, terutama yang menyangkut hubungan luar negeri.
Ayat (2)

Jika diperlukan, maka Pajabat Fungsional Diplomat dapat memegang

jabatan struktural, baik di Pusat maupun di Perwakilan Republik Indonesia,

tanpa menanggalkan status dan hak-haknya sebagai Pejabat Fungsional

Diplomat.
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Pasal 33 \
Sesuai ketentuan Kongres Wina, 1815, Kongres Aken, 181 nsi Wina mengenai

Hubungan Diplomatik, 1961, dan praktek internasional, je kepangkatan, dan
gelar diplomatik tersebut adalah sebagai berikut:

1. Duta Besar;

2. Minister;

3. Minister Counsellor;
4.  Counsellor;

5. Sekretaris Pertama;
6.  Sekretaris Kedua;

7.  Sekretaris Ketiga;

8. Atase.

Jenjang kepan an gelar diplomatik, termasuk penggunaan gelar Duta
gan Ke

Besar diatur san Menteri.

Pasal 34
Cukup

Cukup jelas
)
Cukup jelas

asal 36
Ayat (1)
Surat Kepercayaan (Credentials) untuk menghadiri peristiwa tertentu di
luar negeri seperti upacara-upacara kenegaraan, pelantikan Kepala Negara,
upacara pemakaman, dan lain-lain ditandatangani oleh Presiden.
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Ayat (2)
Ketentuan ayat ini sesuai dengan praktek internasional di mana Surat
Kepercayaan ditandatangani Menteri.

Pasal 37
Ayat (1)
Surat Tauliah, yang dalam bahasa asing disebut Letter of Commission, adalah
surat yang ditetapkan gelar dan wilayah kerja seorang konsul, yang dik
luarkan oleh pemerintah negara yang mengangkatnya dan disampaikan kepada
pemerintah negara tempat konsul itu bertugas.
Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
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